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MOTTO

“Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah
kezhaliman”

(HR. Abu Hurairah)*

"Mutiara Hadist, “Menunda Pembayaran Bagi Orang Yang Mampu Adalah
Kezhaliman”, dalam http://www.mutiarahadits.com/89/99/75/menunda-pembayaran-bagi-orang-
yang-mampu-adakah-kezhaliman.htm, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.
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RINGKASAN

Tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, jika tujuaanya digunakan
untuk kepentingan sendiri maka harus dikonversi menjadi Hak Pakai, namun jika
tujuannya digunakan untuk diberikan kepada pihak ketiga maka status tanah harus
diajukan menjadi Hak Pengelolaan. Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu
subyek pemegang Hak Pengelolaan, memiliki kewenangan untuk memberikan
bagian tanah Hak Pengelolaannya kepada pihak ketiga yaitu warga. Izin
Pemakaian Tanah ini dikenal dengan istilah Surat Hijau. Warga Surabaya demi
mencukupi tuntutan biaya hidup yang cukup tinggi memilih mengajukan
permohonan kredit kepada bank dengan menjaminkan bangunan yang berdiri di
atas tanah Surat Hijau. Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat
dijadikan jaminan kredit mengacu pada Pasal 1 Angka 18 Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang lzin
Pemakaian Tanah. Dalam praktik, ternyata tidak semua bank bersedia menerima
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau sebagai jaminan kredit. Salah satu
bank yang bersedia menerima bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau
sebagai jaminan kredit yaitu Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah selama
menangani kredit dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau
tidak selalu berjalan lancar. Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk
mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penyelesaian Kredit Macet Di
Bank Mega Syariah Dengan Jaminan Bangunan Yang Berdiri di Atas Tanah
Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat Hijau)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut, pertama, apakah bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan jaminan kredit bank?.
Kedua, apa upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam penyelesaian kredit
macet dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau?. Ketiga,
apakah aset tanah Surat Hijau Pemerintah Kota Surabaya dapat dilakukan
pelepasan?. Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan
khusus. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun
literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan masalah yang
digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisa bahan hukum skripsi
digunakan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi dengan
langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk
menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Tinjauan pustaka yang
terdapat dalam skripsi ini yaitu: pengertian kredit, macam-macam Kkredit,
penggolongan kualitas kredit, pengertian kredit macet, penyebab terjadinya kredit
macet, pengertian tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak atas tanah,
pengertian Surat Hijau, latar belakang pemberian Surat Hijau, dan bangunan yang
berdiri di atas tanah Surat Hijau sebagai jaminan kredit.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri: pertama,
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau yang pada dasarnya berasal dari

xii
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pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan ini dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam
Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3433
tertanggal 17 September 1998. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
Kepala Dinas memberikan persetujuan penjaminan bangunan yang berdiri di atas
tanah Surat Hijau untuk dijadikan jaminan utang. Persetujuan tertulis dari Kepala
Dinas ini di istilahkan dengan Rekomendasi Bank. Kedua, Upaya yang dapat
ditempuh oleh kreditor dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau berdasarkan kasus kredit macet
yang dilakukan nasabah x, kreditor melakukan penjualan melalui pelelangan atas
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau milik nasabah x atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum dengan bantuan dari KPKNL. Ketiga, aset tanah
Surat Hijau Pemerintah Kota Surabaya dapat dilepaskan sebagaimana berdasarkan
Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2012. Subyek yang akan menerima pelepasan adalah orang yang telah
mendapatkan Surat Hijau minimal 20 tahun berturut-turut. Tanah yang
dimohonkan pelepasan adalah tanah yang luasnya tidak lebih dari 250 m? dan
digunakan untuk rumah tinggal. Pelepasan aset tanah Surat Hijau memerlukan
persetujuan tertulis dari DPRD Kota Surabaya mengingat aset tanah Surat Hijau
merupakan aset kekayaan daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penulisan
skripsi ini yaitu pertama, bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana terdapat
dalam Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-
3433 tertanggal 17 September 1998 dan sesuai Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang lzin
Pemakaian Tanah, Kepala Dinas memberikan persetujuan penjaminan bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau untuk dijadikan jaminan utang. Kedua,
kreditor dapat melaksanakan eksekusi lelang terhadap obyek jaminan bangunan
yang berdiri di aas tanah Surat Hijau dengan cara menjual melalui pelelangan
dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang Hak Pengelolaan dapat
melepaskan Hak Pengelolaannya kepada pihak ketiga yaitu bagi pemegang Surat
Hijau. Permohonan pelepasan tanah ini diajukan secara tertulis kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk dengan adanya persetujuan dari DPRD.

Saran dalam skripsi ini adalah pertama, hendaknya Pemerintah Kota
Surabaya lebih optimal dalam mensosialisasikan terkait Surat Hijau mengingat
masih banyak warga Surabaya yang belum semua memahami hak dan kewajiban
sebagai pemegang Surat Hijau. Kedua, hendaknya bank lebih selektif dalam
melakukan penilaian terhadap nasabah yang hendak mengajukan permohonan
kredit. Bank seharusnya memberikan kredit dengan jangka waktu maksimal sesuai
dengan masa berlaku Surat Hijau sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit
macet. Ketiga, hendaknya warga Surabaya lebih aktif untuk mencari informasi
perihal hak dan kewajibannya sebagai pemegang Surat Hijau bagi yang memiliki
Surat Hijau.
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Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3433
tertanggal 17 September 1998.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah.

Surat 1zin Pemakaian Tanah (Surat Hijau).

Formulir Permohonan IMB.

Formulir Permohonan Rekomendasi Bank.

Data Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya terkait
permohonan Rekomendasi Bank.

Data Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya terkait

permohonan pelepasan aset tanah Pemerintah Kota Surabaya.

10. Wawancara dengan Pejabat Bank Mega Syariah Kantor Cabang Semut Kota

Surabaya.

11. Wawancara dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Timur Kota

Surabaya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta
memiliki luas sekitar 374.8 km? (144,7 mil®).? Pemerintah Kota Surabaya dari
jumlah luas tersebut telah diberi wewenang untuk mengelola oleh Pemerintah
Pusat. Pasal 3 sampai 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (selanjutnya cukup disingkat PP Nomor 8)
dapat diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempunyai wewenang,
sebagai berikut:

a. Menyerahkan penguasaan itu kepada suatu kementerian,
jawatan atau daerah swantantra untuk pelaksanaan tugasnya;

b. Mengawasi atas tanah Negara tersebut sesuai dengan
peruntukannya, termasuk terhadap tanah-tanah yang telah
diserahkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya;

c. Menerima penyerahan kembali tanah dengan hak penguasaan
jika dipergunakan lagi;

d. Merubah peruntukan tanah Negara jika diminta ataupun
mencabutnya jika penguasaannya tidak tepat lagi.

Berdasarkan peraturan di atas dapat dikatakan bahwa kementrian, jawatan
atau daerah swantantra ini dapat diberikan tanah dengan hak penguasaan yang
berasal dari undang-undang atau peraturan lainnya dan dari PP Nomor 8. Secara
tidak langsung juga tersirat dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya cukup
disingkat UUPA) yang telah memberikan sesuatu hak baru yaitu hak menguasai
dari Negara yang pelaksanaannya dapat di kuasakan kepada daerah-daerah
swantantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar di perlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa

kewenangan mengatur mengenai tanah pada dasarnya ada

*Wikipedia, “Kota Surabaya”, dalam  https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Surabaya,
diakses pada tanggal 04 Oktober 2016.
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di Pemerintah Pusat namun dapat di delegasikan kepada Pemerintah Daerah
sebagai daerah swatantra yang berupa pelimpahan wewenang untuk melaksanakan
hak penguasaan dari Negara atas tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
sebagaimana tersirat dalam kerangka UUPA merupakan bentuk pelaksanaan
kuasa atas hak menguasai Negara dalam rangka perwujudan pelaksanaan Pasal 33
Ayat (3) UUD 1945. Penguasaan tersebut diharuskan dalam rangka untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari Negara ini
pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, namun
kewenangan Negara menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan
isi hak yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UUPA.

Tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, jika tujuannya digunakan
untuk kepentingan sendiri maka harus dikonversi menjadi Hak Pakai, namun jika
tujuannya digunakan untuk diberikan kepada pihak ketiga maka status tanah harus
diajukan menjadi Hak Pengelolaan. Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu
subyek Hak Pengelolaan, memiliki kewenangan untuk memberikan bagian tanah
Hak Pengelolaannya kepada pihak ketiga yaitu warga untuk dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya, namun tanah tersebut masih tetap menjadi tanah Hak
Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. Pemberian wewenang untuk digunakan
oleh pihak ketiga yaitu dengan pemberian Izin Pemakaian Tanah (selanjutnya
cukup disingkat IPT). Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2016 memberikan pengertian tentang 1zin Pemakaian Tanah (IPT), yaitu:

“Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin
yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan pemberian hak pakai atau hak-hak atas
tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960”.

Di Kota Surabaya lIzin Pemakaian Tanah dikenal dengan istilah Surat
Hijau (selanjutnya cukup di sebut Surat Hijau). Di istilahkan Surat Hijau ini
dikarenakan Surat Izin Pemakaian Tanah diterbitkan dalam bentuk buku yang

memiliki sampul berwarna hijau.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur
membuat kehidupan warganya membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk
mampu bertahan hidup. Biaya hidup untuk tinggal di Kota Surabaya lebih tinggi
jika di bandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Warga Surabaya
demi mencukupi tuntutan biaya hidup yang cukup tinggi ini, banyak yang
memilih jalan untuk berutang, yaitu dengan cara mengajukan permohonan kredit
kepada bank.

Bank sebagai pihak kreditor dalam memberikan kredit akan meminta
adanya peletakkan jaminan kepada nasabahnya selaku debitur. Di Surabaya ada
sesuatu hal yang unik terkait dengan jaminan yang diberikan dalam perjanjian
kredit, di mana bagi warga Surabaya yang mayoritas memiliki Surat Hijau ini
sering kali menjaminkan Surat Hijau yang dimilikinya tersebut. Surat Hijau pada
dasarnya bukanlah obyek yang dijadikan jaminan atas utang tertentu, melainkan
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau. Bangunan yang berdiri di atas
tanah Surat Hijau ini dapat dijadikan sebagai jaminan kredit sebagaimana
mengacu pada Pasal 1 Angka 19 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yaitu:

“Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang
diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan di atas tanah yang
telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk dijadikan jaminan
utang pada lembaga keuangan”.

Dalam praktik, ternyata tidak semua bank bersedia menerima bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau sebagai jaminan kredit mengingat sifat dari
Surat Hijau yang hanya merupakan Izin Pemakaian Tanah bagi warganya untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanah atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota
Surabaya. Salah satu bank yang bersedia menerima bangunan yang berdiri di atas
tanah Surat Hijau sebagai jaminan kredit yaitu Bank Mega Syariah. Bank Mega
Syariah selama menangani pengajuan permohonan kredit dengan jaminan
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau tidak selalu berjalan lancar. Ada
suatu permasalahan terkait dengan pengajuan kredit menggunakan jaminan

tersebut.
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Tahun 2013 pernah terjadi kasus kredit macet dengan jaminan bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau. Nasabah yang mengajukan permohonan
kredit kepada Bank Mega Syariah anggap saja sebagai nasabah x. Nasabah x yang
beralamat di daerah Dukuh Kupang, Surabaya mengajukan permohonan kredit
modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah x
menjaminkan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau miliknya. Nasabah
x diharuskan membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,00
(sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Memasuki tahun pertama, nasabah x lancar dalam melakukan pembayaran
angsuran kredit. Masuk tahun kedua, nasabah x mulai sering telat dalam
membayar angsuran kredit, sampai pada akhirnya nasabah x ini tidak membayar
sama sekali dan menunggak atas pembayaran angsuran kredit. Bank Mega
Syariah melihat hal tersebut, selalu berusaha mengingatkan nasabah x agar
membayar angsuran kreditnya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo. Bank
Mega Syariah mendaftarkan jaminan berupa bangunan yang berdiri di atas tanah
Surat Hijau milik nasabah x ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) untuk dilakukan pelelangan sebagai langkah terakhir setelah menunggu
dan tidak ada kepastian dari nasabah x. Jaminan nasabah x dilakukan pelelangan
dalam rangka pelunasan atas tunggakan angsuran kredit milik nasabah x.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik
untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam mengenai skripsi dengan judul
“PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK MEGA SYARIAH
DENGAN JAMINAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH
SURAT IZIN PEMAKAIAN TANAH (SURAT HIJAU)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
diambil beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat
dijadikan jaminan kredit bank?
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2. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam penyelesaian
kredit macet dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat
Hijau?

3. Apakah aset tanah Surat Hijau Pemerintah Kota Surabaya dapat

dilakukan pelepasan?

1.3 Tujuan Penelitian
Pada dasarnya untuk mencapai sasaran yang akan dikehendaki, maka
dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menetapkan tujuan penelitian.
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dibedakan atas dua kategori, yaitu:
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah:
1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu
hukum yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan dalam pemikiran bagi
masyarakat pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Jember.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah Surat
Hijau dapat dijadikan jaminan kredit bank.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam
penyelesaian kredit macet atas bangunan yang berdiri di atas tanah
Surat Hijau.
3. Untuk mengetahui bahwa aset tanah Surat Hijau Pemerintah Kota

Surabaya dapat dilakukan pelepasan.
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1.4 Metode Penelitian

Di dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan

suatu hal yang penting. Dapat dikatakan penting, karena metode penilitian
merupakan suatu metode yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan dan
menguji kebenaran dari hasil suatu penulisan. Penulisan suatu karya ilmiah di
dalamnya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan
sehingga hasil penulisan karya ilmiah mendekati kebenaran yang dikehendaki
oleh penulis. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
meliputi 4 (empat) aspek, antara lain: tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan
hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian
terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan
materi yang dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

1. Pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.® Hasil dari telaah
pendekatan undang-undang (statue approach) tersebut merupakan suatu
argumen untuk memecah isu hukum yang hendak dihadapi, dalam hal ini
dengan mencari dan menelaah undang-undang dan rugulasi lainnya yang
terkait dengan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan
jaminan kredit bank, upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam

penyelesaian kredit macet dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 133.
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Surat Hijau dan aset tanah Surat Hijau Pemerintah Kota Surabaya dapat
dilakukan pelepasan.

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum
yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi.* Dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun
literature yang berisi pandangan-pandangan terkait bangunan yang berdiri di
atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan jaminan kredit bank, upaya yang dapat
ditempuh oleh kreditor dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijaudan aset tanah Surat Hijau

Pemerintah Kota Surabaya dapat dilakukan pelepasan.
1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.®> Bahan hukum primer yang digunakan
dalam skripsi ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

*Ibid, h. 135-136.
®Ibid, h. 181.
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2104).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan
tentang Pelaksanaan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-
3433 tertanggal 17 September 1998.
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 13).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 1).

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang lzin
Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor
03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 03).

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1
Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Seri D2
Nomor 01 Tanggal 09 Januari 1997).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2015 Nomor 52).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.®

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil

penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan
ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum

sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.”’

®Ibid.
"Ibid, h. 183.
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1.4.4 Analisa Bahan Hukum

10

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan

untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah

yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dicapai;

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi Yyang
menjawab isu hukum; dan

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.®

Skripsi ini dibuat dengan melakukan analisa menggunakan bahan-bahan

hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu baik bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum tersebut di

analisa sesuai dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana seperti

yang telah diuraikan di atas, sehingga akan didapatkan hasil analisa yang

memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan

dalam skripsi ini.

8Ibid, h.213.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit
2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Latin credo yang berarti “saya percaya”, yang
merupakan kombinasi dari Bahasa Sansekerta cred yang artinya “kepercayaan”
dan Bahasa Latin do yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti
memperoleh kepercayaan. Dasar kepercayaan kepada seseorang Yyang
memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar
kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah
diperjanjikan.® Kredit dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai pinjaman
atau utang yang diberikan dengan harus mengembalikan dalam jangka waktu yang
telah diperjanjikan.

Menurut O.P. Simorangkir'®, Kredit adalah pemberian prestasi
(misalnya uang, barang) dengan balasan prestasi (kontra prestasi)
akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan
ekonomi modern adalah prestasi berupa uang. Kredit berfungsi
kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau
antara kreditor dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan
saling menanggung resiko.

Pengertian kredit berdasarkan penjelasan di atas dikatakan bahwa kredit
diberikan atas dasar komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran
ekonomi dimasa-masa mendatang. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya cukup disingkat UU

Perbankan),

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 98.

Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia
(Panduan Dasar : Legal Officer), (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 96.

11
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kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

12

Istilah kredit pada dasarnya juga banyak digunakan dalam kegiatan

perutangan lainnya di masyarakat. Istilah kredit untuk yang digunakan di dunia

perbankan ini selalu dikaitkan dengan pengertian kredit sebagaimana yang

terdapat dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan di atas.

2.1.2 Macam-Macam Kredit

Kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabah dalam praktik

perbankan dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dari segi jangka waktu,

kegunaan, dan pemakaian.

1.

Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam
kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah,
dan kredit jangka panjang.
Kredit jangka pendek : Kredit jangka pendek adalah kredit
yang berjangka waktu paling lama satu tahun.
Kredit jangka menengah : Kredit jangka menengah adalah
kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu
tahun sampai dengan tiga tahun.
Kredit jangka panjang : Kredit jangka panjang adalah kredit
yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka
menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

Segi Kegunaan

Kredit dari segi kegunaannya atau peruntukannya maka
dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:
Kredit investasi : Kata investasi dapat diartikan dengan
penanaman modal. Mendasarkan pada pengertian tersebut,
maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada
nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat
ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.
Kredit modal kerja : Kredit modal kerja adalah kredit yang
diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.
Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya
operasional usaha nasabah.
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c. Kredit profesi : Kredit profesi adalah kredit yang diberikan
bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan
profesinya.

3. Segi Pemakaian
Ditinjau dari segi pemakaiannya kredit dapat
digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan

kredit produktif.

a. Kredit konsumtif : Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah
sesuatu yang digunakan sampai habis. Kredit konsumtif, dana
yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan
hidup rumah tangga sehari-hari.

b. Kredit produktif : Kredit produktif, pembiayaan bank ditujukan
untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat
meningkat."*

Pengelompokkan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah
merupakan sesuatu yang kaku, pengelompokkan tersebut hanyalah untk
mempermudah dalam penatalaksanaannya, karena pada dasrnya kredit
tersebut mempunyai suatu kesamaan yang asasi, maksudnya satu jenis
kredit dapat saja dimasukkan dalam beberapa pengklasifikasian, misalnya
kredit investasi termasuk jenis kredit produktif tetapi juga dapat
dimasukkan jenis kredit jangka menengah atau kredit jangka panjang

apabila dilihat dari jangka waktunya.

2.1.3 Penggolongan Kualitas Kredit

Setiap pemberian kredit tentunya harus memenuhi ketentuan perbankan
dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Bank harus meyakini bahwa kredit
yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh
nasabah debitur dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet.
Suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas
kreditnya. Pengertian dari kolektibilitas yaitu:

“Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran
dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan
diterimanya kembali dana tersebut”.*?

"Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis),
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 154-156.
“Ibid, h. 225.
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Penggolongan Kualitas Kredit menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur

Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 meliputi:

1)

2)

Kredit Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria:
pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash
collateral)

Kredit Dalam Perhatian Khusus (special mention), apabila
memenuhi Kriteria:

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
kadang-kadang terjadi cerukan; atau

mutasi rekening relatif rendah; atau

jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
atau

didukung oleh pinjaman baru.

Kredit Kurang Lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi
kriteria:

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau

sering terjadi cerukan; atau

frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih
dari 90 hari; atau

dokumentasi pinjaman yang lemah.

Kredit Diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria:
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
melampaui 180 hari;

terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
atau

terjadi kapitalisasi bunga; atau

dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian
kredit/pengikatan jaminan.

Kredit Macet (bad-debt), yaitu apabila memenuhi kriteria:
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau

kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.*®

B1swi Hariyani dan R. Serfianto D.P, Op.cit, h. 120.
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Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit yang
tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah
kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai
terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang lazim digunakan di dunia
Internasional.* Istilah lain dalam Bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi
istiliha kredit bermasalah adalah non-performing loan.”® Berdasarkan pendapat
tersebut dapat dikatakan bahwa kredit macet merupakan bagian dari kredit
bermasalah. Berdasarkan penggolongan kualitas kredit seperti di atas, debitur
dikategorikan kredit macet jika terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga

yang telah melampaui waktu 270 hari.

2.2 Kredit Macet
2.2.1 Pengertian Kredit Macet
Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak
seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu
yang telah diperjanjikan. Kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian
nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah
meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan
tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Keadaan yang demikian
apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.
Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dapat berupa 4 (empat)
macam, yaitu®®;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,

2. Melakukan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan,

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Perbuatan yang tergolong wanprestasi jika dihubungkan dengan kredit

macet, yaitu:

“bid.

B1bid.

1°R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970),
h.50
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1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit
(beserta bunganya).

2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta
bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan
apakah nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran, tetap
tergolong kreditnya sebagai kredit macet. Soal bank
melepaskan haknya, hal itu soal lain.

3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah
jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat
membayar lunas utangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah
membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kedit yang
telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah
terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama. Jadi
yang dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian
sedikit pun. Keadaan tersebut dapat terjadi setelah bank
mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan,
nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas
kreditnya.*’

Pengertian kredit macet berdasarkan uraian di atas yaitu kredit atau utang
yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan. Bank selaku kreditor

harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi

terhadap barang jaminan debitur.

2.2.2 Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Kredit macet muncul pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba,
melainkan melalui suatu proses. Kredit macet terjadi biasanya akibat debitur yang
tidak dapat melunasi kredit atau utangnya, namun ternyata ada faktor-faktor lain
yang dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

“Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun

eksternal.

1. Faktor intenal penyebab kredit macet, vyaitu: kebijakan
perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan
prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus
atau pegawai bank, dan lemahnya sistem informasi kredit
macet.

2. Faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan
usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang

YGatot Supramono, Op. cit, h. 269-272.
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tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi
dan tingginya suku bunga kredit”.*8

Faktor internal penyebab kredit macet berdasarkan uaian di atas dapat
dikatakan mengarah kepada bank selaku kreditor. Bank juga dapat melakukan
kesalahan terkait timbulnya permasalahan kredit macet. Permasalahan timbulnya
kredit macet yang disebabkan oleh bank ini biasanya terkait kebijakan bank dalam
perkreditan yang kurang memenuhi prosedur perkreditan sebagaimana yang telah
ditetapkan. Permasalahan kredit macet pada umumnya memang lebih banyak
disebabkan oleh faktor eksternal yaitu yang berasal dari debitur itu sendiri.

2.3 Tanah.
2.3.1 Pengertian Tanabh.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat
manusia selalu berhubungan dengan tanah. Manusia baik secara langsung maupun
tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah:
permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
keadaan bumi di suatu tempat;

permukaan bumi yang diberi batas;

bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai sesuatu (pasir, cadas,
napal dan sebagainya).*®

PoNE

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” secara yuridis sebagai suatu
pengertian telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA
dinyatakan bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum.

1swi Hariyani dan R. Serfianto D.P, Op.cit, h. 122
YSupriadi, Hukum Agraria, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.
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Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian
yuridis adalah permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik oleh diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang
lain serta badan hukum dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk

digunakan atau dimanfaatkan.

2.3.2 Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah.

Konsep dasar hak menguasai Negara atas tanah dalam Undang-Undang
Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Pasal 33 Ayat (2)
menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang

menguasai hajat orang ramai dikuasai oleh Negara”.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 ini terdapat tiga makna
utama Yyaitu: Pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga, tanah memiliki arti
yang strategis bagi kehidupan bangsa karena tanah merupakan
cabang produksi negara yang menguasai hajat hidup orang ramai.”

Menurut konsep UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan di atas
dapat dijelaskan bahwa hubungan antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di di dalamnya adalah hubungan penguasaan, artinya
bahwa hal tersebut dikuasai oleh Negara dalam rangka untuk dipergunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hak menguasai Negara merupakan suatu konsep yang didasarkan
pada pemahaman bahwa Negara atau kerajaan adalah suatu

®Umar Said, Suratman, dan Noorhudha Muchsin. Hukum Pengadaan Tanah, Pengadaan
Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, (Malang:
Setara Press, 2015), h. 16.
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organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik
kekuasaan, usaha mempengaruhi pihak lain menjadi perkara utama
yang dalam hal ini dipegang oleh negara. Dalam kekuasaannya
sebagai badan penguasa, Negara diberi tugas untuk menjalankan
kewajiban terciptanya kemakmuran rakyat. Negara diberikan kuasa
yang bersifat “dapat dipaksakan” untuk mengatur penguasaan hak
atas tanah.”!

Berdasarkan pada Pasal 2 UUPA sebagai aturan pelaksana Pasal 33 Ayat
(3) UUD 1945 yang merupakan penjelasan otentik mengenai pengertian bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (disebut Sumber Daya Alam
yang selanjutnya cukup disingkat SDA) yang dikuasai oleh Negara, menjelaskan
pengertian hak menguasai SDA oleh Negara sebagai berikut:

(1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini
memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut pada Ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah.

“!1bid, h. 205-206.
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Menurut konsep Pasal 2 UUPA pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan
berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk
mengatur 3 hal sebagaimana di atas. Isi wewenang Negara yang bersumber pada
hak menguasai Sumber Daya Alam oleh Negara tersebut semata-mata “bersifat
publik”. Istilah “bersifat publik” diambil dari istilah Boedi Harsono yang
menyatakan bahwa, dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan
menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA
diberikan suatu interprestasi otentik mengenai Hak Menguasai dari Negara yang
bersifat publik semata-mata. Demikian tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai
pengertian dikuasai dalam pasal UUD tersebut?, yaitu wewenang untuk mengatur
(wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik
dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah
yang “bersifat pribadi”.

Istilah “bersifat pribadi” juga diambil dari istilah Boedi Harsono yang
menyatakan bahwa, sifat pribadi hak-hak individual menunjuk kepada
kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi
kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. 2 Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (2), yang menyatakan, bahwa:

Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi
diri sendiri maupun keluarganya”.

Hak menguasai negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan
atau dilimpahkan kepada daerah-daerah Swatantra (pemerintah daerah) dan
masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah
(Pasal 2 Ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara

tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan

*?Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan,
(Jakarta: Djambatan, 1999), h. 230.

“Ibid, h. 231.
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perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan
Hak Pengelolaan (HPL).

2.3.3 Hak Atas Tanah.
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)
UUPA, vyaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah bersumber
dari hak menguasai Negara atas tanah dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh perseorangan baik warga negara Indonesia atau
orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang
secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan
hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan
hukum privat atau badan hukum publik.?*

Wewenang hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA, yaitu:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini
memberi  wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada di dalamnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-
batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum
lain yang lebih tinggi”.

Secara terminologi, pemberian hak atas tanah tidak berarti tanah
tersebut diberikan untuk dimiliki dengan hak yang mutlak tanpa
pembatasan. Hak atas tanah dibatasi pada wewenang untuk
menguasai dan menggunakan atas tanah yang bersangkutan. Hak
penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban
dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu
mengenai tanah yang dihaki. Jadi yang diberikan adalah “Hak”
(nya) untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan bukan
tanahnya.

*Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan Keempat, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.48.

®|rawan Soerodjo, Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL), Eksistensi,
Pengaturan dan Praktik, Cetakan Kedua, (Surabaya: LaksBang Mediatama, 2014), h. 55.
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Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:*

yaitu:

1. Wewenang umum.
Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya,
termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih
tinggi.

2. Wewenang khusus.
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya
sesuai dengan macam hak atas tanahnya.

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menjabarkan hak-hak atas tanah sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat
(1) ialah:

hak milik,

hak guna usaha,

hak guna bangunan,

hak pakali,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal
53"

S@ e oo o

Pasal 53 Ayat (1) UUPA menyebutkan hak-hak yang sifatnya sementara,

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil,
hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam
waktu yang singkat”.

%Urip Santoso, Op. cit, h. 88.
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Macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam Pasal 16 Ayat

(1) dan Pasal 53 untuk selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah tetap dan masih
ada sepanjang UUPA masih berlaku dan belum dicabut atau diganti dengan
undang-undang yang baru. Yang tergolong hak atas tanah bersifat tetap
meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak
Sewa Tanah Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil
Hutan.

2. Hak-hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu hak
atas tanah baru yang dikemudian hari akan ada berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

3. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya
sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan. Yang tergolong hak
atas tanah bersifat sementara meliputi Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.?’

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA

yang telah disebutkan di atas, tidak bersifat limitatif. Tidak bersifat limitatif di

sini artinya di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak

dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang di atur secara khusus dengan

undang-undang.

2.4 Surat Hijau
2.4.1 Pengertian Surat Hijau

Di Kota Surabaya lIzin Pemakaian Tanah dikenal dengan istilah Surat
Hijau (selanjutnya cukup di sebut Surat Hijau). Surat Hijau merupakan Surat Izin
Pemakaian Tanah atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya yang
diberikan kepada warganya. Di istilahkan Surat Hijau ini dikarenakan Surat 1zin
Pemakaian Tanah diterbitkan dalam bentuk buku yang memiliki sampul berwarna

hijau.

“Irawan Soerodjo, Op. cit, h. 56.
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Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016
memberikan pengertian tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), yaitu:

“Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin
yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan pemberian hak pakai atau hak-hak atas
tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960”.

Berdasar atas ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2016 di atas maka nampak bahwa Surat Hijau yang diberikan
oleh Walikota atau Pejabat kepada pihak ketiga yaitu warga Surabaya. Pemberian
ini merupakan pemberian wewenang sebatas izin untuk memakai tanah, bukan
termasuk pemberian hak-hak atas tanah sebagaimana hak pakai.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai oleh negara, atau tanah milik orang lain yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh keputusan pemberiannya oleh
kewajiban yang ditentukan oleh keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian
dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengelolaan tanah.”® Hak pakai Pemerintah Kota Surabaya mempunyai sifat tidak
dapat dipindahtangankan dan harus terdaftar. Hak pakai Pemerintah Kota
Surabaya ini tidak dapat dipindahtangankan karena hak pakai ini harus digunakan

sendiri oleh Pemerintah kota Surabaya untuk pelaksanaan tugasnya.

2.4.2 Latar Belakang Pemberian Surat Hijau.

Surat Hijau merupakan instrument hukum bagi pihak ketiga guna
memakai atau mempergunakan tanah yang merupakan bagian dari tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan alas dasar Hak Pengelolaan.

Istilah Hak Pengelolaan secara eksplisit tidak terdapat dalam UUPA.
Istilah Hak Pengelolaan ini walaupun tidak tercantum secara eksplisit dalam
batang tubuh UUPA, namun di dalam Penjelasan Umum Il angka 2 UUPA

®Eman Ramelan, Agus Sekarmadiji, Sri Winarsih, dan Sri Setyadji, Naskah Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya,
(Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013), dalam
jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/naskahakademik_16.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2016, h. 8.
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terdapat istilah ‘“Pengelola” (bukan Hak Pengelolaan), yang selengkapnya
berbunyi:

“Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara
dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau
badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan
keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai atau memberikan dalam pengelolaan
kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau
Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya
masing-masing (Pasal 2 Ayat 4)”.

Bertitik tolak pada Penjelasan Umum Il angka (2) di atas, landasan hukum
dari hak pengelolaan di dalam UUPA telah disinggung. Penjelasan Umum I
angka (2) menyatakan adanya kemungkinan bagi Negara untuk memberikan tanah
yang dikuasai Negara dalam pengelolaan suatu badan penguasa (departemen,
jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya
masing-masing. Untuk delegasi wewenang pelaksanaan hak menguasai negara
itu, oleh peraturan yang ada disebutkan sebagai Hak Pengelolaan.?

Menurut Maria S.W. Sumardjono®, Hak Pengelolaan adalah hak
menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemegang haknya.

Cikal bakal Hak Pengelolaan telah ada sejak sebelum berlakunya UUPA
yang pada saat itu lebih dikenal sebagai Hak Penguasaan sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah
Negara. Hak Penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagaimana pada Pasal 2,
yaitu:

“Jika tanah Negara yang diberikan kepada departemen-
departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra,
selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-intansi itu sendiri,
dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak

#A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok
Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 1.
®|rawan Soerodjo, Op. cit, h. 4.
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kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan atas tanah Negara
tersebut dikonversi menjadi Hak Pengelolaaan™.

Pengertian Hak Pengelolaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
dapat dikatakan bahwa atas hak pengelolaan ini dapat dikuasakan kepada daerah-
daerah swatantra. Daerah swatantra tersebut dalam perkembangan saat ini dapat
dikenal sebagai Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang menurut konsep
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
sama dengan Daerah Otonom. Konsep Hak Menguasai Negara atas tanah ini
dapat dikuasakan dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang mengenai bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan Hak Menguasai Negara semakin
jelas dan terealisasi dengan adanya era otonomi daerah khususnya di bidang
pertanahan yang membuat tanah-tanah Negara yang semula dikuasai penuh oleh
Pemerintah Pusat, kini kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal yang demikian ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf d
menyebutkan salah satu urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota) adalah pertanahan. Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota terkait urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanahan ini
yang awalnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi vertikal yang ada
di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi sebagaimana dalam Pasal 19 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi ini untuk selanjutnya
diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas
Tugas Pembantuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu subyek Hak Pengelolaan
yang telah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola tanah di

lingkungannya memiliki kewenangan untuk memberikan bagian tanah Hak
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Pengelolaannya kepada pihak ketiga yaitu warga untuk dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya, namun tanahnya tetap menjadi tanah atas Hak
Pengelolaan pemerintah Kota Surabaya.

Warga Surabaya yang ingin menggunakan tanah berstatus Surat Hijau,
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke pemerintah dalam hal ini
melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Rumah Daerah (digunakan dalam
istilah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1
Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Karena Pengalihan Hak) dan
untuk sekarang telah menjadi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

Penerbitan Surat Hijau terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Kategori peresmian, yaitu penerbitan Surat Hijau yang
sebelumnya tidak pernah diterbitkan izin.

2. Kategori perpanjangan, yaitu penerbitan Surat Hijau yang baru
guna menggantikan Surat Hijau yang masa berlakunya sudah
habis.

3. Kategori pengalihan hak, yaitu penerbitan Surat Hijau yang
baru sebagai akibat terjadinya peralihan hak karena jual beli,
hibah atau warisan.*

Syarat-syarat untuk memperoleh Surat Hijau diperlukan sebagai berikut:
a. Kategori Peresmian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1998
tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, yaitu:

(1) Untuk dapat memperoleh izin atas tanah yang belum pernah
dikeluarkan izin, pemohon harus mengajukan permohonan
kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Pasal ini, disediakan di Kantor Dinas Pengelolaan Tanah dan
Rumah Daerah, Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

(3) Permohonan sebagiamana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini,
harus dilampiri dengan:

a. Foto copy KTP/KK atau Kartu ldentitas Kependudukan
Lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;

¥ Agus Sekarmadji dan Sri Winarsih, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Hijau
di Kota Surabaya, dalam Laporan Penelitian DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2005 (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Airlangga, 2005), h. 19.
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b. Keterangan mengenai tempat atau lokasi yang dimohonkan
izin;

c. Gambar situasi/lokasi;

d. Akta Pendirian Badan Hukum (apabila pemohon adalah
Badan Hukum);

e. Keterangan lain yang dianggap perlu.
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Kategori peresmian Surat Hijau membutuhkan waktu penyelesaian paling

lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal penerimaan, dengan ketentuan

persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan.

b. Kategori

Perpanjangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1

Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Karena Perpanjangan, yaitu:

“Pemohon untuk memperoleh izin karena perpanjangan

harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a.

Asli Surat Izin yang telah habis masa berlakunya, apabila asli
Surat lIzin hilang maka dapat diganti copynya dan berita
kehilangan tersebut akan dirumuskan oleh Dinas Pengelolaan
Tanah dan Rumah Daerah melalui media cetak atas biaya
pemohon;

Asli dan Foto copy Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian
Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar;

Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Foto copy KTP/KK atau Kartu Identitas Kependudukan
Lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;

Materai yang nilainya Rp. 2.000,00 sebanyak 6 (enam)
lembar”.

Kategori perpanjangan Surat Hijau membutuhkan waktu penyelesaian

paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan, dengan ketentuan

persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan

dan retribusi dibayar lunas.

C.

Kategori Peralihan Hak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1)

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1

yaitu:

Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Karena Pengalihan Hak,
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“Pemohon untuk memperoleh izin karena perpanjangan

harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a.
b.

Asli Surat Izin yang akan dialihkan;

Apabila tidak dapat melampirkan asli Surat Izin karena hilang,
maka berita kehilangan akan diumumkan oleh Dinas
Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah melalui media cetak
atas biaya pemohon;

Asli dan foto copy Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian
Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar;

Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Foto copy KTP/KK atau Kartu Identitas Kependudukan
Lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;

Materai yang nilainya Rp. 2.000,00 sebanyak 6 (enam)
lembar”.
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Kategori peralihan hak Surat Hijau membutuhkan waktu penyelesaian

paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan, dengan ketentuan

persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan

dan retribusi dibayar lunas.

Prosedur atau mekanisme pemberian Surat Hijau baik peresmian,

perpanjangan maupun peralihan hak pada dasarnya sama yaitu:

1.

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota
Surabaya melalui Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia;
Surat permohonan beserta berkas persyaratan tersebut diterima
oleh sub bagian tata usaha untuk diperiksa kelengkapan
persyaratannya;

Apabila berkas yang diajukan tidak memenuhi persyaratan,
maka akan dikembalikan kepada pemohon serta ada penjelasan
mengenai kekurangannya. Dan apabila memenuhi persyaratan,
maka akan diterima dan pemohon akan menerima bukti
penerimaan berkas untuk kemudian disampaikan kepada seksi
pendataan dan pengadaan untuk diteliti status tanahnya dan
khusus untuk kategori persemian di data dalam peta besar;
Berkas permohonan yang telah diteliti, selanjutnya diteruskan
kepada seksi pengawasan dan pengendalian untuk diteliti
tanahnya. Apabila tanah tersebut terdapat permasalahan, maka
akan diselesaikan oleh seksi pengawasan dan pengendalian;
Apabila tanah tidak ada permasalahan, kemudian berkas
permohonan diteruskan ke seksi pengelolaan untuk diberikan
gambar situasi serta menetapkan besarnya retribusi;
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6. Setelah berkas permohonan dilengkapi dengan gambar situasi
dan tanda bukti pembayaran retribusi, kemudian berkas
disampaikan kepada sub bagian tata usaha untuk dibuatkan
rancangan surat izin walikota;

7. Setelah rancangan surat izin walikota dibuat, Kepala Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah menyampaikan kepada
Sekretaris Kotamadya Surabaya untuk ditandatangani;

8. Setelah rancangan surat izin Walikota ditandatangani oleh
Sekretaris Kota, kutipannya kemudian ditandatangani oleh
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang
bertindak selaku atas nama Walikota Surabaya, setelah itu surat
izin pemakaian tanah diteruskan ke sub bagian tata usaha untuk
kemudian diserahkan kepada pemohon.*

Izin yang diberikan karena peresmian, perpanjangan dan pengalihan hak
adalah berbentuk surat izin Walikota Surabaya. Waktu penyelesaian izin untuk
proses peresmian adalah paling lama 15 (lima belas) hari dan untuk proses
perpanjangan dan pengalihan hak dilakukan paling lama 6 (enam) hari setelah
tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima permohonan,
dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak

ada permasalahan dan retribusi harus dibayar lunas.

2.4.3 Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Surat Hijau Sebagai Jaminan

Kredit.

Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau pada dasarnya merupakan
Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota
Surabaya. Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Hak Pengelolaan memang
secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah
berikut penjelasan mengenai persetujuan pemegang Hak Pengelolaan atas
dijaminkannya Hak Guna Bangunan. Dikeluarkannya Surat Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1.-3433 tertanggal 17
September 1998, perihal Agunan Sertipikat di atas tanah Hak Pengelolaan yang
dalam bagian 2 menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka dalam kaitan
dengan kemungkinan dibebankannya Hak Tangungan pada Hak

#1bid, h. 20-21.
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Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPA Maupun Undang-
Undang Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996) Hak
Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani
Hak Tanggungan;

b. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah ditentukan bahwa pengalihan Hak Guna Bangunan
atas tanah Hak Pengelolaan memerlukan persetujuan tertulis
dari pemegang Hak Pengelolaan. Sehubungan dengan itu
mengingat kemungkinan dialihkannya Hak Guna Bangunan
tersebut dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka
pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan itu
juga memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan yang berlaku sebagai persetujuan untuk
pengalihannya apabila kemudian dalam rangka eksekusi Hak
Tanggungan”.

Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau yang merupakan Hak
Guna bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya ini dapat
dibebani dengan Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan ini merupakan
suatu jenis jaminan dalam suatu permohonan utang yang dalam hal ini adalah
kedit bank. Pemegang Surat Hijau selaku pemohon kredit memberikan Bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau miliknya sebagai jaminan Hak Tanggungan
atas kredit yang dimohonkannya kepada bank. Ketentuan mengenai bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan obyek jaminan kredit, diatur
dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yaitu:

“Persetujuan  Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang
diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan di atas tanah yang
telah diterbitkan 1zin Pemakaian Tanah untuk dijadikan jaminan
utang pada lembaga keuangan™.

Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dibebani Hak
Tanggungan atas permohonan kredit. Pemegang Surat Hijau yang hendak
menjaminkan bangunannya sebagai jaminan kredit bank harus memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Surabaya.
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“(1) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi
dalam masa dan/atau sampai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2),
maka Kepala Dinas memberikan Surat Peringatan.

(2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pemohon apabila tetap tidak melunasi pembayaran kompensasi walaupun
sudah diberikan Surat Peringatan, maka pemohon dianggap telah mengundurkan
diri. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang
menyatakan bahwa:

“Apabila pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi setelah
diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) maka pemohon dianggap mengundurkan
diri dan kompensasi yang telah dibayarkan oleh pemohon
dikembalikan”.

Hal tersebut di atas juga diperkuat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya yang menyatakan bahwa :

“Apabila pemohon tidak dapat membayar kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pemohon dianggap
mengundurkan diri dan nilai pelepasan yang telah dibayarkan oleh
pemohon dikembalikan dengan mekanisme berpedoman pada
ketentuan yang berlaku”.

Pemohon yang tidak melunasi pembayaran kompensasi meskipun telah
diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka pemohon tersebut
dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana yang secara tegas telah diatur
dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya dan dalam Pasal 12
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah
Aset Pemerintah Kota Surabaya.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat
diambil kesimpulan sebagi berikut:

1. Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau ini dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Surat
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3433
tertanggal 17 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 3 Tahun
2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya memberikan persetujuan penjaminan bangunan yang
berdiri di atas tanah Surat Hijau untuk dijadikan jaminan utang. Persetujuan
tertulis dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ini
di istilahkan dengan Rekomendasi Bank. Rekomendasi Bank harus didapatkan
terlebih dahulu sebelum menjaminkan bangunan yang berdiri di atas tanah
Surat Hijau, karena persetujuan tertulis ini merupakan kunci yang mutlak
diperlukan sebagai syarat bagi kreditor untuk bersedia memberikan fasilitas
kredit. Kreditor tidak akan bersedia memberikan fasilitas kredit terhadap
pemegang Surat Hijau jika pemegang Surat Hijau ini belum mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemerintah Kota Surabaya.

2. Pihak Bank Mega Syariah selaku kreditor dan nasabah x selaku debitur, dalam
hal debitur cidera janji atau wanprestasi, pihak kreditor dapat melaksanakan
eksekusi lelang terhadap obyek jaminan yang berupa bangunan yang berdiri di
atas tanah Surat Hijau. Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pelelangan
umum yang menurut undang-undang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL).

75
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3. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang Hak Pengelolaan dapat
melepaskan Hak Pengelolaannya kepada pihak ketiga yaitu bagi pemegang
Surat Hijau. Obyek Hak Pengelolaan yang dilepaskan adalah tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Hak Pengelolaan yang telah
diterbitkan Surat Hijau. Tanah yang dimohonkan pelepasan adalah tanah yang
luasnya tidak lebih dari 250 m? dan digunakan untuk rumah tinggal.
Permohonan pelepasan tanah ini diajukan secara tertulis kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk dengan adanya persetujuan dari DPRD. Berdasarkan
Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya terhadap permohonan
pelepasan tanah yang telah memperoleh persetujuan DPRD, maka dibuat
perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemohon meliputi perjanjian
pembayaran kompensasi dan perjanjian pelepasan tanah. Besaran kompensasi
yang wajib dibayar oleh pemohon kepada pemerintah Kota Surabaya ini
ditetapkan oleh Panitia Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

4.2 Saran
1. Untuk Pemerintah Kota Surabaya :

Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya lebih optimal dalam
mensosialisasikan terkait Surat Hijau mengingat masih banyak warga Surabaya

yang belum memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang Surat Hijau.
2. Untuk Bank :

Hendaknya bank lebih selektif dalam melakukan penilaian terhadap
nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit. Bank seharusnya
memberikan kredit dengan jangka waktu maksimal sesuai dengan masa

berlakunya Surat Hijau sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet
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3. Untuk warga Surabaya :

Hendaknya warga Surabaya lebih aktif untuk mencari informasi perihal
hak dan kewajibannya sebagai pemegang Surat Hijau bagi yang memiliki Surat

Hijau.
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MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 17 September 1998

Nomor : 630.1- 3433 Kepada Yth.
Lampiran : - Saudara Menteri Pertanian
Perihal : Agunan Sertipikat di atas di

tanah Hak Pengelolaan Jakarta

Menunjuk surat Saudara Menteri nhomor PL.210/414/Mentan/X/97 tanggal 17
Oktober 1997 dan sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen
Pertanian nomor PL.210/1092/B/1X/1998 tanggal 7 September 1998 perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat disampaikan
sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hak Pengelolaan pada dasarnya
adalah kewenangan untuk melaksanakan sebagian dari hak menguasai dari
Negara atas tanah yang dilimpahkan kepada Instansi Pemerintah atau
badan hukum pemegang Hak Pengelolaan tersebut. Kewenangan yang
dilimpahkan itu adalah kewenangan untuk merencanakan penggunaan tanah
yang bersangkutan dan menunjuk badan hukum atau orang yang diberi hak
untuk menggunakannya dengan sesuatu hak atas tanah tertentu sesuai
UUPA, misalnya Hak Guna Bangunan. Dalam hal demikian maka semua
ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan pada umumnya berlaku pula bagi
Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dengan ketentuan bahwa
sepanjang mengenai penggunaannya setiap pemegang Hak Guna
Bangunan, baik pemegang Hak Guna Bangunan pertama yang
memperolehnya berdasarkan perjanjian pemberian penggunaan tanah dari
pemegang Hak Guna bangunan pertama, terikat oleh syarat penggunaan
yang ditentukan dalam perjanjian pemberian penggunaan tanah antara
pemegang Hak Pengelolaan dengan pemegang Hak Guna Bangunan
pertama.

2. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka dalam kaitan dengan
kemungkinan dibebankannya Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan
atas tanah Hak Pengelolaan dapat dijelasakan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPA maupun Undang-Undang Hak
Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996) Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan;

b. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
ditentukan bahwa pengalihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
Pengelolaan memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan. Sehubungan dengan itu mengingat kemungkinan dialihkan
Hak Guna Bangunan tersebut dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan,
maka pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan itu juga
memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan yang

PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM
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akan berlaku sebagai persetujuan untuk pengalihannya apabila
kemudian diperbukan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan.*)
Demikianlah disampaikan dan atas perhatian Saudara Menteri Kami
ucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.

(Hasan Basri Durin)

Tembusan kepada yth.:

Sekretaris dan para Asisten Menteri Negara Agraria;

Para Deputi Badan Pertanahan Nasional;

Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
Para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/ Kotamadya;

BPP IPPAT,

DPP ASPPAT.

ogkrwNE

*) Hubungkan dengan UU 4/1996 (D1) dan PP 40/1996 (C1)
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SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya
sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara
tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sepanjang tidak dipakai untuk penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, maka dalam rangka pemanfaatannya oleh masyarakat,
Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Izin Pemakaian
Tanah;

bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan dan
perekonomian serta guna memenuhi kebutuhan pemegang Izin
Pemakaian Tanah untuk dapat memperoleh hak atas tanah,
maka diperlukan proses pelepasan tanah aset Pemerintah Kota
Surabaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [l Surabaya
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Tahun 1997
Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 13).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan :

DAN
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELEPASAN TANAH ASET
PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

[

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikota Surabaya.

Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan
dengan undang-undang.

Pelepasan tanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah aset Pemerintah Daerah
kepada pemegang lIzin Pemakaian Tanah melalui pemberian
kompensasi dalam bentuk sejumlah uang.

Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin
yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau
hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960.
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BAB Il
SUBJEK DAN OBJEK PELEPASAN TANAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD berwenang melakukan
tindakan pelepasan tanah yang telah diterbitkan IPT berdasarkan
permohonan dari pemegang IPT.

(2) Pemegang IPT yang berhak mengajukan permohonan pelepasan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang
memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya.

Pasal 3

Objek pelepasan adalah tanah yang telah diterbitkan IPT dengan
kriteria sebagai berikut :

a. peruntukan IPT adalah Perumahan dengan penggunaan untuk
rumah tinggal;

b. pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 (dua puluh) tahun
secara berturut-turut;

c. IPT masih berlaku;
d. luas IPT maksimal 250 m? (dua ratus lima puluh meter persegi);

e. hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai IPT
lebih dari satu persil;

f. tidak dalam sengketa/masalah; dan

g. tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB Il
TATA CARA PERMOHONAN PELEPASAN TANAH
Pasal 4

Pelepasan tanah dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan
para pihak.

Pasal 5

(1) Permohonan pelepasan tanah diajukan secara tertulis kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy IPT yang masih berlaku;

b. bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir;
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c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;dan

d. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya-
biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak.

Pasal 6
(1) Terhadap permohonan pelepasan tanah yang telah memperoleh
persetujuan DPRD, maka dibuat perjanjian antara Pemerintah
Daerah dengan pemohon.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Perjanjian pembayaran kompensasi;

b. Perjanjian pelepasan tanah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan tanah diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON
Pasal 8

(1) Pemohon berhak mengajukan hak atas tanah terhadap tanah yang
telah dilepaskan Pemerintah Daerah.

(2) Pemohon berkewajiban untuk :

a. mentaati peraturan yang berlaku dan mematuhi ketentuan serta
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian;

b. membayar uang kompensasi, yang jumlah dan cara
pembayarannya sesuai dengan yang ditetapkan;

c. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya.

BAB V
KEPANITIAAN

Pasal 9

Dalam rangka pelepasan tanah aset Pemerintah Daerah, dibentuk
panitia pelepasan tanah dengan Keputusan Walikota.
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BAB VI
PENENTUAN NILAI PELEPASAN TANAH

Pasal 10

(1) Berdasarkan laporan panitia pelepasan tanah, dilakukan proses
perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan.

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan dilakukan
oleh Penilai Internal yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau
dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di
bidang penilaian asset.

(3) Hasil penaksiran nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Walikota.

(4) Terhadap permohonan pelepasan tanah yang dikabulkan, pemohon
wajib membayar biaya kompensasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Bagi pemohon yang permohonannya dikabulkan, wajib membayar
kompensasi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembayaran
kompensasi.

(2) Walikota dapat memperpanjang waktu pembayaran nilai pelepasan
tanah paling lama 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan
kemampuan pemohon.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Apabila pemohon tidak dapat membayar kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, maka pemohon dianggap mengundurkan diri
dan nilai pelepasan yang telah dibayarkan oleh pemohon dikembalikan
dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) IPT yang sudah berakhir harus diperpanjang selama dalam proses
pelepasan.

(2) Selama proses pembayaran kompensasi, pemohon wajib
membayar retribusi pemakaian tanah sesuai ketentuan yang
berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam
waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat |
NIP. 19691017 199303 2 006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
(NOMOR 16 TAHUN 2014)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UMUM

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik/dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, maka terhadap tanah vyang tidak dipakai untuk
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui
pemberian Izin Pemakaian Tanah oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk.

Sehubungan dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan
masyarakat akan hak atas tanah, maka Pemerintah Daerah memberikan
kesempatan bagi pemegang IPT dengan kriteria dan persyaratan tertentu untuk
dapat memperoleh hak atas tanah melalui prosedur pelepasan tanah aset
Pemerintah Daerabh.

Dengan diaturnya pelepasan tanah aset dalam Peraturan Daerah, maka
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melepaskan
tanah aset atas permohonan pemegang IPT, sehingga akan tercipta kepastian
hukum baik bagi Pemerintah Daerah maupun pemegang IPT yang ingin
memperoleh hak atas tanah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3

Hurufa : Cukup jelas.

Huruf b : Dalam hal terjadi pewarisan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
berturut-turut dihitung sejak pewaris memperoleh IPT untuk pertama
kali.

Huruf ¢ : Cukup jelas.
Hurufd : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruff  : Cukup jelas.

Huruf g : Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah tercantum dalam
Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, antara lain RPJPD,
RPJMD, RKPD atau Renstra SKPD.

Pasal 4 : Cukup jelas.
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Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan dilakukan

dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan/atau harga umum
setempat.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1
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SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, perlu
mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pelepasan Tanah Aset
Pemerintah Kota Surabaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [l Surabaya
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Tahun 1997
Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua Kkali
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah
diubah ketiga Kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
14 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 14);
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17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELEPASAN
TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

o o kK

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikota Surabaya.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah adalah Kepala Bidang
Pemanfaatan Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan
dengan undang-undang.

Pelepasan tanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah aset Pemerintah Daerah
kepada pemegang lIzin Pemakaian Tanah melalui pemberian
kompensasi dalam bentuk sejumlah uang.
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13. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin
yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau
hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960.

14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset
Pemerintah Kota Surabaya.

BAB Il
KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Walikota atas persetujuan DPRD berwenang melakukan tindakan
pelepasan tanah vyang telah diterbitkan [IPT berdasarkan
permohonan dari pemegang IPT.

(2) Terhadap permohonan pelepasan tanah yang telah memperoleh
persetujuan DPRD, maka Walikota menetapkan Keputusan tentang
Persetujuan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya,

(3) Berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Aset
Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengelola barang membuat perjanjian dengan pemohon.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Perjanjian Pembayaran Kompensasi;
b. Perjanjian Pelepasan Tanah.
(5) Kewenangan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah

dalam menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB Il
SUBJEK DAN OBJEK PELEPASAN TANAH
Pasal 3

Pemegang IPT yang berhak mengajukan permohonan pelepasan tanah
adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya.

Pasal 4

Objek pelepasan adalah tanah yang telah diterbitkan IPT dengan
kriteria sebagai berikut:

a. peruntukan IPT adalah Perumahan dengan penggunaan untuk
rumah tinggal;
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b. pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 (dua puluh) tahun
secara berturut-turut;

c. IPT masih berlaku;
d. luas IPT maksimal 250 m? (dua ratus lima puluh meter persegi);

e. hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai IPT
lebih dari satu persil;

f. tidak dalam sengketa/masalah; dan
g. tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 5
(1) Permohonan pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala

Dinas dengan melampirkan:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 yang masih berlaku;

b. fotocopy IPT yang masih berlaku;
c. bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir;

d. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya
yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak.

(2) Bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ adalah bukti
pembayaran retribusi pemakaian tanah pada tahun yang sama
dengan saat pengajuan permohonan pelepasan tanah.

BAB V
TATA CARA PELEPASAN TANAH
Pasal 6
(1) Tata cara pelepasan tanah meliputi :
a. pemohon menyerahkan permohonan dan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Walikota

melalui Kepala Dinas;

b. petugas Dinas menerima berkas permohonan dan meneliti
kelengkapan berkas permohonan;
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. petugas Dinas mencatat dalam buku agenda atas permohonan
yang memenuhi persyaratan dan memberikan tanda terima
berkas kepada pemohon;

. Bidang Pemanfaatan Tanah pada Dinas mengkoordinasikan
permohonan pelepasan tanah dengan Panitia Pelepasan Tanah;

. Panitia Pelepasan Tanah melakukan verifikasi terhadap berkas
permohonan dan melakukan survei lapangan untuk mengecek
kesesuaian permohonan dengan kriteria objek pelepasan tanah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan melaporkan
hasil verifikasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagai
pertimbangan atas permohonan pelepasan tanah yang diajukan
oleh pemohon;

dalam hal permohonan ditolak, maka Kepala Bidang
Pemanfaatan Tanah menyiapkan konsep Surat Penolakan
beserta alasan;

. konsep surat penolakan disampaikan kepada Kepala Dinas guna
mendapatkan tanda tangan untuk selanjutnya disampaikan
kepada pemohon;

. dalam hal permohonan diterima, Kepala Dinas berkoordinasi
dengan lembaga independen yang bersertifikat di bidang
penilaian aset untuk melakukan penilaian tanah yang akan
dilakukan pelepasan tanah;

Lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian asset
melakukan penilaian tanah yang akan dilepaskan dan
melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;

Kepala Dinas menyampaikan informasi mengenai besaran nilai
pelepasan tanah kepada pemohon;

. Kepala Dinas mengajukan usul kepada Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang mengenai pelepasan tanah aset beserta
dengan hasil penilaian tanah yang akan dilepaskan;

Sekretaris Daerah meneliti dan mengkaji usul pelepasan tanah
aset dan menyampaikan kepada Walikota;

. dalam hal Walikota menyetujui usul pelepasan tanah, Walikota
mengajukan usul pelepasan tanah kepada DPRD untuk
mendapatkan  persetujuan dengan cara  pembayaran
kompensasi;

. dalam hal DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud
pada huruf m, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota
tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Dengan Cara
Pembayaran Kompensasi;

. berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada
huruf n, dibuat perjanjian pembayaran kompensasi;

. Perjanjian pembayaran kompensasi antara lain mengatur
tentang tata cara pembayaran kompensasi;
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Pemohon melakukan pembayaran kompensasi atas pelepasan
tanah kepada bank yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian
pembayaran kompensasi;

dalam hal pemohon melakukan pembayaran secara
mengangsur, maka Perjanjian Pelepasan Tanah dilakukan
setelah pembayaran lunas;

dalam hal pemohon telah melunasi pembayaran, maka dibuat
Perjanjian Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran
Kompensasi antara Kepala Dinas dengan pemohon;

berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf s,
selanjutnya dilakukan serah terima tanah beserta dokumen-
dokumen terkait dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima
(BAST);

. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksud pada huruf t, dilakukan penghapusan tanah dari daftar
barang pengguna dan daftar barang milik daerah serta
pencabutan IPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dinas menyerahkan perjanjian pelepasan tanah, Berita Acara
Serah Terima dan Keputusan Walikota tentang Penghapusan
Tanah Aset kepada pemohon, guna diajukan permohonan hak
ke Kantor Pertanahan.

(2) Contoh bentuk formulir permohonan pelepasan tanah dan konsep
perjanjian pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal pemohon tidak mampu melunasi pembayaran
kompensasi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak  tanggal penandatanganan  perjanjian  pembayaran
kompensasi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu pembayaran.

(2) Tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a.

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Walikota melalui Kepala Dinas beserta alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

Kepala Dinas berkoordinasi dengan Panitia Pelepasan Tanah
guna melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud;

Panitia Pelepasan Tanah melakukan verifikasi terhadap berkas
permohonan dan melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai
hasil verifikasi disertai dengan pertimbangan apakah
permohonan tersebut dapat diterima/ditolak;
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d. Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi dan pertimbangan
apakah permohonan tersebut dapat diterima/ditolak kepada
Walikota;

e. Walikota memberikan arahan/disposisi kepada Kepala Dinas;

f. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas menyiapkan
konsep surat penolakan beserta alasan dan menandatangani
surat penolakan tersebut atas nama Walikota;

g. Petugas Dinas menyampaikan surat penolakan kepada
pemohon;

h. dalam hal permohonan diterima, Kepala Dinas menyiapkan
konsep addendum perjanjian pembayaran kompensasi,
khususnya mengatur tentang perpanjangan jangka waktu
pembayaran kompensasi;

i. Dinas menginformasikan konsep addendum perjanjian kepada
pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pemohon dan
Kepala Dinas;

j.  Dinas menyampaikan addendum perjanjian pembayaran
kompensasi kepada pemohon.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi dalam
masa dan/atau sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Dinas memberikan
Surat Peringatan.

(2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing
30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Apabila pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi setelah
diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka pemohon dianggap mengundurkan diri
dan kompensasi yang telah dibayarkan oleh pemohon dikembalikan.

BAB VI
PEMBATALAN PELEPASAN TANAH
Pasal 9

(1) Proses pelepasan tanah dapat dibatalkan dengan alasan sebagai
berikut :

a. pemohon mengundurkan diri;

b. permohonan pelepasan tanah tidak disetujui.
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(2) Dalam hal pembatalan pelepasan tanah disebabkan karena alasan
pemohon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dan terjadi pada waktu :

a. sebelum mendapatkan persetujuan DPRD, maka proses
pelepasan tanah dihentikan dan berkas permohonan
dikembalikan kepada pemohon;

b. setelah mendapatkan persetujuan DPRD, namun belum
dilaksanakan  penandatanganan  Perjanjian  Pembayaran
Kompensasi, maka dilakukan :

1. pencabutan Keputusan Walikota  tentang Persetujuan
Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi;
dan

2. memberitahukan kepada DPRD tentang Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

c. setelah penandatanganan Perjanjian Pembayaran Kompensasi,
maka dilakukan :

1. pembatalan Perjanjian Pembayaran Kompensasi oleh
Kepala Dinas;

2. pencabutan Keputusan Walikota tentang Persetujuan
Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi;

3. memberitahukan kepada DPRD tentang Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan

4. pengembalian pembayaran kompensasi kepada pemohon.

(3) Dalam hal pembatalan pelepasan tanah disebabkan karena alasan
permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, maka proses pelepasan tanah dihentikan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada pemohon.

BAB VII
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Pasal 10

(1) Akibat pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
pemohon berhak untuk memperoleh pengembalian kompensasi yang
telah dibayarkan.

(2) Untuk memperoleh kompensasi yang telah dibayarkan, pemohon
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan.
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(3) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib melampirkan :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
b. asli tanda bukti pembayaran kompensasi;

c. fotocopy buku rekening tabungan pomohon;dan

d. asli surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima
kuasa, apabila dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 11

Tata cara pengembalian kompensasi yang telah dibayarkan meliputi :

a.

pemohon menyerahkan permohonan dan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada petugas Dinas;

Petugas Dinas menerima berkas permohonan dan meneliti
kelengkapan berkas permohonan;

Petugas Dinas mencatat dalam buku agenda atas permohonan yang
memenuhi persyaratan dan memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon;

Petugas Dinas melakukan verifikasi terhadap jumlah kompensasi
yang telah dibayarkan dan melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala
Dinas;

Petugas Dinas menyiapkan konsep surat permohonan pembayaran
kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani;

Kepala Dinas menandatangani surat permohonan pembayaran,
untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan;

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memproses
pembayaran pengembalian kompensasi, untuk selanjutnya
pembayaran dimaksud disetor melalui rekening pemohon.

BAB VI
PEMBUKUAN
Pasal 12

(1) Pencatatan atas pembayaran kompensasi dilakukan pada :

a. Rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, apabila
pembayaran dilakukan secara sekaligus; atau

b. Rekening Penerimaan Fihak Ketiga, apabila pembayaran
dilakukan secara angsuran.
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(2) Tanah obyek pelepasan selanjutnya akan direklasifikasi dari aset
tetap menjadi aset lainnya apabila pembayaran kompensasi telah
lunas.

(3) Terhadap pembayaran kompensasi secara angsuran yang telah
lunas, maka dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Penerimaan
Fihak Ketiga ke Rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Dalam hal pemohon pelepasan tanah aset meninggal dunia, maka ahli
waris dapat melanjutkan proses pelepasan tanah, dengan terlebih

dahulu melakukan proses peralihan IPT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 52

Sallnan sesuai dengan gslinya
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :51 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PELEPASAN TANAH
DAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PELEPASAN TANAH

Surabaya, ................

Kepada :
Yth. Iou Walikota Surabaya
di -
SURABAYA

Yang bertanda dibawah ini :

Nama

N.ILK

Alamat tempat tinggal
Alamat persil
Kelurahan
Kecamatan

Nomor IPT

Luas Persil
Peruntukan
Penggunaan

dengan ini saya mengajukan permohonan pelepasan tanah asset Pemerintah Kota
Surabaya yang terletak di persil sebagaimana tersebut diatas dan sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan, berikut ini saya lampirkan :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
b. fotocopy Izin Pemakaian Tanah yang masih berlaku;
c. bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir.

Sedangkan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya yang timbul
akibat adanya permohonan pelepasan hak, akan saya lengkapi setelah Pemerintah
Kota Surabaya menyampaikan besaran nilai pelepasan tanah.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon,
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Il. BENTUK PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS PELEPASAN
TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS PELEPASAN TANAH

ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
NOMOR : ....oorvverrrernreren.
Pada hariini ..... , tanggal ...... bulan ....... tahun ........ (..-..-....), yang bertanda tangan
di bawah ini :
1. , selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Nama
N.I.K
Alamat
bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah pemilik sebidang tanah negara/Hak Pengelolaan
sesuai Sertipikat Hak Pengelolaan No : ....... yang terletak di Jl..........
Kelurahan....... Kecamatan....... Kota Surabaya dengan luas ......... m? , tercatat
dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan register No. : .......

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor :
......... , dengan objek Izin Pemakaian Tanah terletak di di Jl.......... Kelurahan.......

Kecamatan ....... Kota Surabaya dengan luas ......... m?;

c. bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah
melalui prosedur pelepasan hak.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan perjanjian pembayaran kompensasi dengan ketentuan sebagai
berikut :

PASAL 1
OBJEK PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Objek pelepasan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya vyaitu sebidang tanah
Negara/Hak Pengelolaan berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : . ......dengan
rincian sebagai berikut :

a. Letak persil :Jl. ...oooiiiiiiil :

b. Luas D m?;

c. Batas-batas :...........cooiiiiiiiil. :
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PASAL 2
BESARAN KOMPENSASI PELEPASAN TANAH

Besaran kompensasi pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
o o T (e ) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA wajib membayar kompensasi atas pelepasan tanah dalam waktu
Y G ) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembayaran
kompensasi.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa tanah yang menjadi objek
pelepasan tanah tidak dalam sengketa dan tidak dalam perencanaan
pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.

(2) PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran kompensasi atas pelepasan tanah
dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan jangka waktu
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kompensasi atas pelepasan tanah dengan
besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jangka waktu pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima jaminan bahwa tanah yang dimohonkan
pelepasan tanah tidak dalam sengketa dan tidak dalam perencanaan
pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.

PASAL 5
CIDERA JANJI

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak membayar
kompensasi sesuai dengan besaran dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka
PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri.

(2) PIHAK KESATU mengembalikan kompensasi yang telah dibayarkan oleh PIHAK
KEDUA dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
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PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai
cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

UM, TRI RISMAHARINI



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SALINAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan/atau yang
dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
perkembangan perekonomian, pembangunan dan kebutuhan di
daerah serta meningkatkan pelayanan Izin Pemakaian Tanah
kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1997
tentang lzin Pemakaian Tanah;

bahwa sehubungan dengan perkembangan pelayanan Izin
Pemakaian Tanah dan penyesuaian terhadap peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang lzin Pemakaian Tanah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun
1953 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 18);
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15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan

DAN
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikota Surabaya.

Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.

Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah
izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau
hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

Peresmian Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat
Peresmian IPT adalah pemberian Izin Pemakaian Tanah
terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin
pemakaian tanah diatasnya.

Pemutihan 1zin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat
Pemutihan IPT adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap
tanah yang telah ada bangunan dan belum ada izin pemakaian
tanah diatasnya.

Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat
Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin
pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya.

Pengalihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat
Pengalihan IPT adalah beralihnya Izin Pemakaian Tanah dari
pemegang izin pemakaian tanah lama kepada pemegang izin
pemakaian tanah baru.

Pemecahan lzin Pemakaian Tanah adalah pembagian 1 (satu)
bidang tanah menjadi 2 (dua) atau lebih bidang dimana setiap
bidang diterbitkan izin pemakaian tanah.

Penggabungan Izin Pemakaian Tanah adalah penyatuan 2 (dua)
atau lebih bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang dengan
diterbitkan 1 (satu) izin pemakaian tanah.

Peningkatan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah
peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun
menjadi lzin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima)
tahun atau peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka
menengah 5 (lima) tahun menjadi 1zin Pemakaian Tanah jangka
panjang 20 (dua puluh) tahun.

Pengurangan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah
pengurangan lzin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima)
tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua)
tahun atau pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka panjang
20 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka
menengah 5 (lima) tahun.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Perubahan Izin Pemakaian Tanah adalah perubahan data yang
tercantum dalam lzin Pemakaian Tanah, bukan karena
pengalihan Izin Pemakaian Tanah.

Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah adalah
persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka
pengalihan Izin Pemakaian Tanah.

Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang
diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan diatas tanah
yang telah diterbitkan lzin Pemakaian Tanah untuk dijadikan
jaminan utang pada lembaga keuangan.

Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengganti adalah pemberian
penggantian dari 1zin Pemakaian Tanah yang masih berlaku
karena hilang atau rusak.

Blokir 1zin Pemakaian Tanah adalah pembekuan Izin Pemakaian
Tanah karena terdapat permasalahan atau sengketa terhadap
bangunan atau pemakaian tanahnya.

Penghapusan Blokir I1zin Pemakaian Tanah adalah pembukaan
dan pencoretan blokir pada Surat lzin Pemakaian Tanah
berdasarkan surat keterangan pelunasan dari kreditur atau
permasalahan penyebab blokir lzin Pemakaian Tanah telah
diselesaikan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib
administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian
atas pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah
oleh pihak lain.

BAB il
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau

yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan,
sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas,
melintas atau menembus tanah.
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Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 4

(1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan
memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari
Walikota.

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu IPT

Pasal 5

IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibedakan
sebagai berikut :

a. |IPT jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun
dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh)
tahun khusus untuk usaha dan rumah tinggal;

b. IPT jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun;

c. IPT jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang setiap kali paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Jenis Pelayanan

Pasal 6

(1) Pelayanan Pemakaian Tanah meliputi :
a. pelayanan pemberian IPT;

b. pelayanan selain pemberian IPT.

(2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a. peresmian IPT;

b. pemutihan IPT,;

c. perpanjangan IPT;
d. pengalihan IPT;

e. pemecahan IPT;

f. penggabungan IPT;
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g. peningkatan jangka waktu IPT;
h. pengurangan jangka waktu IPT;
i. perubahan IPT,;

j-  pencabutan IPT.

(3) Pelayanan selain pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi :

a. persetujuan pengalihan IPT;
b. persetujuan penjaminan bangunan;

c. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah
dalam rangka peresmian/pemutihan IPT;

d. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah
dalam rangka pemecahan/penggabungan IPT;

e. persetujuan permohonan lzin Mendirikan Bangunan diatas
tanah aset Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan IPT;

f. Pemberian IPT Pengganti;
g. blokir IPT;
h. penghapusan blokir IPT.

(4) Tata cara pelayanan pemakaian tanah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPT

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 7

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu :
a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan
sebagaimana tersebut dalam IPT;

c. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila
bangunan diatas tanah yang telah dikeluarkan IPT akan dijadikan
agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak
lain.
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Bagian Kedua
Larangan

Pasal 8
(1) Pemegang IPT dilarang:

a. mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
dari Kepala Dinas;

b. menelantarkan tanah hingga 3 (liga) tahun sejak
dikeluarkannya IPT;

c. menyerahkan penguasaan tanah yang telah diterbitkan IPT
kepada pihak lain dengan atau tanpa perjanjian.

(2) Penelantaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berlaku terhadap IPT dengan kondisi persil :

a. telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan; atau
b. belum diajukan permohonan untuk diterbitkan Izin Mendirikan
Bangunan.
BAB V
PENGALIHAN IPT
Pasal 9
(1) Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut :
a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

(2) Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT
karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas.

BAB VI
BERAKHIRNYA IPT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
IPT dapat berakhir apabila :

a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak
memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. atas permintaan sendiri;
c. pemegang IPT meninggal dunia;

d. IPT dicabut.
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(1)

(2)

Pasal 11

Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya
dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk
mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Retribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang IPT yang
meninggal dunia, tetap diperhitungkan.

Bagian Kedua
Pencabutan IPT

Pasal 12

IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan
dari Pemerintah Daerah apabila :

a. pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam surat IPT;

b. tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya
IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

c. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang
diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar;

d. pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
subyek pemegang IPT;

e. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

IPT dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas
bangunan apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk
kepentingan umum.

Besarnya ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dihitung berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik.

Dalam hal bekas pemegang IPT menolak bentuk dan/atau
besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dimaksud dititipkan
ke Pengadilan Negeri.

Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), juga dilakukan dalam hal bekas pemegang IPT tidak
diketahui keberadaannya.

Pasal 13

Dalam hal IPT telah dicabut dan bekas pemegang IPT masih
mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib
untuk memenuhinya.

Tata cara pemenuhan utang retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Ketiga
Pengosongan

Pasal 14

Apabila IPT dicabut tanpa ganti rugi atas bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka bekas pemegang IPT
harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan tentang pencabutan
IPT.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan tanah
akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Apabila IPT dicabut dengan pemberian ganti rugi atas bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka bekas
pemegang IPT harus segera mengosongkan bangunan dalam
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ganti rugi
atas bangunan.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan
bangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Tata cara pengosongan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Diundangkan di

11

BAB VIl
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(1), Pasal 7 huruf b, huruf ¢ dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;
b. pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

IPT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku IPT
tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang
Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

[I Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Pebruari 2016
WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

TRI RISMAHARINI
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.

HENDRO GUNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 90-2/2016.

SURABAYA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH

UMUM

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik/dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, maka terhadap tanah vyang tidak dipakai untuk
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui
pemberian 1zin Pemakaian Tanah oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk.
Pengaturan terhadap pemberian lzin Pemakaian Tanah berpedoman pada
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1997
tentang lzin Pemakaian Tanah.

Sehubungan dengan perkembangan pelayanan lzin Pemakaian Tanah dan
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta dalam rangka
melindungi hak masyarakat, khususnya bekas pemegang Izin Pemakaian Tanah,
maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun
1997 perlu disesuaikan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan Izin
Pemakaian Tanah lebih optimal serta memberikan perlindungan hukum kepada
pemegang lzin Pemakaian Tanah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1) : Yang dimaksud pihak yang senyata-nyata menguasai adalah pihak
yang menguasai secara fisik tanah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8

Hurufa : Cukup jelas.
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Huruf b

Huruf ¢

Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21

Yang dimaksud dengan menelantarkan tanah yaitu :

a. Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai
dengan peruntukan/penggunaan yang tercantum dalam IPT,
kecuali pemegang IPT belum memanfaatkan tanah karena
dalam proses pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan,
yang permohonan pengajuannya telah disampaikan kepada
UPTSA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu
IPT berakhir;

b. tidak menjaga/melakukan pengamanan tanah obyek IPT,
sehingga tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain.

tanah yang dilarang diserahkan penguasannya yaitu tanah yang
telah diterbitkan IPT namun belum terdapat bangunan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan penguasaan tanah antara
lain dengan cara meyewakan tanah atau dalam bentuk lainnya
tanpa disertai dengan peralihan IPT.

Cukup jelas.
Cukup jelas

Ahli waris dapat melanjutkan IPT melalui prosedur pengalihan IPT.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan

umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan pengadaan tanah.

: Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai

Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi
anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
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10.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DITAATI OLEH
PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH
(PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 DAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 JO. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013)

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu:

a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT;

¢. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan diatas tanah yang telah
dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak lain.

Apabila Pemegang IPT tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang bayar, maka dikenakan

sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pemegang IPT dilarang:

a. mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;

b. menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;

c¢. menyerahkan penguasaan tanah yang telah diterbitkan IPT kepada pihak lain dengan atau tanpa
perjanjian.

IPT dapat berakhir apabila :

a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

b. atas permintaan sendiri;

c. pemegang IPT meninggal dunia;

d. IPTdicabut.

Apabila pemegang IPT meninggal dunia. maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan kepada

Kepala Dinas untuk mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan

retribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang IPT yang meninggal dunia.

IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila :

a. pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat IPT;

b. tanahditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;

c. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT
tidak benar;

d. pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT;

e. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

IPT dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas bangunan apabila tanah yang bersangkutan

dibutuhkan untuk kepentingan umum, dengan besaran ganti rugi atas bangunan dihitung berdasarkan

hasil penilaian dari penilai publik.

Apabila IPT telah dicabut dan bekas pemegang IPT masih mempunyai utang retribusi, maka bekas

pemegang IPT wajib untuk memenuhinya.

Apabila IPT dicabut tanpa ganti rugi atas bangunan, maka bekas pemegang IPT harus segera

mengosongkan tanah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan tentang

pencabutan [PT.

Apabila IPT dicabut dengan pemberian ganti rugi atas bangunan, maka bekas pemegang IPT harus

segera mengosongkan bangunan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ganti

rugi atas bangunan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

' 018651 S R N s N IR L e it
- | A NOMOR 18845/ CBf0® 43668/ Zp(b
B. DISERIKAN KEPADA :
NAMA ROSITA ANDRIATL, SH
ALAMAT TINGGAL KARANG EMPAT 11 / 36 SURABAYA
C. DASAR PEMBERIAN IZIN BALTK NAMA
. LETAK TANAH KARANG EMPAT XTI / 36
ID PERSIL 23597
E. PERUNTUIKAN LAHAN PERUMAHAN

F. PENGGUNAAN BANGUNAN

RUMAH TINGGAL

G, LUAS TANAH

116.80 m2

H. MASA BERI AKUNYA I7IN

7 Marst 2016 ¢/d 7 Maret 2021 (5

e

:\

L=

un)

I KETERANGAN [ AIN-L AIN

DAPAT DIALIEKAN KXPAPA PTHAK
LAIN, SESELIIM MENUAFPAT PFPR-
SETUJUAN DARI WALIKOTA ATAU
PEJABAT YANG DITUNIUXK

IN PEMAKAIAN TANAN INI TIDAK

~ Hin ini merupakan Balik Nama

Surat .LJIH Peinaxaian Tanan

Nomar 188.45/1 07'*'3/436.6.18/2011
Tangoal : 05-04-2011

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 89-05-201
mengetahui  Lurah  Ploso Camat Tambaksari  Nomor

471.1/122/436.9.5/2016 Tangqgal 12-05-2016

Berhak Atas §jin Pemakaian Tanah

. ARIDA WULIANTI, DRA

- JULTA WIDIATT, DR

. ROSITA ANDRIATI, SH

. DRG. ROCHANA ERNAWATI, SP, ORTH
. WIDIOKO HARIS SURENDRO

N e

L, B S N

Linat nai beiakang

PHOTO PEMEGANG IZIN

w. |5 JUU 2o(6

AN. WALIKOTA SURABAYA
KEPAL A DINAS PENGE! O AAN BANGHINAN DAN TANAH

NIP 19730504 199602 2 001



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

el



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

! LI RERCL. L L L

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Teip. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA 60272

PERMOHONAN REKOMENDASI IMB

Tanggal
Nama :
Alamat Persil ;

KELENGKAPAN FERSYARATAN

Asli + fotocopy Blanko IMB dari Dinas Tata
Kota dan Permukiman

Asli + fotocopy ljin Pemakaian Tanah

Asli + fotocopy Tanda Pembayaran Retribusi
liin Pemakaian Tanah / Bangunan tahun
terakhir

Asli + fotocopy hasil Penelitian / SKRK

Asli + fotocopy SPPT dan STTS tahun
terakhir

Fotocopy KTP yang masih berlaku

Surat pernyataan setuju IMB (apabila yang
berhak atas ljin lebih dari satu dan fotocopy
KTP yang masih berlaku)

LEMBAR PENGENDALI

WAKTU / TANGGAL
HARI TERIMA | KELUAR

PEMROSESAN KETERANGAN

LOKET |

L1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
L2. PEMANFAATAN

L3. PENGENDALIAN

1.4, RETRIBUSI

KA. SIE GAMBAR

KA. SIE PEMANFAATAN TANAH

KA. BID. PEMANFAATAN TANAH

SEXKRETARIS

KEPALA DINAS

Catatan Koreksi *

Diserahkan pada Tgl. : PETUGAS
Selesai pada Tgl. ;
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FORMULIR PERMOHONAN

Surabaya,
Kepada

O m R L LU |

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umuim
Cipta Karya dan Tota Ruang

Di SURABAYA.
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Rencana Kuta don atau lin Mendirilkan Bangunan
tampiran ; 1 {satu) lembar :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Mama !
Pekerjaan
Alamat
No., Telp./No. Bp :
Bertindak Atas Nama
Alamat
Nama Kuasa
MNo. Telp./No. HP Kuasa
Alamat Surat Menyurat
Lokasl Persil
RT/RW
Keiurahan
Kecamatan
Ukuran/Luas tanah
Status Hak Tanah
Femegang Hak Tanah
Digunakan sebagai

Jumlah Lantai

Dengan ini mengajukan permohenan untuk Surat Keterangan Rencana Kota dan atau surat kzin Mendirtkan

Bangunan bary/bangunan tambaban/mengubah sehagian atau seluruh bangunan *+
Demikian surat permohonar ini dibuat, dangan harapan unluk memperoleh persetujuan,

fenyatujui,

Pemilik Tana Pemohon,

{Nama terang) (Nama lerang)
Calatan

1. Permohonan dilengkapi dengan berlkas persyaratan sesual dengan ketentuan yang berlaku
2. T Coret yang tidak perlu
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Lamplran Permofionan SKRICIME No. URPT

Tanggal :

1. Formulir SKRK-1mMB

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan

3, fotokopl Ka ru Tanda Penduduk pennilik)’pemnhon

4. Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau [PEngurasan SKRK, apalita datam menunjukkan batas tanal)
dan/atau pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain diserta lotokopi Kartu Tanda Pvndudul:
penerima kuasa yang masih berlaku; ' .

5. fotokopi akta pendirian dan/atau revubahannys dan telah niendapat pengesahan dari pejabat yary:
berwenang atau didaftarkan ke instansi yung heswenang bagi periohon berbentuk badan hukuni;

6. fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejubat
yang berwenang alau fotokopi bukt penguasaan atas tsnal yang telah itegalisir oleh pejabat yang:
berwenang antara lain petol/letter ¢, girik, akta jual beli atau bukti stotys penguasaan lanali
lainnya yang dilengkapi dengan pela bidang yaug dilerhitkan aleh Badan Pertanahan Nasional;

7. BRekom DPBT untuk surat tanah #r1

8. Sural perhyataan Sesual Penggunaan

9. Gambar Skets persil baik ukuran maupun luasan yang ditandatangani oleh pemohon.

10, SKRK asli untuk replanning atau revisi SKRK.

11. Fotocopy SKRK/IMB lama {untuk permohonan parsial)

12, Foto Bangunan/Lokasi Bangunan

13. Rekomendasi Tim Cagar Budaya apabila merupakan bangunan dan atau kawasan cagar budaya

14, Persyaratan Telinis (File gambor CALY;

a. untuk bangunan dibawah 500 2 maksimal 2 tingkat dan non pengembang
1. Denah Pangunan dan situash, untuic luas bangunan maksiinal 100m?2 dapat barupa
gambar sketsa
2. Gambar tampak apabila merupakan bangunan dan atau kawasan cagar budaya

b. bertingkat dengan luas hangunan dlatas 500 w? {lima ratus meter persegl) atau bertingkat !ehlh
dari 2 {dua) lantal atau bangunan dengan stroklur utama haja
1. Gambar situasi yang sesuai dengan SKRIIMB Lama/Siie Plan{skals 1:1000 atau 1:500);
. Gambay denah lontal (skala 1:100 atau 1:200);
Gambar tampak menghadap Jalan {skafa 1:100 atau 1;200);
Gambar tampak atas alap(skala 1:100 atau 1:200);
Gambar patongan miemanjang dan mellntang (skafa 1:100 skau 1:200);
Gambar rencana sanitast {skala 1:100);
Perliitungar strultur dan gambar struklur serta delailnya yang ditanda tangani oleh
Perencana yang bersertifikasi keghlian vang dikeluarkan oleh LPJg. Berupa hardcopy
c. rumah tinggal yang dibangun oleh pengembang
1. Gambar situasi yang sesual dengan Slte Plan{skala 1:3000 atau 2:500);
2. Gambar denah lantai {skala 1:200 atau 1:200);
3. Gambar tampak menghadap jalan {skala' 1:100 atau 1:200);
4. Gambar tampak atas atap{skala 1:100 atau 1.:200);

e - B P TR N
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5,
6.
7.

8.
9,

10,

Gambar potongan memanjang dan melintang (skata 1:100 alau 1:200;

Gambar rencana sanilusi (skala 1:100);

Perhitungan strukiur dan gmbar strulkeuy serla detailiya yang ditana Langani oleh
Perencana yang berseitilikasi keallian yang diikelvarkan olah LIz,

Berupa hardeopy
{Untuk bangunan bertingkak dengan luas bangunan diatas 500.m?

(Hrma ralus metoer
persegi) atau bertingkal lelih darf 2 (dua) tantai atau bangunan tdengan strukiure utoma
haja) o

Dakumen Linghunpan, seswit Leteniuamn yang bailaky

Rekomendasi drainase, sesuol kelenluan yiing berlaky

Rekomendasi Latu Linias, sesuat katentuan yang berlaky

d. Non Rumah Tinggal

1.

Now s w N

=

140.
11.

~Gambar situas! yong sesual dengan SKRK/IMB Lama/Site Plan{skala 1:1000 atay 1:500); -

Gambar denah (skalo 1:100 atau 1:200);

Gambar tampak enbghadag jufan (skala 12100 atau 1:200);

Gambar tampak atas atap(siala 1;100 atau 1:200);

Gambar potongan niemanjang dan roelintang (skala 1:100 atau 1:200);

Gambar rencana sanitasi (skata 1:2043);

Perhitungan struktur tlan gambar struktur serta detaiinya yang ditanda tangani ulel
Perencand yang bersertifikasi keahtian yang dikeluarkan oleh LPJK. Berupa hardeopy
Pokumen Lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku

Rekomendasi drainase, sesuai keltentuan yang berlalw

Rekomeundasl Lalu Lintas, sesual ketentugi yvang berlaky

Gambar rencana teknis yang disetujui oieh Tirn Ahli Bangunan Gedung Berupa hardeopy
(Untul bangunan yang memenuhi salah satu kriterla :Luas total bangunan lebih dar
2500 m2, di luar banguran fungsi pudang, ruko, dan gedung parkir; Bangunan gedung
yang berfungsi sebagai pelayaran umuwm, sepert rumal sakil dan nmuseum; Bangunan
gedung yang menimbulkan dampak penting; Untuk bangunan di alas 4 lantai branya
gambar strukiur yang disetujul oleh TABG Struktur)

! el R PRGNt
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REKOMENDASI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT —~ PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama

Tempat / Tanggal lahir

Pekerjaan
Alamat
Telepon
Alamat Persil
Luas
Kelurahan

Kecamatan

Dengan ini saya memberikan pernyataan bahwa :

1. Tanah yang saya tempati adalah tanah aset Pemerintah kota Sura baya

2. Tanah yang saya tempati benar - benar dalam penguasaan saya berdasarkan Surat lzin
Pemakaian Tanah NO.......oovvvvveeeece i,

Tanggal .

3. Tidak keberatan apabila sewaktu - waktu )zin Pemakaian Tanah dicabut secara sepihak oleh
Walikota / pejabat yang ditunjuk karena dibutuhkan untuk kepentingan umum dan / atau
kepentingan Pemerintah Kota Surabaya dan bersedia segera mengosongkan tanzh dan / atau
membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah dimaksud dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh Walikota / pejabat yang ditunjuk tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan

peraturan yang berlaku, serta tidak menuntut kerugian apapun dan tidak melibatkan Dinas
Pengeloaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Demikian atas persetujuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

SUrabBaya, ..o
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000

10.3
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RECOMENDASI el
BANK Yth. Walikota Surabaya
Melalui :
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Perihal : Permohonan Rekomendasi BANK E?n_ah Rt Surebeys
Dengan Hormat, SURABAYA
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama e
Nomer Karfy Tanda Peniduduk Giucuciivennimimms i s ioiiesssesnemmnmnenmmm s mms oo s e
Tempat/Tanggal Lahir e
Kewarganegaraan ....................................................................................
Alamat Tempat Tinggal =~ 1o

Bank = A Gl Bt e
Al @30 A G R e Tl A W N
Sebesar T e (TR s
Dengan jangka waktu selama e T L e T Nt TR,
Dan akan saya pergunakan -3 W SRS W [ N - eemm—m—m—we |

Bahwa sebagai agunan, saya menyerahkan sebuah bangunan permanen milik saya sendiri / Badan Usaha .
Yayasan yang berdiri diatas tanah Pemerintah Kota Surabaya, yang terletak di Jalan

........................................................................................................................ Surabaya
sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya NOMOT & ......ccv.ieieieiiteieiineeee et e e e e e e veene

dh - L T R .

Dengan Jangka WaKIU .....ivuiuieiiiniirit it e et iae e eae e ea et e e e e et e e e et dan
berakhir Pade: TROBEAl oo v il o e i . ot v e R s e serta

atas nama saya sendiri / Badan Usaha / Yayasan.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapatnya disetujui permohonan penjaminan bangunan

yang berdiri diatas tanah Aset Pemerintah Kota berdasarkan ljin Pemakaian Tanah Nomor

..................................................................................................................

TOHEER] - e snamren s I e v dimaksud kepada
Bk o.cimvomamissrimiiinai s s s i e S S S S S R e R T
Demikian permohonan saya dengan harapan dapatnya dikabulkan dan saya sanggup mentaati semua
peraturan yang berlaku .
Mengetahui Hormat saya
Pimpinan Bank _
................................. Materai
Rp 6000

Sebagai Kelengkapan Permohonan ini dilampirkan :

Asli+FotoCopy Ijin Pemakaian Tanah;

Asli+FotoCopy Tanda Pembayaran Restribusi [jin Pemakaian Tanah Tahun Terakhir
Asli+Fotocopy SPPT dan STTS Tahun Terakhir;

Fotocopy KTP yang masih Berlaku;

Asli+Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan;

Asli+Fotocopy Penelitian Dinas Tata Kota; .

Surat pernyataan setuju dijaminkan Bank dari Ahli Waris dan Fotocopy KTP Yang masih Berlaku;

NOUMAWLN -


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor :581/ £p|  /436.6.18 /2016 Kepada :
Lampiran - Ytk Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
Perihal : Perpanjangan Rekomendasi Bank JI Slmokerto No. 1012

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk , Nomor : 58!Ka‘p'a'san~'\fl!201 6,
tanggal : 16-12-2016 perihal - Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n LANIWATI WIDIGDO vang dalam

surat tersebut terdapat kredit antara :

. Nama : LANIWATI WIDIGDO |, selaku Peminjam (Debitur)
Nomeor Kartu Tanda Penduduk 1 35781149025980002
Tempat / tanggal lahir : SURABAYA, 9 Pebruari 1958
Alamat tempat tingga! : SIMOLAVWANG BARU 3/16
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
fH.Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
Alamat : JI. Simokerto No. 1012
sebesar : Rp 200.000.000,00 { Bua Ratus Juta Rupiah }
dengan jangka waktu selama : 5/D 31 Desember 2021
dan akan dipergunakan untuk : MODAL KERJA
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : SIMOLAWANG BARUIII / 16
2. Npmor Surat zin Pemakaian Tanah : 188.45/3949P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat {zin Pemakaian Tanah . 3 Nopember 2016
4. Atas nama : LANIWATI WIDIGDO
5. Masa Berlaku ijin : 31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2021
6. Nomoer IMB : 188.4/6251-95/436.6.2/2016
7. Tanggal IMB : 15 September 2016

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian

. kredit darvatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa bertaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut
dicabut, Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi
tanggung jawab Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (pemtnjam) melakukan  Wangprestasi (lalai
melakukan kewajibannya terhadap Bank};

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam {Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalshan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; :

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadl
menjadi tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetutan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerlntah
Kota berhak untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimakstd, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelofaan Bangunan dan Tanzh kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlakuy ; '

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak diperuhi, maka rekomendasi ini yang tefah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ; . ' .

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tangga! ditandatangani.

Demikian urtuk menjadikan maklum.

A PEIBRL a1 A. {E,!. X
~. i kf’lﬁﬂ'ﬂx T‘W j

Tembusan HCTTIBIL
Y'th (Pemegang IPT) RS b736504 199602 2 001
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor 1581/ Oy 1436.6.18 12017 Kepada :

Lampiran - - Yth. Pimpinan PT BANK PAN PANIN, Tbk
Perihal : Perpanjangan Rekomendasi Bank JE Coklat No. 16
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT BANK PAN PANIN, Tbk , Nomor : TH42/SUR/EXT/16, tanggal : 28-12-2016

perihal : Perrohoran Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n FX. YOPY SULAIMAN, IR yang dalam surat tersebut terdapat

kredit antara :
. Nama 1 FXC YOPY SULAIMAN, IR, selaku Peminjam {Debitur)
Nomer Kartu Tarda Penduduk 1 3578211803480001
Tempat / tanggal &ahir I SURABAYA, 18 Maret 1948
Alamat tempat tinggal : DUKUH KUPANG 29 / 67 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekeraan : KARYAWAN SWASTA
.Bank 1 PT BANK PAN PANIN, Thk
Alamat Tl Coklat No. 16
sebesar : Rp 437.500.000,00 { Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Ribu Rupizh )
dengan jangka waktu selama : §/d 22 Nopember 2021
dan akan dipergunakan untuk : Modzl Kerja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : DURDUH KUPANG XXX f 67
2. Nomor Surat |zin Pemakaian Tanah 1 188.45/4237P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat Izin Pemakaian Tanah : 22 Nopember 2016
4. Alas nama 1 FX. YOPY SULAIMAN, IR
5. Masa Bedzky {jin : 22 Nopember 2016 s/d 22 Nopember 2021
&. Nomor [MB : 211/B/81 .
7. Tanggal IMB : 5 Pebruari 1981

Tembusan
Yth {(Pexmegang IPT)

Batwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

- Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit

danfatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beriaku ljin

Femakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebablkar ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitwr (peminjam) melakckan Wanprestasi {(lalai melakukan

kewajibannya terhadap Bank);

. Bahlwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena lalainya

peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajibh menguwrus pengalihan lin Pemakaian Tanah
sesual dengan ketentuan yang berlaku ;

Batwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak untuk
rnengevaluzsi {jin Pemakalan Tanah ;

. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu dalam

surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolazn Bangunan dan Tanah kota Surabaya 'berdasark_an

ketentuan yang berlaku ;
B3ahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan menjadi

tatal dan tidak berlaku ;
Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
Demikian untuk menjadikan makium.
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

5811 003 1436.6.18 /1 2017 Kepada :

Nomor
Lampiran :- Yih Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero
Perihal : Rekomendasi _Bank TbK ’
JI. Basuki Rahmat No. 138
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari ROBERT NYOTO GUNAWAN | tanggal : 29 Desember 2016 perinal :

Permohonan Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

I. Nama : ROBERT NYOTO GUNAWAN , selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3172011408310006 g
Tempat / tanggal zhir : Surabaya, , 11 Agustus 1981
Alamat tempat tinggal TJL. DUTA HARAPAN INDAH J / 1 DKJ JAKARTA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : Wiraswasta
H.Bank 1 PT BANK RAKYAT {INDONESIA (Persero ) ThK
Alamat : JI. Bastki Rahmat No, 138
sebesar : Rp 46.883.745.500,00 { Empat Puiuh Enam Milyar Delapan Ratus
Detfapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Rupiah )
O dengan jangka waktu selama 1 5id 25 Met 2021

dan akan dipergunakan untuk : Kredit Modal Kera

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persi - JL. BRATANG GEDE NO. 14

2. Nomor Swrat Izin Permnakaian Tanah 1 188.45/0716B/436.6.18/2016

3. Tanggal Surat Lzin Pemaikaian Tanah 217 Jund 2016

4. Atas nama : ROBERT NYOTO GUNAWAN

5. Masa Berfaku ljin : 25 Mei 2016 s/d 25 Mei 2016

6. Nomor IMB 1 188/3493-91/402.4.6/2002

7. Tanggal iMB : 24 Juni 2002

\_/

Tembtssan
Yth (Pemegang 1PT)

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa Bank wajb kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ; o
2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beriaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat halhal yang menyebabkan fjin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);
3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);
4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena lalainya
peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin Pemakaian Tanah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang teradi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, fermasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak untuk
mengevaluasi fjin Pemakaian Tanzsh ;
6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu dalam
surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya berdasarkan
Ketentuan yang beriaku ;
7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d & tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yvang telah diberikan menjadi
batal dan tidak berlaku ;
8. Bahwa rekomendasi Bank inl mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium,
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k PEMERINTAH KOTA SURABAYA
: DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ 03 /43861872017 Kepada :
Lampiran - Yth Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero}
Perihal ! Rekomendasi Bank Tbk, Kacab Kaliasin
JH. Jend Basuki Rahmad No. 138
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SETYAWAT! ISTANDYA |, tanggal : 30 Desember 2016 perihal : Permohonan
Rekomendasi Bank yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ardara :

. Nama : SETYAWATI ISTANDYA | selaku Peminiam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578055707480001
Tempat / tanggal {ahir cRRC., 17 Juli 1348
Alamat tempat tinggal TJL WONOREJO 17115 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan . MENGURUS RUMAH TANGGA
tBank : PT BANK RAKYAT INDONESLA {Persero) Thk, Kacab Kaliasin
Afamat : JL Jend Basuki Rahmad No. 138
secbesar . Rp 46.883.745.500,00 { Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus
Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima
Q Ratus Rupian }
dengan jangka waktu selama : s/d 24 Pebruari 2018
dan akan dipergunakan untuk : Kredit Modal Kerja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdid di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil CWONOREIO |/ 115
2. Nomor Surat |zin Pernakzian Tanan 1 188.45/1706P/436.6_18/2013
3. Tanggal Surat Izin Pemakaian Tanah 121 Mei 2013
4. Atas nama : SEFYAWATI ISTANDYA
5. Masa Beraku ijin : 24 Pebruan 2013 s/d 24 Pebruan 2018
&. Nomor IMB : 188.45/2472/411.56/82
7. Tanggal iMB : 7 Desember 1982

Rahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ijin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat halt-hai yang menyebabkan jjin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank),

O 3. Bahwa Bank bertanggung jaswab sepenuhnya apabila debitur {peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan {jin
Pemakaian Tanah sesuai dengan kefentuan yang beriaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jewab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk perrmohonan persetuyusn Dinas
Pengeiolaan Bangunan dan Tanah Koia Surabaya sebelumn pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi tjin Pemakaian Tansh ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ; '

7 . Bahwa apabila ketenfuan tersebut diatas butic 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang teiah diberikan
menjadi batal dan tidak beriaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembusan
Yth (Pemegang IPT)

i
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA |
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ P05 143661872017 Kepada :

Lampiran - Yth Pimpinan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk
Periha! : Perpanjfangan Rekomendasi Bank Ji. Coklat No. 16
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT BANK PAN INDONESIA, Tbk , Nomor : 7034/SURVEXTHE, tanggal :

04-11-2016 perihal : Permochonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n SOESANTO TJAHJONO yang dalarm surat
tersebut terdapat kredit antara :

Yth (Pe megang 1PT)

. Nama : SOESANTO TJAHIONO | selaku Peminjam (Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578212805500002

Tempat / tanggal kahir 1 SURABAYA, 28 Mei 1950

Alamat tempat tinggal : DUKUH KUPANG 22 / 16 SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan . PEDAGANG

.Bank : PT BANK PAN INDONESIA, Tbk
Atamat 1 JI. Coklat No. 16
sebesar : Rp 1.830.000.000,00 ( Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta
Rupiah )
™ dengan jangka waktu selama : &/d 05 Desember 2020
~— dan akan diperqunakan untuk . Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangtnan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil : DUKUH KUPANG XX f 51

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah 1 188.45/3930P/435.6.18/2016

3. Tanggal Surat lzin Pemakaian Tanah © 1 Nopember 2016

4. Atas nama I SOESANTO TIARJONO

5. Masa Beriaku ljin : 5 Desember 2015 sid 5 Desember 2020

6. Nomor IMB : 188/932-91/402.5.09/1985

7. Tanggal IMB 119 Mei 1935

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pembenan kredit
danvatau sampai kredit tersebut Junas, termasuk besaran pemberian kredit

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabita dikemudian hari masa berlaku ijin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hai-hal yang menyebabkan ifin tersebut dicabut,
Pemerinlah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

C 3. Batwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur {peminjam} melakukan Wanprestasi {latai melakukan
Kewgjibannya terhadap Bark);

4. Bahwa apabila dilakikan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitw) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang waiib mengurus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang beraku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengatihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalinan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi bjin Pemakaian Tanzah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan swrat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesual dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomerxasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Balwa rekomendasi Bank ini mutai berlaku sejak tanggal aitandatangani,

Demikian untuk menjadikan maklum,
Tembusan AN ’:@"'?:*M o
t-..é't‘i 54199502 2 001

i
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PEMERINTAH KGOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor - 581/€00 /436.6.18 1 2017 Kepada :
Lampiran : - Yth Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero )
Perihal : Rekomendasi Bank TbK, Ka Unit Manyar
JI. Manyar 62
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SUTAMAT , fanggal : 29 Desember 2016 perihal | Permohonan Rekomendasi

Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara

LI}

[ Nama | SUTAMAT |, selaku Pemirjam (Debitur)
Nomar Kartu Tanda Penduduk : 3578082103850004
Ternpat / tanggal lahir : KEDIRI, 21 Maret 1965
Alamat tempat finggal : PUCANGAN ALUN ALUN 31 A SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Bank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK, Ka uUnit Manyar
Alamat > JI. Manyar 62
sebesar : Rp 150.000.000,00 { Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
dengan jangka wakiu selama : 8fd 15 Pebruan 2020
dan zkan dipergunakan unfuk : Tambahan Modal Kerja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil D JL. PUCANGAN ALUN-ALUN NO. 31 A
2. Nomor Surat 12in Pemakaian Tanah 1 188.45/4019P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat I1zin Pemakaian Tanah - 7 Nopember 2016
4. Atas nama : SUTAMAT
5. Masa Berlaku ljin : 15 Pebruari 2015 s/d 15 Pebruar 2020
6. Nomor IMB : 188.4/8840-82/436.6.2/2016
7. Tanggal IMBE : 19 Desember 2016

s
i

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai bernkut :

. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit

dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin

Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hak-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabuit,
Pemerintah Kota tidak mempuriyai konsekuensi yuriiis atas peniaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank),
Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank); :

4. Bafwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdinn diatas tanzh aset Pemerintah Kota Surabaya karena
kalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segaia akibai hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonarn persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
uniuk mengevaluasi ljin Pemakatan Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan pesubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kofa Surabaya
berdasarkan ketentuan yang beriaku ;

7. Bahwa apabila ketenfuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yary telah diberikan
rnenjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bark ini muiai bertaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikizn untuk menjadikan makium.
Ternbu:san 'f:/

Yth (Pemegang IPT) N
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor 15817 8O  1436.6.18/ 2017 Kepada :
tampiran ;- Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero
Perihal  : Rekomendasi Bank ) TbK, Kacab Kaliasin
Ji. Jend Basuki Rahmad No. 138
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan swat dari YEFFRY tanggal : 30 Desember 2016 perihal : Permohonan
Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagaipefsyaratan pengajiiznekredit artara -

. Nama : YEFFRY | selaku Peminjarm (Debitur)
Nomaor Kartu Tanda Penduduk : 3578052810540005
Tempat / tanggal lahir 1 JEMBER, 28 Oktober 18954
Alamat tempat tinggal - JL. WONOREJO |/ 115 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
il.Bank I PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero ) TbK, Kacab Kaliasin
Alamat :JI Jend Basuki Rahmad No. 138
sebesar - Rp 46.883.745.500,00 { Empat Puiuh Enam Milyar Delapan
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima
Ribu Lima Ratus Rupiah )
dengan jangka waktu selama 1 5/d 13 Judi 2019
dan akan dipergunakan urtuk : Kredit Modal Kerja
dengan jaminan benpa bangunanirumah yang berdin di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persi IWONOREJO 1/ 130
2. Nomor Surat Izin Permakaian Tanah : 188.45/2296P/436.6.18/2014
3. Tanggal Surat Izin Pemakaian Tanah 22 September 2014
4. Atas nama YEFFRY
5. Masa Berlaku fjin 113 Jufi 2014 s/d 13 Juli 2019
6. Nomor IMB 1 3125/B179
7. Fanggal IMB 14 Okiober 197g

Bahwa kami tidak keberatan penjaninan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Bahwa Bank wajib ikit bertanggung jawab stas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian
kredit danfatau sampai kredlt tersebut funas, termasuk besaran pembersian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hat-hai yang menyebabkan ijin tersebut
dicabut, Pemerintah Kola tidak mempunyai konsekuensi yuwidis atas penjaminan bangunan yang menjadi
tanggung jawab Bank);

3. Balwa Bank bertanggung jawab sepenufutya apabila debitur (peminjam} melakukan Wanprestasi (lalai
melaieukan kewajibannya terhadap Bank};

4. Bahwa apabila dilalogan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya pemninjarn (Debitur) atas pinaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengaiihan jin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Kota berhak unfuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajb melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam siwrat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berfaky :

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d & tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak beriaku :

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaky sejak tanggal ditandatangani.
Demikian untuk menjadikan maklurm.

Tembusan
Yth (Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor (5817 €09 1436.6.187 2017 Kepada :

Lampiran : - Yih. Pimpiran PT BANK PAN INDONESIA, Thbk
Perinal : Perpaniangan Rekomendasi Bank JI Coklat No 16
di-

SURABAYA

Selwbungan dengan surat dari PT BANK PAN INDONESIA, Tbk , Nomor : 7824/SURVEXT/HSG, tanggal

13-12~2016 perthal : Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n SOESANTO TJAHIONO yang dalam surat

tersebut terdapat kredit artarz :

L. Nama - SOESANTO TJAHIONO , selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Karntu Tanda Penduduk 1 3578212805500002
Tempat / tanggal lahir : SURABAYA, 28 Mei 15850
Alamat tempat tinggal : DUKUH KUPANG 22 / 16 SLIRABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : PEDAGANG

hBank : PT BANK PAN [NDONESIA, Thk
Alamat o JE Coklat No 16
sebesar : Rp 5.645.000.000,00 { Lima Milyar Enam Rates Empat Puluh Lima

Juta Rupiah )
Y dengan jangka waktu setama 1 &/d 20 Oktober 2021
"~/ dan akan dipergunakan untuk : Modal Kertja

dengan jaminan berypa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil TJL DUKUH KUPANG NO. 78 A
2. Nomor Surat izin Pemakaian Tanah 1 188.45/4249P/436.6.18/2018
3. Tanggal Surat lzin Permakaian Tanah 1 22 Nopember 2016
4. Atas nama 1 SOESANTO TJAHIONO
5. Masa Berlaku ljin : 20 Oktcber 2016 s/d 20 Oktober 2021
6. Nomor IMB 1 188M1763-91/402.5.05/1997
7. Tanggal IM8 : 13 Oktober 1897

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketertuan sebagai

berikut :

1.

2.

Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut funas, termasuk besaran pemberian kredit ;

Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hat-hal yang menyebabkan jjin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

- Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan

D 3
D
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
[alainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajllb mengwus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bark kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jewab para pihak dalam pengaliban kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalinan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ; )

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berfaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
rnenjadi batal dan tidak berlakuy ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai beriaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium,
‘embusan

th (Pernegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor 581/ 690 /43661872017 Kepada :
Lampiran :- Yth. Pimpinan PT BANK PAN INDONESIA . TPk,
Periial.  : Rekomendasi Bank Ji. Kombes M. Duryat No. 25

di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SOEGIARTO DJOJO » tanggal : 29 Desember 2016 perihal - Permohonan
Rekomendasi Bark ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

. Nama : SOEGIARTO DJQJO |, selaku Peminjarm (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578072205690001
Tempat / tanggal ishir I SURABAYA, 22 Mei 1969
Alamat tempat tinggal S JL WIJAY A KUSUMA 45
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerfaan  WIRASWASTA

I.Bank 1 PT BANK PAN INDONESIA , Tbk,
Alamat 1 di. Kombes M. Duryat No. 25
sebesar : Rp 100.000.000,0C { Seratus Juta Rupiah )
dengan jangka wakiu selama * &/d 11 Agustus 2020
dan akan dipergunakan unfuk : Modal Kerja

@ dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil T GUBENG KERTAJAYA VIIL-C / 15
2. Nomor Surat izin Pemakaizan Tanzh : 188.45/0174P/435.6.18/20186
3. Tanggal Surat izin Pemakaian Tanah : 19 Januari 2016
4. Atas nama : SOEGIARTC BJOJO
5. Masa Berlaku ljin 1 11 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2020
8. Nomor IMB : 188/4499-92/435.5 2/2006
7. Tanggal IMB : 11 September 2006

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud celama jangka waktu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut nas, termasuk besaran pembernian Kredit :

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa bertaky ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bargunan yang menjadi tanggung jawah Bank);

3. Balwa Bank bertanggung jawab sepenuilnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi {lalai mefakukan
Kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintzh Kota Surabaya karena
I=lainya peminjam (Debitur} atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang tedadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
tntuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dafam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaky ; :

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas bufir { s/d 6 tidak diperuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
rmenjadi batal dan tidak berlaku :

8. Bawa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Bermikian untuk menjadikan makium.

L

embusan
th (Pernegang (PT}
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213

SURABAYA

Nomor 1581/ 10 1436.6.18 1 2017 Kepada :
Lampiran - Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK,
Perihal . Rekomendasi  Bank Kacapem Klampis
JL Klampis Jaya 318 (Ruko 838)
o
SURABAYA
Sehwbungan dengan surat dari JENNY ANWAR » tanggal : 1 Desember 2016 perinai : Permohonan Rekomendasi Bank
'yang zkan dipergunakan sebagal persyaratan pengajuan kredit ardara ;
. Nama DJENNY ANWAR | setaku Peminjam {Debitr)
Nomaor Kartu Tarnda Penduduk . 3578215402620001
Tempat / tanggal kahir : SURABAYA, 14 Pebruard 1962
Alamat tempat tinggal : DUKUH KUPANG 31/16-18
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan  WIRASWASTA
HLBank  PT BANK RAKY AT INDONESIA (Persero ) TbK, Kacapem Klampis
Alamat - Ji. Kiampis Jaya 318 (Ruko 88)
sebesar : Rp 2.000.000.000,00 { Dua Milyar Rupiah )
dengan jangka wakhi selama 1 5/d 30 Agustus 2021
dan akan dipesgunakan untuk : Tambahan Modal Keija

dengan jaminan besupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

{7} 1. Letak Persit
2. Nomor Surat bdn Pemakaian Tanah
3. Tanggal Surat fzin Pemakaian Tanah
4. Atas nama
5. Masa Beriaku ijin
&. Nomor IMB
7. Tanggal IMB

1. Letak Persil

2. Nomor Swrat fzin Pemalkaian Tanah
3. Tanggal Swat Izin Pemakaian Tanah
4. Atas nama ;
5. Masa Bertaku ljin

6. Nlomor iMB

7. Tanggal iMB

: DUKH KIPANG XXXi /16

: 188.45/3900P/436.6.18/2016

: 28 Oidober 2016

T JENNY ANWAR

131 Agustus 2616 s/d 31 Agustus 2021
1 188/3050-91/435.5.2/2006

1 22 Juné 2006

: DUKUR KUPANG X000 1 18

: 188.45/3893P/436.6.18/2016

1 28 Oktober 20156

T JENNY ANWAR

: 30 Agustus 2016 s/id 30 Agustus 2021
- 188/3050-91/436.5.2/2006

1 22 Juni 2008

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa Bank wajlb ik bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama fangka waktu pemberian kredit dan/atau
—> sampai kredit tersebut funas, fermasuk besaran pemberian kredit :
- 2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin Pemakaian

Tarnah ini telah habis

dan tidak diperpaniang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut, Pemarintah Kota

tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Barnk);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur {peminjam)

terrhadap Bank);

melakukan Wanprestasi (lalai melakukan kewajibannya

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdii diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena lalainya

peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud

dengan ketertuan yang berlaku ;

. maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin Pernakaian Tanah sesuai

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak Jain maka segala akibat hukum yang terfadi menjadi tanggung
jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanzh Kota Surabaya sebelum pengaiihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak uniuk mengevaluasi jin Pemakaian

Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melzksanakan perubahan suwat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu dalam surat
dirnzksud, sesual dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swrabaya berdasarkan keterguan yang

berlakuy ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diata

daun tidak beraku ;

s putir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan menjadi batal

8. Bahwa rekomendasi Bank ini muai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum,

:mbusa n
h {Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
: SURABAYA .

Nomor 581/ DB ;43661872017 Kepada -
Larmpiran - Yth Pimpinan PT PRIMA MASTER BANK, Capem
Perihal : Perpanjangan Rekomendasi Bank Surabaya Hr. Muhamad

JI. Jembatan Merah 15-17
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT PRIMA MASTER BANK, Capem Surabaya Hr. Muhamad , Nomor :

E.318/KRD-KCLI/08/2016, tanggal : 12-08-2016 perihal : Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n STEPHANIE
WIRATOMO yang dalam surat tersebist terdapat kredit antara :

I Nama : STEPHANIE WIRATOMO , selaku Peminjam {Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578115808620001

Tempat / tanggal tahir I REQ, 19 September 1962

Alamat tempat tinggal I KENJERAN NO. 31

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA,

H.Bank :PTPRiMAMASTERBANK,CapemSwabaya Hr. Muhamad

Alamat 2JIL Jembatan Merah 15-17

sebesar : Rp 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta Rupizh }

e dengan jangka waktu selama : 1 Tahun
~—  dan akan dipergunakan untuk : Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunarvrumah yang berdici di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil TJL. KENJERAN NO. 31

2. Nomor Swrat Izin Pernakaian Tanzh 1 188.45/2615P/436.6.18/2016

3. Tanggal Surat tzin Pemakaian Tanah 1 3 Agustus 2016

4. Atas nama : STEPHANIE WIRATOMO

5. Masa Beriaku ljin 1 31 Mei 2016 s/d 31 Mei 2021

. Nomor IMB : 188.45/2131-92/62.5.09/1989

7. Tanggal IMB : 16 Agustus 1989

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bark wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Balwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku {jin
Pemakaian Tanah ini felah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hai-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

D 3. Bafwa Bark bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintsh Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitwr) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalinan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaky ;

5. Batwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalarm pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetuyjuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit fersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaltasi ijin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang diznggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomenasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum.
Tembusan

Yth (Pemegang IPT)
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A PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :5817 O\3 1436.6.1872017 Kepada :
Larmnpiran - - Yih Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero )
Perihat : Rekomendasi Bank ThiK, Kacab Kaliasin
JL Jend Basuki Rahmad No. 138
di-
SURABAYA

Sehubuingan dengan surat dari YEFFRY » tanggal : 30 Desamber 2016 perihal : Permohonan Rekomendasi

Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit artara :

. Nama ! YEFFRY , selaku Peminjam (Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578052810540005

Tempat / tanggal lahir 1 JEMBER, 28 Oktober 1954

Alamat tempat tinggaf :JL WONOREJO | / 115 SURABAYA

Kewarganegaraan {NDONESIA

Pekerfaan : WIRASWASTA

HBank 1 PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK, Kacab Kaliasin

Alamat 1 M. Jend Basuki Rahmad No. 138

sebesar  Rp 46.883.745.500,00 ( Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus

Deiapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima
. Ratus Rupiah }
.= dengan jangka waktu setama : §/d 25 September 2018

dan akan dipergunakan untuk - Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemeriniah Kota Surabaya :

1. Letak Persil *JL. URIP SUMOHARJQ NO. 11

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah : 188.45/0383P/436 6.18/2014

3. Tanggal Surat 1zin Pemakaian Tanah : 19 Pebruari 2014

4. Alas rama :YEFFRY

5. Masa Berlaku ljin 1 25 September 2013 s/d 25 September 2018

G. Nomor IMB 1 188/217-95/436.6.2/2009

7. Tanggal IMB : 16 Pebruari 2009

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagat berikut

1. Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
clan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2 Bahwa Bark bertanggung jawab atas perjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku djin
Pemakatan Tanzh ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hat-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

:} 3. Batwa Bank bertanggung jawab sepenuhaya apabila debitur (peminjam} melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalzinya pemirjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pemakatan Tanah sesual dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apablla terdapat pengaliban kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
langgung jawab para pihak dalam pengalihan kredit vang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelun pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
unduk mengevaluasi fin Pemakaian Tansh ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan swrat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuzi dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swrabaya
bexrdasarkan ketentuzn yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batat dan tidak berlaku ;

8. Batwa rekomendasi Bark ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. .

Demikian untuk menjadikan makium. A .k
swaras VO JAN 2017
y SRABAYA
embusan

th (Pemnegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENCGCELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

e
Nomor  : 581/ DM 43661872017 Kepada :
Eampiran - Yth. Pimpinan PT BPR BENTA TESA
Perihal : Rekomendasi Bank JI Palem Blo TC.26-27 Perkantaran Pondok Candr
Indah Waru Sidoarjo
di-

SIDOARJO

Sehubungan dengan surat dard NICO GERRITH LOTULUNG . tanggal : 30 Desember 2016 peribal :

Permohonan Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara

. Nama : NICO GERRITH LOTULUNG , selaku Pemirjam (Debitur}

Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578150710480003

Tempat / tanggal lahir : MANADG, 7 Oktober 1949

Alamat tempat tinggal T IKAN SUMBAL 21, SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

.Bank : PT BPR BENTA TESA
Alamat :JL Palem Blo TC.26-27 Perkantoran Pondok Candr Indah Waru
Sidoarjo

sebesar : Rp 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah )

dengan jangka wakiu selama : S/d 20 Nopember 2017

dan akan dipergunakan untik : Modal Usaha

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil S JL. IKAN SUMBAL NO. 21

2. Nomor Surat {zin Pemakaian Tanah 1 188.45/0243P/436.6.18/2014

3. Tanggal Surat tzin Permnakatan Tanah : 30 Januari 2014

4. Atas nama I NICO GERRITH LOTULUNG

5. Masa Berlaku }jin : 40 Nopember 2012 s/d 20 Nopember 2017

6. Nomor IMB 1 188/101-83/402.5.09/1996

7. Tanggal IMB 14 Maret 1996

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beraku {jin
Pemakaian Tanan ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Balwa Bank berlanggung jawab sepenuhiya apabila debifur (peminjam) melakukan Warnprestasi (lalai melakukan

kewajibannya terhadap Bank); .
Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan vang berdiri diafas tarmah aset Pemerintah Kota Surabaya karena

4.
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalinan ljin
Pemakaian Yanzh sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apabila ferdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang tedadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalinan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
wuntuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Batwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
clalam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanzh kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
rnenjadi batal dan tidak berlaku |

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai beriaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.
Tembusan

Yth (Pemegang IPT)
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Nomor

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

15811 O 14366.18 1 2017

Kepada :
Lampiran - - Yth Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero )
Perihal : Rekomendasi Bank TbK, Ka Unit Krukah
JI. Bratang Gede 75
di-
SURABAYA
Sehubungan dengan surat dari UMI YASRI » tanggal : 3 Januari 2017 perihal : Permohonan Rekomendasi
Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

. Nama
Nomor Kartu Tanda Pendudik
Tempat / tanggat kahir
Alamat tempat tinggal

1{Pemexgang IPT)

: UMI YASRI , selaku Peminjam (Debitur)

1 3578047006740016

* BLITAR, 30 Juni 1974

I BRATANG WETAN 1/ 19-C SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan " MENGURUS RUMAH TANGGA
HBank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero } TbK, Ka Unit Krukah

Alamat - L. Bratang Gede 75

sebesar * Rp 105.000.000,00 ( Seratus Lima Juta Rupiah)

dengan jangka waktu selama 1 /4 18 Januari 2018

—~, dan akan dipergunakan untuk : Modat Usaha
... dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil ! BRATANG WETAN | 7 19C

2. Nomor Surat izin Pemakaian Tanah D 188.45/0771B/436.6.18/2013

3. Tanggal Surat {zin Pemakaian Tanah -5 Juni 2013

4. Atas nama T UMI YASRIE

5. Masa Berlaku ljin 18 Januari 2013 s/d 18 Januari 2018

6. Nomor IMB : 188.4/8472-91/436.6.2/2016

7. Tanggal IMB : 6 Desember 2016

Bafwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Batwa Bark wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit :

2. Bahwa Bank bertanggurng jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakaian Tanah ini telzh habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hat-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyzi konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

‘3. Bahwa Bank bertanggung jawah sepenuhnya apabila debitur {peminjam) .melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

-_\. 4. Bahwa apab#a dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tansh aset Pemerintah Kota Surabaya karena
> lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengatihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berfaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menrjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengaliban kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetijuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelwn pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
umtuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dafam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ; _

7. Ba hwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum. .
swabava, M0 JAN 2017
AN WD URABAYA
{_
mbusam ina tin
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA )

Nomor 158114 {9&'9 143661812017 Kepada :

Lampiran : - Yth Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero )
Perinal : Rekomendasi  Bank - TeK, Kacab kaliasin -
Jl. Jend Basuki Rahmad No. 138
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari VERAWATI ISTANDIA » tanggal : 30 Desember 2016 perihal - Permohonan

Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunzkan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara :

L. Namasa : VERAWATI ISTANDIA , selaku Peminjam (Debitur)
Normor Kartu Tandza Penduduk : 3578056204580002
Tempat / tanggal lahir I SURABAYA, 22 April 1958
Alamat tempat tinggal DJL WONOREJO 1/ 115 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan ' : MENGURUS RUMAH TANGGA
iLBank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK, Kacab kafiasin
Alamat : JI. Jend Basuki Rahmad No. 138
sebesar : Rp 46.883.745.500,00 ( Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus
Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Rupiah }
O dengan jangka waktu selama : S/d 28 Oktober 2020
dan akan dipergunakan untuk . Modal Kerja
dengan jaminan berupa bangunarrumah yang berdii di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil 2L KEDUNGDORO NO. 177
2. Nomor Surat tzin Pemakaian Tanzh 1 188.45/3776P/436.6. 182015
3. Tanggal Surat 1zin Pemakaian Tanah : 21 Desember 2015
4. Alas nama : VERAWAT! ISTANDIA
5. Masa Bedaku ljin : 28 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2020
6. Nomor IMB : 188/0827-95/402.4.6/2002
7. Tanggal IMB : 8 Februari 2002

7

a8

Tembu=san
Yth {Peemegang IPT)

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut ©

- Batwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut funas, termasuk besaran pemberian kredit ;

- Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku jin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat ha-hal yang menyebabkan gin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan banginan yang menjadi tanggung jawab Bank);

- Bahwa Banrk bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdini diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukam yang terjadi menjadi

tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak

untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ; .

Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabita terdapat perbaikan yang dianggap periu

dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swabaya

berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
amenjadi batal dan tidak berlaku ; '

- Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlzku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ Ol ;43s6.18/2017 Kepada :
Lampiran - Yth. Pimpinan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk (BANK
Perinzal : Perpanjangan Rekomendasi Bank PANIN)
Ji. Kombes M. Duryat No. 25
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan swat dari PT BANK PAN INDONESIA, Tbk (BANK PANIN) , Nomor : 116 1/USUCIEXT

f2018, tanggal : 28-12-2016 perihat : Permohoran Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n YULIKA LIANA SCESANTO yang
dalam swat tersebit terdapat kredit antara -

i. Nama I YULIKA LIANA SOESANTO , selaku Peminjam (Debitur).

Nomeor Kartu Tanda Penduduk : 3578056207550002

Tempat / tanggal lahir JEMBER, 22 Juli 1959

Alamat tempat tinggal JJL. KEDUINGSART 113 - 115

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

IL.Bank . PT BANK PAN INDONESIA, Thk {BANK PANIN)

Alamat 1 JE Kombes M. Duryat No. 25

sebesar : Rp 100.000.000,00 { Seratus Juta Rupiah )

t/"“'-!, dengan jangka waktu selama 1 5/d 5 Maret 2020
— dan akan dipergunakan untuk : Modal Kera

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persit T JL. KEDUNGSARI NO. 113 - 115

2. Nomor Surat izin Pemakaian Tanah : 188.45/0417P/436.6.18/2016

3. Tanggal Swrat lzin Pemakaian Tanah 1 11 Pebssan 2016

4. Atas nama T YULIKA LIANA SOESANTO

5. Masa Berlaku Jjin : 5 Maret 2015 s/d 5 Maret 2020

6. Nomer IMB : 188.45/2482-91/411.56/89

7. Tanggai IMB 214 Juli 1589

Balwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentian sebagai
berikut :

1. Batwa Bank wajb ikut bertanggung jawab atas pembertan kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
dan/ataus sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank berlanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksid, Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan fjin tersebut dicabut,

. Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);
— 3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur {peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewsajibannya terhadap Bank); :

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunman yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Swrabaya karena
lalainya peminjam (Debitur}) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang telang wajib mengurus pengaliban ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan kefentuan yang berlaku ; .

5. Bahwa apabila terdapat pengatihan kredit Bank kepada pihak lain maka segata akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredid yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Swabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan pentbahan swat rekomendasi, apabila terdapat perbakan yang dianggap periu
dalam suratf dimaksud, sesuasi dengan kewenangan Dinas Pengelolzan i Bangunan dan Tanmah kota Swabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berilaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangari.

Derikian urtuk menjadikan maklum.
Tembusan

Yth (Peemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Naomor 158114 m f436.7 11/ 2017 Kepada :
Lampiran - Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero )
Perthat : Perpaniangan Rekomendasi Bank TbK, Kacapem Univ Alrlangga
JI. Dharmawangsa Datam No. 23 B
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero ) TbK, Kacapem Univ Airlangga |

Nomor @ B.763-IDXUKCP/ADKI12/2016, tanggal © 05-12-2016 perinal : Permohonan Perparjangan Rekomendasi Bank . a.n
NANIK / YONG KIEM HWA yang dalam surat tersebut terdapat kredit antara -

Yth (P-emegang 1PT)

. Nama I NANIK / YONG KIEM HWA | selaku Peminjam (Debitur)

Nomor Kariu Tanda Penduduk : 3578085303600003

Tempat / tanggal tahir : SURABAYA, 13 Maret 1960

Alamat tempat tinggal - BRATANG BINANGUN 2 / 6 SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan " MENGURUS RUMAH TANGGA

INLBank _ : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK, Kacapem Univ
Adirlangga
Alamat 1 Ji. Dharmawangsa Dalam No. 23 B
@ sebesar : Rp 852.000.000,00 ( Delapan Ratuss Lima Puluh Dua Juta Rupiah )
' dengan jangka waktu selama : §/d 20 Juni 2021

dan akan dipergunsikan untuk : Moda! Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil I BRATANG BINANGUNI /2

2. Nomor Surat lzin Pemakaian Tanzh 1 188.45/3772P1436.6.18/2016

3. Tanggal Surat tzin Pemakaian Tanah 1 21 Oktober 2016

4. Atas nama I NANIK / YONG KIEM HWA

5_WMasa Berlaku ljin 1 20 Juni 2016 s/d 20 Juni 2021

6. Nomor iMB : 188/2116-92/436.5.2/2006

7. Tangga! IMB : 27 April 2006

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan keterfuan sebagai
berikut ;

1. Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dar/atau sampai kredit tersebut funas, termasuk besaran pemberian kredit :

2. Balwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku {jin
“~ Pemakaian Tarah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan fjin tersebut dicabut,
. Pemeriniah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Babwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabilz debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank); .

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
laiainya pemirgam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan {jin
FPemakaian Tanzh sesuai dengan ketentuan yang berdaky ;

S. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segata akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab pars pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permchonan persefujuan Dinas
Pengelolaan Bargunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalinan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabiia terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tansh keota Swabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ; '

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi inl yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak bertaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum.
Temblisan
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/€QXRL, /436.7.11/2017 Kepada -

Lampiran - Yih. Pimpinan BANK JATIM Cabang Utama
Perihal : Rekomendasi Bank JI. Basuki Rahmat
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SUMITRO |, fanggat : 6 Januari 2017 perihal : Permohonan Rekomendasi Bank
Jyang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara :

i Nama : SUMITRO , selaku Pemirjam (Debitur)
komaor Kantu Tanda Penduduk 1 3578082104730001
Tempat / tanggal ishir - LAMONGAN, 21 Aprid 1973
Atamat tempat tinggal : GUBENG KERTAJAYA 7-G / 23-A SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : KARY AWAN SWASTA
.Bank : BANK JATIM Cabang Utama
Alamat - JI. Basuki Rahmat
sebesar - Rp 650.000.000,00 { Eram Ratus Lima Puluh Juta Rupiah }
dengan jangka wakiu selama 1 S/d 18 Pebnezn 2020
. dan akan dipergunakan untuk - Kredit Modal Kerja Angsuran ( Apiopen)
- dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : GUBENG KERTAJAYAVI-G /25
2 Nomor Swat {zin Pemakaian Tanah 1 188.45/0519P/436.6.18/2015
3. Tanggal Suwrat 1zn Pemakaizn Tanzsh : 6 Maret 2015
4. Alas nama C SUMITRO
5. Masa Beriaku ljin 1 18 Pebruari 2015 s/d 18 Pebruari 2020
6. Nomor IMB 1 188.4/5463-82/436.6.2/2015
7. Tanggal IMB : 17 September 2015

Batwa kami tidak keberatan perjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebaga'i berikut :

1. Bahwa Bark wajb ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakfu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Batwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beriaku ijin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ifin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan

— kewajibannya terhadap Bank);

J  4.Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena

-~ alainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang lelang wajib menguwus pengalihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlakt ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalinan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengatihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengeiolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelun pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi fjin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wailb melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank inl mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembousan
Yth { Pemegang 1PT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELCLAAM BANGUNAN DAN TANAH

Jl. Taman Surya No. 1 Telp. 5242051-57 psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/0055 438.7.1172017 Kepada
Lampiran ;- Yth Pimpinan PT. BANK RABOBANK INTERNASIONAL
Perihal  : Perpanjangan Rekomendasi Bank INDONESIA
JI. Panglima Sudirman No. 51
di-

SURABAYA

Setwbungan dengan surat dari PT. BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA ., Nomor
TJG/2017-001/RZ-YD/ds, tanggal : 10-D1-2017 - padial L Permohonairifbipanjangan Rekomendasi Bank . a.n
ANTONIUS JOHANES, DR yang dalam surat tetsabubiesdangt kredit aptarag: o -

.Nama . TANTONIS JOHANES, DR , selaku Pesmirjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578262604820003 E
Tempat / tanggal tahir I SURABAYA, 26 April 1882
Alamat tempat tinggal P VILLA KALLJUDAN INDAH 10/ 20 {10} SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA,
Pekerjaan : BOKTER
ilLBank : PT. BANK RABORANK INTERNASIONAL INDONESIA
Alamat »Jb Panglima Sudirman No., 51
sebesgar : Rp 1.000.000.060,00 ( Satu Milyar Rupiah )
dengan jangka waktu selama : sl/d Januarn 2020
dan akan dipergunakan untuk : Modal Keria
dengan jaminan berupa bangLnan/numah yang berdin di atas tarah aset Pemerintah Kota Swrabaya :
1. Letak Persil SJL MAYJEN PROF DR. MUSTOPO NO. 77
2. Nomor Surat 1zin Pernakaian Tanah 1 188 .45/0014P/436.6.18/2017
3. Tanggal Surat Izin Pemakaian Tanah : 3 Januari 2017
4. Alas nama TANTONIUS JOHANES, DR
5. Masa Berfaku ljin 13 Janwari 2017 s/d 13 Januari 2022
& Nomor IMB 1 188/4693-92/436.6.2/2011
7. Tanggal IMB 117 Nopember 2011

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjiangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketenfuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bank wajib ikt bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian
kredit danvatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit :

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud, Apabila dikemudian hari masa berlaku jin
Pemakaian Tanah in telah habis dan tidak diperpajang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut
dicabwg, Pemerintah Kota tidak mempunyal konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi
tanggung jawab Bank):

3.Balwa Bank bertanggung jawab sepenutnya apabila debittr (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai
melakukan kewajibannya terhadap Bark); '

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengatihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketertuan yang beriaki :

5. Bahwa apablia terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak iain maka segala akibat hukum yang terjadi
menjadi tanggung jawab para pibak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tareh Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerirdah
Kota berhak untuk mengevaluasi liin Pemakaian Tanah ; '

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Strabaya
berdasarkan ketenfuan yang berlaky ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak diperuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak bertaky ; _

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggat ditandatangani.

Demikian uniuk menjadikan makium.

Termbusan
Yih (Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ OOAY 143671172017 Kepada
Lampiran - Yth. Pimpinan BANK Of INDIA INDONESIA , Tbk Cabang
Perihal : Perpaniangan Rekoimendasi Bank Tunjungan
JI Tunjungan No. 32
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari BANK Of INDIA INDONESIA ,Tbk Cabang Tunjungan , Nomor @ 009/LG

/B0 4 ST/MS/2017, tanggal : perihal © Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bark . a.n DJATMIKO, SE yang dalam
swat {ersebut terdapat kredit antara :

. Nama : DJATMIKO, SE | selaku Peminjam {Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578042807700006

Tempat / tanggal lahir . Surabaya, 29 Juli 1876

Alamat tempat tingga! I NGAGEL MULYO 97 9 SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan ! Karyawan Swasta

i.Bank - BANK O INDIA INDONESIA  Tbk Cabang Tunjungan
Alamatl - i Tunjungan No. 32
sebesar : Rp 15.000.000,00 { Lima Belas Juta Rupiah)
f-? dengan jangka waktu selama 1 S/d 22 Jamsari 2022
"~ dan akan dipergunakan untuk - Kredit Kepamilikan Rumah

dengan jaminan befupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :

1. Letak Persil INGAGELMULYO IX /g

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah 1 188.45/4789P/436.6.18/2016

3. Tanggal Swat lzin Pemakaian Tanah : 28 Desember 2016

4_ Atas nama : DJATMIKO, SE

5. Masa Berlaku ljin 122 Januarni 2017 s/d 22 Januari 2022

6. Nomor IMB 1 188.45/2788-91/402.5.09/1990

7. Tangga! iMB 1 28 Jui 1890

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
beriut :

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut funas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakatan Tanah ini {elah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hai yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,

— Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuwridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);
— 3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debifur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank),

4. Bahwa apabila dilakukan felang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pemakatan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlakuy ;

5. Bahwa apabila terdapat pengaiihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalinan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyjuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi fjin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaky ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
merjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makiumn, ; antl-
Surabaya, 3 0 JAH ij
Tenbusan

Yth (Pemegang IPT)
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> PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 56343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

. -
Nomor 1581/ E¥3 (43571112017 Kepada
Lampitan - Yth, Pimpinan PT BPR BENTA TESA
Perihal : Perpanjangan Rekomendasi Bank JI. Palem Biok TC. 26-27 Ruko Pondok Candra indah
Rungkut
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat darni PT BPR BENTA TESA |, Nomar : 3331/BBT/0117, tanggal | 18-01-2017 perihal
: Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n TUMINEM yang dalam surat tersebut terdapat kredit antara :

i, Nama : TUMINEM | selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578134106450001
Tempst / tanggal lahir s NGANJUK, 1 Juni 1845
Alamat tempat tinggat : ASEM JAYA 7 1 29 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

H.Bank : PT BPR BENTA TESA

CAlamat : JI. Palem Blok TC. 26-27 Ruko Pondok Candra Indah Rungkut
sebesar 1 Rp 600.000.000,00 { Enam Ratus Juta Rupiah )

. dengan jangka waktu selama 1 5/d 9 Mei 2021

..~ dan akan dipergunakan unfuk : Moda! Usaha

dengan jaminan berupa bangunan/runah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya !
1. Letak Persil CASEM JAYA VI 29
2. Nomor Surat |zin Pemakaian Tanah . 188.45/1572P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat tan Pemakaian Tanah 217 Mei 2016
4. Atas nama T TUMINEM
5. Masa Berlaku ljin : 9 Mei 2016 s/d S Mei 2021
&. Nomor IMB . 188.4/9238-95/436.6.212016
7. Tanggal iMB : 30 Desember 2016

Babkwa kami tidak keberatan Perpanjangan pernjaminan bangunan tersebut, dengan keterduan sebagai
bertkut :

1. Bahwa Bark wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit |

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku {jin
Pemakaian Tamah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hat yang menyebabkan §in tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bark),

D 3. Balwa Bank bertanggung jawab sepenunnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewgjibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lejang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalinan ljin
Permakatan Tanah sesuat dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalinan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetujuan Dinas
Pengelotaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Barnk wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam swa! dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kofa Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d & tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang tefab diberikan
menjadi batal dan lidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan maklum. . . .
i untuk m Swabaya, 30 Jﬁ" Zalﬁ

L AN. WALIKOTA SURABAYA

Ternbusan
Yth { Pemegang IPT)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor (5810022 1436.7.11 42017 Kepada :

tampiran - - Yth. Pimpinan PT BANK PAN INDONESIA, Tok
Perthal : Perpaniangan Rekomendasi Bank Ji Coklat No 16
di-

SURABAYA

Setwbungan dengan swat dari PT BANK PAN INDONESIA, Thk , Nomor ;| 7543/SUR/EXT/MG, tanggal
28-11-2016 perihal | Permohenan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n STEVEN EKO SOETANTO yang dalam surat
tersebut terdapat kredt antara -

1. Nama : STEVEN EKO SOETANTO |, selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Karfu Tanda Penduduk 1 3578080409790006
Tempat { tanggal lahir : SURABAYA, 4 September 1979
Alamat tempat tingga!l : DUKUH KUPANG UTARA [ f 15 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjzan . PELAJAR/MAHASISWA
ILBank : PT BANK PAN INDONESIA, Tbk
Alamat o Coklat No 16
sebesar . Rp 480.000.000,00 { Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )
o dengan jangka wakiu selama 1 Sfd 16 September 2021
... dan akan dipergunakan wtuk : Modal Kerja
dengan jaminan berupa bangunanfrumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya |
1. Letak Persil : DUKUH KUPANG TIMUR XX / 26
2. Nomor Surat Izin Pemakatan Tanah - 188.45/4238P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat lzin Pemakaian Tanah . 22 Nopermber 2016
<, Alas nama : STEVEN EKO SOETANTO
5. Masa Bertaku {jin : 1€ Nopember 2016 §/d 16 Nopember 2021
8. Nomor IMB 1 188/5499-91/402.4 6/03
7. Tanggal IMB - 7 Nopamber 2003

Balwa kami tidak keberatan Perpamjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan keteriuan sebagai
berikut :
1. Babwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
danvatau sampai kredit tersebut unas, termasuk besaran pembenan kredit ;
2. Batwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikerudian hari masa berlaku Ifin
Pemakatan Tanah ini telah habis dan tidak diperparfang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan jjin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bark),

Q 3. Bahwsa Bank bertanggung jawab sepenubnyz apabila debitwr (peminjam) melakukan Wanprestasi (latai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

<. Bahwa apabila dilakukan lelang alas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya permnjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan jin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5 Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohcnan persetujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelurn pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Babwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan vang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesusi dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bargunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
merjadi batal dan tidak berlaku ;

B. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium. 3 U JAN ZBH
Surabaya,
Tembusan

Yih (Pemegang IPT)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor @581/ grRp /436.7.11/2017 Kepada :

Lampiran - Ytih. Pimpinan BANK RAKYAT INDONESIA | Ka Unit
Perihal : Rekomendasi Bank Kedungdoro
Ji Kombes Pol M Duryat No 14-16
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SAMINTEN | tanggal - 4 Januari 2017 perhal © Permochonan Rekomendasi

Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara .

oo

e

. Nama : SAMINTEN , selaku Peminjam (Debitur}

Momor Kartu Tanda Penduduk : 3578054307460001

Tempat / tanggal lahir : SURABAYA, 3 Juli 1846

Alamat tempat tinggal :JL. WONOREJO 2/ 109-D SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESEA

Fekerjaan : PEGAWAI NEGER! SIPIL
.Bank : BANK RAKYAT INDONESIA , Ka Unit Kedungdoro
Alamat - Jl Kombes Pol M Duryat No 14-16

sebesar : Rp 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah }
dengan jangka waltu selama 1 5/d 28 Aprit 2019

dan akan dipergunakan untuk : Modal Usaha

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil IWONQOREJO I 109D

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah D 188.45/2315P/436.6.18/2015

3. Tanggal Surat tzin Pemakaian Tanah 1 25 Agustus 2015

4. Alas nama . SAMINTEN

5. Masa Berlaku irt 1 28 April 2014 s/d 28 Aprit 2019

5. Nomor IMB : 188/64-95/402.5.09/1995

7. Tanggal IMB 1 21 Pebruari 1995

Tem busan
~ Yth {Pemegang IPT)

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

. Bahwa Bank wajib ikut bertangguny jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit

dar/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berfaku {jin
Pemakaian Tanzah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hzal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab- Bank);
Batwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debituc {peminjam) melakukan Wanprestasi (latai melakukan
kewsgjibannya terhadap Bank);

Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, meka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan 1fin
Pemakaian Tanah sesuzi dengan ketentuan yang berako |

Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan perseiujuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Sursbaya sebeiun pengalinan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah |

. Bahwa Bank wajib melaksanskan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu

dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengeiolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabiia ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan

menjadi batal dan tidak berlaku |

. Bahwa rekomendasi Bank inf mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian urntuk menjadikan maklum.
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ €219 435618/ 2017 Kepada :

Lampiran - Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero )
Perihat : Rekomendasi Bank TbK, Cabng Rajawali
Ji Rajawali No. 23-27
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan suwrat dan | KETUT WANGAYA | tanggal : 5§ Januari 2017 perihal : Permohonan
Rekomendasi Bank ,yarg akan dipergunskan sebagai persyaratan pengajuan kredit artara ;

. Nama DL KETUT WANGAYA | selaku Peminjam (Debitur)
Nemor Kartu Tanda Penduduk : 3578080111420004
Tempat ! tangga! tahir : DENPASAR, 1 Nopember 1942
Alamat tempat tinggal - JL. BARATAJAYA 17/7 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjzan . PENSIUNAN

h.Bank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero } TbK, Cabng Rajawali
Alamat : JI Rajawali No. 23-27
sebesar : Rp 700.000.000,00 { Tuuh Ratus Juta Rupiah )
dengan jangka waktu selama : 8/d 10 Mei 2020

dan akan dipergunakan untuk : Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : BRATANG JAYA XVIE/ 7
2. Nomor Surat tzin Pemakaian Tanah 1 188.45/1754P1436.6.18/2(0115
3. Tanggal Surat lzin Pemakaian Tanah 1 30 Jund 2015
4. Alas nama S KETUT WANGAYA
5. Masa Berlaku ljin 1 10 Mei 2015 s/d 10 Mei 2020
6. Nomor IMB 0 188.45/1182-82/411.56/87
7. Tanggal IMB 1 18 Jung 1887

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut |

1. Bahwa Bank wgjib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas perjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung jawsb sepenuhnya apabila debitur {peminjam} metakukan Wanprestasi (lalai melakukan

m kewajibannya terhadap Bark);

-~ 4. Bahwa apabila dilakukan lefang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karenz
flalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengu:us pengaiihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segata akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permochonan persetyuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut’ dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi {fin Pemakaian Tanah |

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apablla terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tansh kota Swabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bark ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembiusan
Yth (Premegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Jl. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor OB/ ePIE 14366.187 2017 Kepada :

Lampiran - Yih Pimpinan PT PRIMA MASTER BANK
Perihai : Perpanjangan Rekomendasi Bank Ji. Jembatan Merah No 15-17
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan stwrat dari PF PRIMA MASTER BANK , Nomor 005/KRD-KCW/01/2017, tanggat : perihal
- Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n NJO A MOY / SINTA ELLYWATI yang dalam surat tersebut terdapat
kredit antara :

I. Nama S NJO AMOY / SINTA ELLYWAT! |, selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578074406470001.
Tempat / tanggal lahir I SURABAYA, 4 Juni 1947
Alamat tempat tinggal ! EMBONG PORNOMO NO.7
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan I MENGURUS RUMAH TANGGA
i Bank I PT PRIMA MASTER BANK
Alamat 2 Ji Jembatan Merah No 15-17
sebesar : Rp 1.500.000.000,00 ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah }
dengan jangka waktu selama | 8/d 26 September 2018
7=~ dan akan dipergunakan untuk - Modal Kerja
e dengan jaminan berupa bangunan/runah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Pers# 1 JL. RP SUNARIO GONDOKUSUMO NO. 7
2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah 1 188.45/1097B/436.6.18/2016
3. Tangga! Surat 1zin Pemakaian Tanah 121 September 2016
4. Afas nama TNJO A MOY 7 SINTA ELLYWATI
5. Masa Beriaku §jin 127 Juli 2016 s/d 27 Juli 2021
6. Nomor {MB 1 186/6591-95/402.4.6/2002
7. Tanggal IMB : 3 September 2002

Balwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketertuan sebagai
berikut : ' |

1. Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
davatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas perjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku tjin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yurklis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bark);

3. Balwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam} melakukan Wanprestasi {lalai melakukan

9 kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabita dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalzsinya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan {fin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apablla terdapat pergalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibal hukum yang teradi menjadi
tamggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permehonan persetyuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Swrabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi Hin Pemakaian Tanah ; i

6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam swrat dimaksud, sesuaj dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tamah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
enjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.

- JAN: B

URABAYA

‘embussan
'th (Pesmegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

581/ EAR  /436.7.11/2017 Kepada :

.
Lampiran - Yih. Pimpinan PT BANK Of INDIA Cab Tunjungan
Perikal : Rekompendasi  Bank JI Turgungan No. 32
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari SULISTINAH WIDJ AURINI | tanggal : 12 Januwari 2017 perihat | Permohonan

Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

il.

Tembtasan
Yth (Pezmegang IPT)

Nama D SULISTINAH WIDJI AURIMI |, selaky Peminjam {Debitur)
Nornor Kartu Tanda Penduduk : 3578086201620002

Tempat / tanggal lahir S UJUNG PANDANG, 22 Januari 1962

Alamat tempat tinggal 1 PUCANG ANOM 2/25 SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan " KARYAWAN SWASTA

Bank : PT BANK Of INDIA Cab Tuniungan

Alamat 2 JL Tunjungan No. 32

sebesar - Rp 350.000.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah }
dengan jangka waktu selama 1 8/d 12 Agustus 2019

dan akan dipergunakan untuk : Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Swabaya :

1. Letak Persil  PUCANG ANOM 11 7 25

2. Nomor Surat zin Pemakaian Tanah 1 188.45/2054P/436.6.18/2016

3. Tangga! Surat kzin Permnakaian Tansh 116 Juné 2016

4_ Atas nama T SULISTINAH WIDJI AURIN

5. Masa Berfaku Yin 112 Agustus 2014 s/d 12 Agustus 2019

&. Nomor IMB 1 188 4/8776-92/436.6.2/2016

7. Tanggal IMB : 15 Desember 2016

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bahwa Bark wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit

dan/atau sampai kredit tersebut {unas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin

Pemakaian Tanah ini tetah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan jin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung Jawab sepenuhnya zpabila debitur {peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan

kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena

lalainya pemirfam (Debitur} atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ijin
Pemakaian Tanah sesuai dengan kefentuan yang beraku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pinak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi

tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yvang dimaksud, termasuk permohonan persetuuan Dinas
Pengelolzan Bangunan dan Tanzh Kota Suwrabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

€. Bahwa Bank wajib melzksanakan perubshan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu

dalam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berfaku :

7. Bahwa apabila ketertuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan

menjadi batal dan tidak berlaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Bemikian untuk menjadikan makium,
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

581/ QM2 1436.7.11/2017 Kepada :

Lampiran : - Yth. Pimpinan PT. BANK OF INDA INDONESIA
Perital : Perpanjangan Rekomendasi Bank Ji. Coklat No. 20-22
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT. BANK OF INDA INDONESIA . Nomor ; 004/LG/BOINL.ST/MSIX11/2016,
tanggal : 30-01-2017 perihal : Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n ERWAN SISWOYO yang dalam surat

tersebut terdapat kredit antara :

. Nama : ERWAN SISWOYOQ , selaku Peminjamn {Debitur}
Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578050203510002
Tempat / tanggal fahir : SURABAYA, 2 Maret 1951
Alamat tempat tinggal : RA. KARTINI 146 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjazan I WIRASWASTA

.LBank . PT. BANK OF INDA INDONESIA
Alamat JI Coklat No. 20-22
sebesar : Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah )
dengan jangka wakiu selama : B/D 26 Desember 2021

s dan akan dipergunakan untuk - Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunar/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : WONOREJO 11l / 681
2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanah : 188.45/4387Pr436.6.18/2016
3. Tanggal Surat !zin Permakaian Tanah - 1 Pesember 2016
4. Atas nama - ERWAN SISWOYO
5. Masa Beriaku ljin : 26 Desember 2016 s/d 26 Desember 2021
6. Nomor IMB 1 188.45/291-95/402.5.09/1991
7. Tanggal IMB 1 20 April 1291

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bark wajib jkut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
darvatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin
P emakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan it tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai kensekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur {peminiam) melakukan Wanprestasi (falai metakukan

} kewajibannya terhadap Bank):

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Swabgya karena
lalainya peminjam (Debitr} atas pinjaman dimaksud, maka Pemerang Lelang wajib mengurus pengalihan in
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berfaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetuyjuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengaliban kredit tersebut dan Pemerimtah Kota berhak
unatuk mengevaluasi tjin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Banguman dan Tanzh kota Surabaya
berrdasarkan ketentuan yang berlaku ; _

7. Baatwa apabila ketentuan tersebut diatas butic 1 s/d 6 tidak dipenuli, maka rekomendasi inl yang telah diberikan
me=njadi batal dan tidak berlaku ;

8. Balwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani,

Demikian urtuk menjadikan makium,

mbussa iy
1 (Permegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 138, 154, 168, 171, 243
SURABAYA

Nomor  :581/ L3 /436.7.11/2017 Kepada :
Lampiran : - Yth. Pimpinan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk
Perihal  :Perpanjangan Rekomendasi Bank Ji. Coklat No. 16

di-

SURABAYA

Sehtbungan dengan surat dari PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk , Nomor : 129/SUR/EXT/17, tanggal :
12-01-2017 perihal | Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bark . a.n DAVID LIMANTO yang dalam surat tersebut
terdapat kredit antara ; . TR AR

. Nama . : - T DAVID. LIMANTO an’ PERORANGAN , selaku Peminjam
: {Debitur)- iy
Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3578100312540004
Tempat / tanggal lahir : SURABAYA, 3 Desember 1954
Alarnat tempat tinggal : KARANG EMPAT BESAR 185 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : belum f Tidak Bekerja
1.Bank I PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk
Alamat 1 Ji. Coklat No. 16
sebesar : :Rp 250.000.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Jita Rupiah )
dengan jangka waktu selama : &/d 16 Desember 2021
dan akan dipergunakar uriuk : Modal Kerja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil s L KARANG EMPAT BESAR NO. 185
2, Nomor Swrat 1zin Pemakaian Tamah 1 188.45/4857P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat tzin Permnakaian Tanah : 29 Desember 2016
4. Atas nama : DAVID LIMANTO
5. Masa Berlaku ljin : 12 Desember 2016 s/d 12 Desember 2021
6. Nomor IMB : 188.45/2357.892/402.5.09/1589
7. Tanggal IMB : 13 September 1989

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan perjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai
berit ;

1. Bahwa Bank wajib ikut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian
kredit dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredi :

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud, Apabila dikemudian hari masa berfaku lin
Pemakatan Tanah ini telah habis dan fidak diperparjang atau terdapat hal-ha! yang meryebabkan i tersebud
dicabut, Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas peniaminan bangunan yang menjadi
tanggung jawab Bank);

3.Batwa Bark bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai
melakukan kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan felang atas bangunan yang berdrri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wafib mengurus pengatihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlakuy ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak fain maka segala akibat hukum yang terjadi
menjadi tanggung jawab para pihak dalam pengalinan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetiujuan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelun pengalifian kredit tersebut dan Pemerirtah
Kota berhak uniuk mengevaluasi ljin Pemnakaian Tanah

. 6. Bahwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang diangqgap periu
dalam surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tansh kota Surabaya
berdasarkan ketertuan yang beriaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 8 tidak diperuhi, maka rekomendasi iri yang telzah diberikan
menjadi batal dan tidak bertaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bank ini rulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium.

Teambusan
Yt (Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Teip. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  : 581/ OOl 7436.7.1172017 Kepada
Lampiran : - Yth. Pimpinan BANK RAKYAT INDONESIA, Cab Jemursari
Perihal : Rekomendasi Bank JI. Jemur Andayani No. 69 A-B
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari LULUK NURYANTY, SE |, tanggal : 25 Januari 2017 perihal | Permohonan

Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara :

L Nama : LULUK NURYANTI, SE, selaku Peminjam (Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk 1 3524235801780007

Tempat f tanggal lahir : Surabaya, 18 Januari 1978

Alamat ternpat tinggal : GUBENG KERTAJAYAB-E/3

Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan : Wiraswasta
.Bank : BANK RAICYAT INDONESIA, Cab Jemursari
Alamat - dl. Jemur Andayani No. 69 A-B

sebesar : Rp 500.000.000,00 { Lima Ratus Juia Rupiah )
dengan jangka waktu selama : 5/d 8 Agustus 2018

dan akan dipergunakan untuk : Pembiayaan Pitang Dagang dan Penambahan Modai Kerja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah vang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil : GUBENG KERTAJAYA V-E NO. 3

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tanzh : 188.45/0165R/435.6.18/2016

3. Tanggal Surat 1zin Pemakaian Tanah : 22 Agustus 2016

4. Atas nama : LULUK NURYANTI, SE

5. Masa Berlaku ljin : 8 Agustus 2016 s/d 8 Agusius 2018

€. Nomeor 1IMB . 188,4/7550-92/436.6,2/2016

7. Tanggal IMB : 3 Nopember 2016

busan
(Pemesgang IFT)

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud seiama jangka waktu pemberian kredit

darnvatau sampai kredit tersebut hmas, termasuk besaran pemberian kredit ;

. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku ljin

Pemakalan Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan fin tersebut dicabug,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuenst yuridis atas perjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);
Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewgibannya terhadap Bank);

Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
lalairnya peminjam {Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan §in
Permakaian Tanzh sesuai dengan ketentuan yang berlakuy ;

Balbwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak datam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas
Pergelolaan Bangunan dan Tanah Kota Swrabaya sebehun pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi {jin Pemakaian Tanah ;

Babwa Bank wgjib melaksanakan perubahan swrat rekomendasi, apabita terdapat perbakan yang dianggap periu
dalam swrat dimaksid, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Barwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberkan
merjadi bata! dan tidak beraku ;

Balwwa rekomendasi Bank int mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan makium. aya, “ '7 FEB ka

Surab

AN
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L PEMERINTAH KOTA SURABAYA
7 DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ ¢OHO /4367.11 12017 Kepada -
Lampiran : - Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero)
Perihal : Rekomendasi  Bank Thk

JL Nyamplungan No. 135-137
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari MALAISA . tanggal - 6 Pebruari 2017 perihal : Permohonan Rekomendasi Bank

.yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara :

. Nama : MALAISA | selaku Peminjam (Debitur)

Nomor Kartu Tanda Pendudigk 1 3578164202870005

Termpat / tanggal lahir : SURABAYA, 2 Pebruari 1987

Alamat tempat tinggal : SAWAH PULO SR 4 / 31 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
.Bank - PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero} Tbhk
Alamat ' 2 Jl. Nyamplungan No. 135-137

sebesar : Rp 350.000.000,00 { Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
dengan jangka waktu selama 1 S/d 26 Juli 2021

dan akan dipergunakan untuk : Medal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persi 1 SIDOYQS0 i 737

2. Nomor Swrat Izin Pemakaian Tanah : 188.45/0937B/436.6.168/2015

3. Tanggal Surat |dn Pemakaian Tanah . 8 Agustus 2016

4, Atas nama : MALAISA

5. Masa Berlaku ljin 1 26 Juli 2018 s/d 26 Juli 2021

€. Nornor IMB : 188/0832-95/402.4.6/2002

7. Tanggal IMB . 8 Pebruari 2002

nbusary

Batwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan {ersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bahwa Bark wajib ikut bertanggung fawab atas pemberian kredit dimaksud sefama jangka waktu pemberian kredit
darn/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

ak

2. Batwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa bertaku jin

Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hat yang menyebabkan jjin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bark);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan

kewajibanrya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena

lalainya peminjam (Debitur} atas pinfaman dimaksid, maka Pemenang Lelang wajb mengurus pengaliban Ijin
Permnakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada pihak iain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi

targgung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengaliban kredit tersebut dan Pemerirgah Kota berhak
untuk mengevaluasi ljin Pemakaian Tanah ;

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbalkan yang dianggap periu

dalam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swabaya
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 /d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang tetah diberkan

menjadi batal dan tidak beriaku ;

8. Balwa rekomendasi Bark ini mutai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Dernikdan urtuk menjadikan makhum, ﬁ FEB Zﬂﬂ,
ya,

(Pemexgang 1PT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA .

Nomor 581/ £D34. /436.7.11/2017 Kepada :

Yampiran - Yth. Pimpinan PT. BANK PAN INDONESIA, Thk
Perhal : Perpanjangan Rekomendasi-Bank JI. Coklat No. 16
di-

SURABAYA

Sehdbungan déﬁgan surat dari PT. BANK PAN INDONESIA, Thk . Nomor : 4011/SUR/EXT/186, tanggal : 21-11-2018
perihal : Permchonan Perpargangan Rekomendasi Bank . a.n ELLY JUWANA yang dalam surat tersebut terdapat kredit artara :

LNama TELLY JUWANA | selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578046307500001
Ternpat / tanggal latdir : TUBAN , 23 Juii 1950
Alamat tempat tinggal : BRATANG GEDE 124 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA,
Pekerjaan - T WIRASWASTA
I.Bank 1 PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk
Alamat : L Coklat No, 16
sebesar : Rp 625.000.000,00 ( Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiak )
dengan jangka waktu selama : sfd 20 Januari 2021
dan zkan dipergunakan urtuk ’ : Modal Kerja
dengan jarminan berupa bangunan/numah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letzk Persd I BRATANG JAYA lH-A 1 15
2. Nomor Surat Izin Pemakaian Tanah : 188.45/1188P/436.6.18/2016
3. Tangga! Swrat izin Pemakaian Tanah T 14 Aprit 2016
4. Atas mama : TELLY SUWANA
5. Masa Beraku fin 1 20 Jaresari 2016 sfd 20 Januan 2021
6. Nomor IMB 1 188.45/2699-92/402.5.09/1990
7. Tanggal IMB o 1 28 Agustus 1990
i. Letak Persi : BRATANG JAYA NI/ 72
2. Noor Saxrat izin Pemakaian Tanah : 188.45/1183P/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat zin Pemakaian Tanah : 14 April 2016
4. Atas rama_ T ELLY JUWANA
5. Masa Berlaku fjin : 20 Jarwuad 2016 s/d 20 Janari 2021
&: Nomor IMB : 188.45/2699-92/402.5.09/1990
7. Tanggal IMB : 28 Agustirs 1930

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Batwa Bank wajib #at bertanggung jawab atas pemberian kredt dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit darvatau
; sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit :

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penmiaminan bangunan dimaksud. Apabia dikemudian hari masa bertaku ign Pemakaian
Tarah ind tetah habis dan tidak diperpanjang atau tesdapat hal-hal yang menyebabkan fin tersebut dicatat, Pemerintah Kaota
tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Barnk);

3. Bahwa Barnk bertanggung jawab sepemdiya apabila debitr (peminfam) melakukan Wanprestasi (lalai melakukan
kewwajibannya terhadap Bank);

4. Batrwa apabila ditakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tamah aset Pemeriniah Kota Surabaya karena tataiya
Pexninjam (Debitr) atas pijaman dimaksud, maka Pemenang lelang wajib menguus pengafhan jin Pemakatan Tangh
sesuai dengan ketentusan yang berlaku ; g

S‘Ba!mapabilaterdapatpmgamaanmdﬁ&rkk&padapﬂakbhmkasegahakﬂ)aiuiamyangteqadimiaditarggu'sg
fawrab para pihak dalam pengalitian kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persetyuan Dinas Pengelolaan Bangunan
dany Tmnmm@ammmmmmm&m:mwmmm

s.mmmmnmmmmw@mmm@mmm
surat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelotzan Bangursemn dan Tanah kota Surabaya berdasarkan ketentuan
yarxg bertakas ;

7. Baltnwa apabila ketertuan tersebut digtas butir 1 s/d 6 tidak dipemuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan merjadi
batzxt dan tidak bertaku ; _

Bﬁmmm“mmmwd&aﬁm .

mbusang
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p lalainya peminam (Debitur) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang
Pemakatan Tanah sesuai dengan ketertuan yang beriaku ;

5. Bahwa apabila terdapat pengalihan kredit Bank kepada
tanggueyy jawab para pihak dalam pengalihan kredit
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
itk mengevaluasi ijin Pemakaian Tanah -

6. Balwa Bank wajib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam swuat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang bertaku

7. Bahwa apabila keteriuan tersebit diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuh, maka rekormendasi ini yang telah diberikan
merjadi batal dan tidak beriaku ;

8. Bahwa rekomendasi Bark ini mulai bertaku sejak tanggal ditandatangani, ”N m‘ ;?3\

Demixian untuk menjadikan makium. D >
embusan

Nomor  :5681/ @PUE /436711 /2017
Lampiran :-
Perihal : Rekomendasi  Bank

Sehubungan dengan surat dari JUSHWITA KURNIAT!

Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pe.
D JUSHWITA KURNIATI |, selaku Pemirjam (Debitur)

. Nama
Nomor Kartu Tanda Penduduk
Tempat f tanggal lahir
Adamat ternpat tinggat

: 3578084106750002

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Kepada :
Yth. Pimpinan PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Thik

JL Tunjungan No. 32

di-
SURABAYA

« tanggal : 14 Pebruari 2017 perihal : Permohonan
ngajuan kredit antara ;

: SURABAYA, 1 Juni 1975
: PUCANG SEWL 7 / 33 SURABAYA

Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan . KARYAWAN SWASTA
(I.Bank I PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Thk
Alamat 2 Jdl. Tunjungas No. 32
sebesar - Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juda Rupizh )

: S/D 3 Agustus 2020
: Modal Kerja

dengan jangka waktu selama
dan akan dipergunakan untuk
dengan jaminan berupa bangunan/rusmah yang berdiri
. Letak Persil

Nomer Surat Izin Pemakaian Tanah

- Tanggal Surat tzin Pemakaian Tanah : 18 Agustus 2015

NO O A wn o

Alas nama
Masa Berlaku ljin
Nomor IMB : B46/B/1978
. Tanggat IMB 1 30 September 1978

di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
: PUCANG SEWU VI / 33
: 188.45/2245P/436.6.18/2015

D JUSHWITA KURNIATT
: 3 Agustus 2015 s/d 3 Agustus 2020

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut -

- Batwa Bark wapb kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud

selama jangka wakiu pembesian kredit

daryatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit :

Pemenntah Kota tidak mempuryai koensekuensi
Bark);

kewajthanrya terhadap Bank);
- Bahwa apabila dilakikan lelang atas bangunan

th (Permegang IPT)

Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beraku in
Pemakatan Tanah ini tetah habis dan tidak diperpanfang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan ifin tersebut dicabut,
ywidis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab

Batwa Bank bertanggung jawab sepenubrya apabila debitur (peminjam} melakukan Wanprestasi (latai melakikan
yang berdiri diatas tanah aset Pemerirntah Kota Suwabaya karena

wajib mengunss pengalihan in

pitak lain maka segala akibat hkum yang lerjadi menjadi
yang dimakswd, termasuk permohonan persetuyuan Dimas
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Momor :581/00USG 1436.7.11/2017 Kepada :
Lampiran : - Yth. Pimpinan PT PRIMA MASTER BANK Capem
Perthal  : Rekomendasi Bank Surabaya Darmo Indah
Jl. Darmo Indah Timur $8-12
di-

SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari KARIN BINANTO . tanggal : 16 Pebruari 2017 perhal : Permohonan
Rekomendasi Bark ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara

i. Nama : KARIN BINANTO , setaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578064808380008
Tempat f tanggal kxhir : SURABAYA, 8 Agustuss 1988
Alamat tempat tinggal : DUKUH KUPANG TIMUR 10 /7 42 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan . PELAJARMAHASISWA,

H.Bank : PT PRIMA MASTER BANK Capem Surabaya Damo Indah
Alamat : JI. Darmo Indah Timur SS-12
sebesar 2 Rp 1.000.000.000,00 { Satu Milyar Rupiah )
dengan jangka wakiu selama : 5/d 23 Oktober 2018

? dan akan dipergunakan urduk : Modal Kerja

dengan jaminan berupa banguran/rumah yang berdiri di atas tansh aset Pemerintah Kota Surabaya ;
1. Letak Persi : DUKUH KIJPANG TIMUR X 7 48
2. Nomor Surat izin Pemakaian Tanah : 188.45/03298/436.6.18/2014
3. Tanggal Swrat lzin Pemakatan Tanzh : 13 Maret 2014
4. Alas nama : KARIN BINANTO
5. Masa Beriaku ljin : 23 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2018
6. Nomor IMB : 188/5203-91/436.6.2/2011
7. Tanggal IMB : 22 Desemnber 2011

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebus, dengan ketentuan sebagai berikut -

1. Bahwa Bank wajb kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
daﬂa:auwnpaikredﬂte:sebmum, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beriaky {jire
Pefmakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperparjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan §in tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jfawab Bank);

3. Balwa Bank bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestiasi (lalai meiakukan

D kewajbannya terhadap Bark); .
4-BaMaapabﬁaMmbla'gatasbamnyam;berd&idiatasmhaset Pemerintah Kola Surabaya karena
%aW(%}MWMWMMW@bmmWI@
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

mmgugmmpiakdaﬂnpagdﬂmhedﬂmm,tmmmmmmm
Pwmmmmemmammmmwﬁmmpmmw

G.BaMaBarkwaﬁmelaksamkanmbahanswatrm-dasa apabiia terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam swat dmaksud, sesumi dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Banguman dan Tanah kota Sweabaya
berdasarkan ketentuan yang beriaku ;

?.Batmaambiaketem.ante:sebmdlatasbmiﬂs!dﬁtﬂakdpe(ui, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
meengadi batal dan tidak bertaku ;

mbusan
h (Pemmegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ ol /1436.7.1112017 Kepada ;
Lampiran - Yth. Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero }
Perihat : Rekomendasi Bank TbK, Kep Genteng Kali
JI. Genteng Besar No. 26
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari M. SAFE tanggal : 16 Pebruari 2017 perihal : Permohonan Rekomendasi

Bank ,yang akan dipergunakan sebagal persyaratan pengajuan kredit antara

L. Nama : M. SAFEI , selaku Peminjam (Debitur)
Nomror Kartu Tanda Penduduk : 3578122008830001
Tempat { tanggal lahir : SURABAYA, 20 Agustus 1983
Alamat termpat tinggal ;JL. SOMBO NO. 88 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekeraan : KARYAWAN SWASTA
HBank : PT BANK RAKYAT iNDONESIA (Persero ) TbK, Kep Gerdeng Kafi
Alamat 2l Genteng Besar No. 26
sebesar : Rp 500.000.000;00 ( Lima Ratus Juta Rupiah )
dengan jangka waktu sefama : S/d 31 Maret 2021
; dan akan diperguakan untuk : Modal Kesja
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanzsh aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persil :JL SOMBO NO. 88A
2. Nornor Surat 1zin Pemakaian Tanah 1 188.45/12028/436.6.18/2016
3. Tanggal Swat 1zn Pemakaian Tansh 113 Oktober 2016
4. Atas nama : M. SAFEI
5. Masa Begtaku ljin 1 31 Maret 2016 s/d 31 Maret 2021
6. Nomor iIMB : 188.4/5519-93/436.6.2/2016
7. Tanggal IMB : 18 Agustus 2016

7.

8.

musary
1{Pemegang 1IPT)

Bahwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketertuan sebagai berikut :

. Batwa Bank wajb-kr.l bertanggung fawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pernberian kredit

dan/atau sampai kredit tersebut funas, termastk besaran pemberian kredit

- Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksuod. Apabila dkemudian hari masa berkaku ljin

Pemakaian Tanah i telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan §in tersebut dicabu,
Perperirtah Kota tidak mempunyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang meniadi tanggung jawab Bark);
Bahwa Bark bertanggung jawab sepenuhnya apabitz debitr (peminfam) melakukan Wanprestasi (lakai mekakukan
kewvajibarnya terhadap Bank); '

.BaMaapabkﬂakmanuammaSMmmyambadﬁdMMasthth&rabayakaaa

lalamya peminiam (Debittr) atas pinjaman dimaksod, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalihan ljin
Pesnakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang bertaku ;

.Batmaapabﬂatadapmpagammkednmmpadapﬁnkmmkasegahmmnymtajadinmjadi

EmgmMmmmmMmdm.MMMmmm
PmmmmTammmmwmmnmmmmm
intuk mengevaluasi lin Pemakaian Tanah ;

-MamW@mmmm.mtammymdmm

dakansuﬁﬁmkmﬁs&e@dmkewman&m?ﬂgddaan%mmemhkﬁa&mm
berdasarkan ketentuan yang bertat ;
Bafmaq:amkaamantemebmdiatasbuﬁr1sld6wakdm1imakarekmﬁasi inl yang telah diberikan
mexyadi batal dan tidak bertakuy ;
Ba!marekmaﬁasiBai(iimdaibahkusejaktanggaldﬁanda!algaxi

Demikian untuk mesiadikan makium.
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5§343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor :581/60UL  /4357.11/2017 Kepada :
Lampiran ;- Yth. Pimpinan PT. BRI KCP MAYJEN SUNGKONO
Perihal  : Rekomendasi Bank Ruko Rich Palace Blok R 1-2 JL Mayien Sungkono
di
SURABAYA

Sehutwngan dengan surat dari ATIEK SULISTYOWATI an. PERORANGAN , tanggal : 13 Pebruari
2017 perhal : Permohonan Rekomendasi Bark \yang akan dipergunakan sebagal persyaratan pengajuan kredit

antara :
I. Nama t ATIEK SULISTYOWAT) an. PERORANGAN |, selaku
Peminjaim {Debitur) -

Nomor Karhit Tanda Penduxdik : 3578155805740002
Tempat f tanggal kahir I SURABAYA, 18 Mei 1974
Alamat tempat tinggal T KREMBANGAN JAYA UTARA 9/ 39 SURABAYA
Kewarganegarazn INDONESIA
Pekerjazan :MENGURUS RUMAH TANGGA,

N.Bank : PT. BRI KCP MAYJEN SUNGKONO

% Alamat : Ruko Rich Palace Biok R 1-2 JI. Mayjen Sungkono

sebesar : Rp 200.000.000,00 ( Dua Rahss Juta Rupiah )
dengan jangka waktu selama :sfd 25 April 2019
dan akan dipergunakan aiuk - Modal Usaha
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tansh aset Pemerintah Kota Surabaya -
1. Letak Persil : PURWODAD! il / 66

2. Nornor Surat 1zZin Pemakaian Taneh | 188.45/0145B/436.6.18/2016
3. Tanggal Surat Ian Pemakaian Tanah - 12 Pebnusari 2016

4. Atas nama T ATIEK SULISTYOWATI

5. Masa Berlaku §jin 125 April 2014 sfd 25 April 2019
6. Nomor IMB 1 188.4/768-85/436.7.5/2017

7. Tanggal IMB : 26 Januar 2017

Batwa kami tidak keberatan perjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut ¢

1. Bahwa Bank wajlb #ut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian
kredit danfatau sampai toedit tersebut unas, temmasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian har masa berlaku
lin Pemakaian Tanah ini tefah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat halhal yang menyebabkan §in

? tersebut dicabut, Pemerintah Kota tidak mempunyat konsekvensi yuridis atas penjaminan bangunan yang
meriadi tanggung jawab Bank);

3.Bahwa Barnk bertanggung jawab sepenuhniya apabila debitr (peminjam) melakukan Wanprestasi (fatai
metakukan kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila dilakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
karena lalainya peminjam (Debilr) atas pijaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajb mengurus
pengalhan fjin Pemakaian Tanah sesuai dergan ketentuan yang berlaku ;

S.MamtmmmMMR@m_prhmswmtmmWi
merjadi tanggung jawab para pihak dalam pengathan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan
persetijuan Dinas Pengeblaan Barngunan dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalihan kredit tersebut dan
Pemerirtah Kota berhak untuk mengevaluasi Jjin Permakaian Tanah

6. Bahwa Bank waijib melaksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap
perks dalam swrat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota
Swuabaya berdasarkan ketentian yang berlaku ;

7. Bahwa apabia ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah
diberikan menjadi batal dan tidak berfaku ;

B. Bahwa rekomendasi Bank ini mudai bertaku sejak tanggal ditandatangari,

Demikdan untuk metjadikan makkam.

Termbusan
Yih (Pemenans 1PT
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Jl. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  : 581 7 gLk} 1436.7.11/ 2017 Kepada :
Lempiran - Yth. Pimpinan PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Thk
Perthal : Perpaniangan Rekomendasi Bank JIL Cokiat No. 20-22
di-
- SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk . Nomor : 030/LG/BOH. ST/MS/MN2017,

tanggal : 14-02-2017 perihal : Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Bank . a.n LESTAR! DEWI yang dalam surat
tersebut terdapat kredit antare :

Nama : LESTARI DEWI | selaku Peminjam (Debrtur)
Nomor Karte Tanda Penduduk : 3578256104?20003

Tempat / tanggal lahir I NGANJUK, 27 April 1972

Alamat tempat tinggal : RUNGKUT ASRI TIMUR 5/ 8 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA

Pekerjaan I DOKTER
.Bank : PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk
Alamat _ s Coklat No. 20-22

sebesar - Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Jula Rupiah )
dengan jangka waklu selama : S/D 15 Pebruari 2622

dan akan dipergunzkan untuk : Kredi Pemifikan Rumah

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
1. Letak Persil TKARANG MENUR L/ 7

2. Nomor Surat zdn Pemakatzn Tanah 1 188.45/0389P/436.7.11/2017

3. Tanggal Surat 1zin Pemakaian Tarah 27 Januan 2017

4. Atas nama : LESTARI DEWI

5. Masa Berfaku ljin 215 Pebruari 2017 s/d 15 Pebruan 2022

6. Nomor IMB 1 3660/B78

7. Tanggal IMB : 6 Nopember 1979

Bahwa kami tidak keberatan Perpanjangan perjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai

berikus .

1. Bahwa Bark wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredi |

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas perjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beraku ljin
Pemakaian Tanah inl telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-ha! yang menyebabkan ifin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyal konsekuensi yuridis atas penfaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank),

3. Batwa Bank berlanggung jawab sepenuhrya apabita debitur {peminjam) melakukan Warprestasn (lakai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila diakikan lefarg atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerindah Kota Surabaya karena
lalainya peminjam (Debiir) atas pinfjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengalhan ljin
Pemakaian Tanzah sesuai dengan ketentuan yang beriaku ;

5. Bahwa ;a;,gabila terdapat pengalhan kredit Bark kepada pihak lkkin maka segala akibat hukom yang terjadi menjadi

@b para pihak dalam pengalifan kredit yang dimaksud, termasuk permohonan persehjuan Dinas
' unan dan Tanah Kota Surabaya sebelun pengafihan kredit tersebit dan Pemeritah Kota berhak
uatuk mengevah:as: ijin Pemakaian Tanzsh ;

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat rekomendas: apabila terdapat perbatkan yang dianggap periu
dalam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Swrabaya
besrdasarkan ketentuan yang berlaku ;

7. BEaMaapabﬂaketem:antersebttdiatas budir 1 s!dﬁhdakdq)etm nﬁkarekmlnyang teiah diberkan
menadi batal dan tidak berlaku ;

8. Batwa rekomendasi Bank ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangari.

Demikian unhik merfadikan makium.
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FEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELCLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor 1581/ QDUR /436.7.11 1 2017 Kepada -
Lampiran ;- Yth. Pimpinan PT, BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk
Perihal ! Rekomendasi Bank JL Tumjungan No. 32

ai-
SURABAYA

Sehubungan dengan suwrat dari JUSHWITA KURNIATI | tangga! : 14 Pebruari 2017 perihal : Permohonan

Rekomendasi Bank .yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

L Nama TJUSHWITA KURNIATI , selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578084106750002
Tempat / tanggal lahir I SURABAYA, 1 Juni 1975
Alamat tempat tinggal I PUCANG SEWU 7 7 33 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan - KARYAWAN SWASTA

L.Bank T PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Thk
Alamat I Turfungan No. 32
sebesar : Rp 500.000.000,00 { Lima Ratus Juta Rupiah )
dengan jangka waktu selama 8D 3 Agustus 2020
dan akan dipergunakan untuk * Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanch aset Pemerintah Kota Suabaya -

1. Letak Persit : PUCANG SEWIL V11 / 33

2. Nomor Surat 1zin Pemakaian Tansh 2 188.45/2245P1436.6.18/2015

3. Tanggal Swat izin Pemakaian Tanah 118 Agustus 2015

4. Atas nama D JUSHWITA KURNIATI

5. Masa Beraku ljin " 3 Agustus 2015 s/d 3 Agustus 2020

6. Nomor IMB . 846/8/1978

7. Tanggal IMB : 30 September 1978

Babwa kami tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut -

1. Babwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selema jangka wakiu permberian kredit
dan/atau sampai kredit tersebut lumas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bank bertanggung jawab atas perfaminan banguman dimaksud. Apabila dikemudian har masa berlaky tjin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hai yang menyebabkan ijin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempuyai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang meradi tanggung jawab
Bank);

3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenubnya apabila debitur (peminjam} melakukan Warprestasi {lalai melakukan
kewajibannya terhadap Bank);

4. Bahwa apabila ddakukan telang atas bangunan yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena
adainya pemingam {Debitir) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengunus pengalitan {jin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang beraku ;

3. Bahwa apabia terdapat pengalitan kredit S8ank kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi
tanggung jawab para pihak dalam pengalihan kredit yang dimakswd, termasuk permohonan persetuiuan Dinas
Pengelolaan Banguran dan Tanah Kota Surabaya sebelum pengalinan kregi tersebut dan Pemerintah Kota berhak
Lrkuk mengevahuasi iin Pemakaian Tanah 3

6. Bahwa Bark wajib melaksanakan perubahan surat fekomendasi, apabila terdapat perbaikan yang dianggap periu
dalam swal dimaksud, sesui dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tarah kota Surabaya
berdasarkan ketentuan yang bertaku ;

7. Bahwa apabila keteniuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipendty, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
Menjadi batal dan tidak bertaku

8. Batwa rekomendasi Bank ini mulai bertaky sejak tanggal ditandatangani. i \ ’ A f?"‘%

embusin

th (Pennegang 1PT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 1€8, 171, 213
SURABAYA

Nomor  : 581/ OOUG 7436.7.11/2017 Kepada :
tampian : - Yth. Pimpinan PT PRIMA MASTER BANK Capem
Perthal  : Rekomendasi Bank Surabaya Darmo Indah
JI. Darmo Indah Timur SS-12
di-
SURABAYA

Setwbungan dengan surat dari KARIN BINANTO . tanggal : 16 Pebruari 2017 perihal : Permohonan
Rekomendasi Bank ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit artara

ILNama : KARIN BINANTO | selaky Peminjam (Debitur)
Nomor Karhy Tanda Penduduk : 3578064808880008
Tempat / tanggat kahir : SURABAYA, 8 Agustus 1988
Alamat tempat tinggai : DUKUH KUPANG TIMUR 10 / 42 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjzan ! PELAJAR/MAHASISWA

lLBank : PT PRIMA MASTER BANK Capem Surabaya Darmo Indah
Alamat : JI. Darmo Indah Timue SS-12
sebesar * Rp 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah )
dengan jangka wakiu selama 1 8/d 23 Oktober 2018

@ dan akan dipergunakan unhuk : Modal Kerja

dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya -
1. Letak Persil : DUKUH KUPANG TIMUR X/ 48
2. Nomor Surat 1Zin Pemakaian Tanah 1 188.45/03298/436.6.18/2014
3. Tanggal Surat 17in Permakaian Tanzh 213 Maret 2014
4_Adas narma : KARIN BINANTO
§. Masa Berlaku ljin : 23 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2018
6. Nomeor IMB : 188/5203-91/436.6.2/2011
7. Tangga! IMB : 22 Desember 2011

Batwa kami tidak keberatan perjaminan bangunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berd :

1. Bahwa Bark wajb kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka waktu pemberian kredit
dar/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Balwa Bark bertanggung jawsb atas perjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku fiin
Pemakaian Tanwah inf telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan §in tersebut dicabut,
Femerintah Kota tidak mempuryai konsekuensi yuridis atas penjaminan bangunan yang mergadi tanggung jawab Bank);

3. Batwa Bark bertanggung jawab sepenunya apabila debitur (peminjam) melakukan Wanprestasi (iakai mekakuian

D kewajbannya terhadap Bank); .
4.Bahwaapabﬂadﬂaku<an!elargatasbargmanyargbaﬂ&idia:astEBhaset Pemerintah Kota Surabaya karema
hmapm(m)mmmmmmmmw@mmmmﬁm
PemakaianTanahsesuaida’aanketa'tmyangbeﬁaku;

dalansuﬁ&mksﬁ,sesmidemankmmgan&m?emebban&mmmeMkﬁaSwabaya
berdasarkan ketentuan yang berkiku ;

7. Barwaapabiaketem:antemebud'aiasbtﬂ1s!dﬁtﬁakdbemﬁ,makarekomerdasiiiyangtehhdibedcan
meniadi batal dan tidak berlaku ;

mbtsaan
h(Pemegang 1PT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor  :581/ EOLF 1436.7.1112017 Kepada :

Lampian ;- Yth Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA {Persero )
Perihal : Rekomendasi Bank TbK, Kep Genteng Kaii
Ji. Genteng Besar No. 26
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari M. SAFE | tanggal : 1€ Pebruari 2017 perihal : Permohonan Rekomendasi

Bark ,yang akan dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit antara -

. Nama : M. SAFEL, selaku Pemirjam (Debitur)
Nomor Kartu Tanda Pendudidk 1 3578122008830001
Tempat { tanggal akdr : BURABAYA, 20 Agustus 1983
Alarmat temmpat tinggal oJL SOMBO NO. 88 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

.Bank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) TbK, Kep Gernteng Kali

Alamat . Genteng Besar No. 26
sebesar : Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiati )
dengan jangka waktu selama . S/d 31 Maret 2021
dan akan dipergunakan uhuk : Modal Kerja

dengan jaminan benupa bangunan/rumah yang berdini di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya -

1. Letak Persil 14U SOMBO NO. 88A

2. Nomor Surat |zin Pemakaian Tanah 1 188.45/1202B/436.6. 1872016

3. Tanggal Suwrat 1zin Pemakatan Tanah 113 Cktober 2016

4. Atas nama ;M. SAFE]

5. Masa Berizku ljin 1 31 Maret 2016 s/d 31 Maret 2021

6. Nomor IMB 1 188.4/5519-93/436 6.2/2016

7. Tanggat IMB : 18 Agustus 2016

Batwa kamni tidak keberatan penjaminan bangunan tersebut, dengan ketertuan sebagai benkut :

1. Batwa Bank wajib ket bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
danfatau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredit ; _

2. Balwa Bank bertanggung jawab atas peniaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemuxdian hari masa berdaku ljin
Pemakaian Tanah ini telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hakhal yang menyebabkan gin tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekvensi yuridis atas perjaminan bangunan yang meniadi tanggung jawab Bank);

3. Babwa Bank bertanggung jawab sepenuivya apabila debitur (peminjam) melakukan Wangprestasi (lalsi melakukan

, kewajbannya terhadap Bank);

4. Batwa apabila diakukan lelang ates bangunan yang berdii diatas tanah aset Pemerirgah Kota Suabaya karena
latainya peminjam (Debitr) atas pinjaman dimaksud, maka Pemenang Lelang wajib mengurus pengafihan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan keterduan yang berlaku ;

5. Batwa apabia terdapat pengalinan kredit Bark kepada pihak lzin maka segala akibat hukum yang terjadi meniadi
mrggu-gjawabparapﬁﬁkdalampeq;alﬂlankmdﬁyangdmakm. termasuk permchonan persetyuan Dinas
PWMM@TMWM&MWMW&(M@PWWW
unkuk mengevalasi Ifn Pemakaian Tanah ¢

6. Bahwa Bank wajd melsksanakan perubahan surat rekomendasi, apabila terdapat perbakan yang dianggap periu
@hnsmmmdmmm@anmm%mddaanmmmmeamhkmSuabam
berdasarikan ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabiia ketentian tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberikan
menjadi batal dan tidak bertaky ;

8. Batmra rekomendasi Bank ini medai bertaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian uniuk menjadikan makkem.
mbusan

1{Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
Ji. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213

SURABAYA
Nomor :581/60UL  /436.7.11/ 2017 Kepada -
Lampiran : - Yth. Pimpinan PT. BRI KCP MAYJEN SUNGKONO
Perihal :Rekomendasi Bank Ruko Rich Palace Blok R 1-2 Ji. Mayjen Sungkono
di-
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari ATIEK SULISTYOWAT] an. PERORANGAN , tanggal : 13 Pebruarni
2017 perihal : Permohonan Rekomendasi Bark .yang akan dipergurmkan sebagai persyaratan pengajuan kredit
antara : aal -

. Nama TATIEK SULISTYOWATT an. PERORANGAN | selaku
Peminjam (Debitur)

Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3578155805740002
Tetrpat f tanggal ahir I SURABAYA, 18 Mei 1674
Alamat tempat tinggal : KREMBANGAN JAYA UTARA 9/ 39 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

. Bank ! PT. BRI KCP MAYJEN SUNGKONO
Alamat : Ruko Rich Palace Blok R 1-2 0L Mayjen Sungkono
sebesar : Rp 200.000.000,00 ( Pua Ratus Juta Rupizh )
dengan jangka wakiu selanmma 2 sid 25 April 2019
dan akan dipergunakan untuk : Modal Usaha
dengan jaminan benpa bangusan/rumah yang berdini di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya :
1. Letak Persi : PURWODADI 1 / 66

2 Nomor Surat 1zn Pemakaian Tanah - 188.45/0145B/435.6.18/2016
3. Tanggal Surat 1zin Pemakaian Tanah  : 12 Pebruari 2016

4. Atas nama TATIEK SULSTYOWAT!

5. Masa Berlaku liin 125 April 2014 s/d 25 Apdl 2015
6. Nomor IMB 1 18B.4/758-95/436.7.5/2017

7. Tanggal IMB : 26 Jamuari 2017

Bahwa kami tidak keberatan peniaminan bangunan tersebut, dengan ketertuan sebagai berikut
1. Bahwa Bark wajib dat bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud sefama jangka waktu pemberian
kredit dar/atau sampai kredit tersebut lunas, termasuk besaran pemberian kredi p

2. Batwa Bark bertanggung jawab atas penfaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa berlaku
lin Pemakaian Tanah ini telah habis dan fidak diperpaniang atau terdapat hak-hal yang menycbhabkan §in

merjadi tanggung jawab Bark);
3. Bahwa Bank bertanggung jawab sepenubnya apabita debitur {(peminjam) melakukan Wanprestasi (lalai
melakukan kewajibannya terhadap Bank); '
4~BaMaapabﬂadﬂakdwnbbngatasbmguanyagbaﬂhdataswmhasetPanaitahKotaSu'abaya
karena lalainya peminam (Debitur) atas pijaman dinaksud, maka Pemenang Lelang wajh mengurus

€. Bahwa Bank wajb melaksanakan perubahan surat fekomendasi, apabila terdapat perbakan yang dianggap
perk: datam surat diraksud, sesnideq;ankanemrganbim%ngeb!aanBangman-danTanahkota
Suabayabat!asarkapketetn:anyangbedaku;
7. Bahwa apabiia ketentumn tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuti, maka rekomendasi ini yang tetah
diwri-canrneq‘adibataldantidakbeahku;
B.BarmarekmnasiBarkiimUaibedakusejaktarggaldﬂarﬁatanga:i
Demikian untuk menjadilan makkm,

Tembusan
Yth (Pemegang IPT)
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

JI. Taman Surya No. 1 Telp. 5343051-57 Psw. 124, 136, 154, 168, 171, 213
SURABAYA

Nomor 1581/ a)(_,u_* f436.7.11 1 2017 Kepada :
Lampiran - - ¥Yth. Fimpinan PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Thk
Perihal : Perpanijangan Rekomendasi Bank Jl Coklat No. 20-22
di-
- SURABAYA

Sehubungan dengan surat dard PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tok , Nomor ° O30/LG/BOIL.ST/MS/1I/2017,
tanggal : 14-02-2017 perihal : Permohonan Perpanangan Rekomendasi Bank . an LESTAR! DEWI yang dalam surat

tersebiut terdapat kredit antara

I. Nama I LESTARI DEW] | selaku Peminjam (Debitur)
Nomor Karku Tanda Penduduk 1 3578256104720003
Ternpat / tanggal tahir : NGAMJUK, 21 April 1972
Alamat tempat tinggal : RUNGKUT ASRI TIMUR 5 / 8 SURABAYA
Kewarganegaraan INDONESIA
Pekerjzan : DOKTER
N.Bank : PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk
Alamat :JL Coklat No. 20-22
sebesar : Rp 500.000.000,00 { Lima Ratus Juta Rupiah )
dengan jangka waldu selama . SfD 15 Pebnuar 2022
dan akan dipergunakan untuk : Kredit Pemiikan Rumnah
dengan jaminan berupa bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
1. Letak Persil : KARANG MENUR /17
2. Nomor Surat izin Pemakatan Tangh : 188.45/0389P/436.7. 11/2017
3. Tanggal Swrat izn Pemakaian Tanah 1 27 Januari 2017
4. Atas nama : LESTARI DEWE
5. Masa Berlaku ljin - 15 Pebruari 2017 s/d 15 Pebruari 2022
6. Nomor IMB : 3680/B79
7. Tanggat IMB : 6 Nopember 1979

Balwa kami tidak keberatan Perpanjangan penjaminan bangunan lersebut, dengan keiemuan sebagai
berikut :

1. Bahwa Bank wajib kut bertanggung jawab atas pemberian kredit dimaksud selama jangka wakiu pemberian kredit
darn/atau sampat kredit tersebut funas, termasuk besaran pemberian kredit ;

2. Bahwa Bark bertanggung jawab atas penjaminan bangunan dimaksud. Apabila dikemudian hari masa beraku jjin
Pemakaian Tanah i telah habis dan tidak diperpanjang atau terdapat hal-hal yang menyebabkan j§in tersebut dicabut,
Pemerintah Kota tidak mempunyai konsekuensi yunidis atas penjaminan bangunan yang menjadi tanggung jawab Bank);

s 3. Bahwa Bark bertanggung jawab sepenuhnya apabila debitur (peminiam) melakukan Wamr&ctasr (latai melakukan

kewajibannya terhadap Bank};

4. Bahwa apabila diakukan lelang atas bangunan yang berdiri diatas tanah asel Pemerintah Kota Surabaya karena
lalainya peminjamn (Debitw) atas pigaman dimaksud, maka Pemenang Lelang waiib mengunues  pengalhan ljin
Pemakaian Tanah sesuai dengan ketentuan yang beriaku ;

5. Batwy, ;agabﬁﬂ terdapat pengakhan kredit Bank kepada pihak fain maka segala akibat hukumn yang terjadi menjadi
tar}gg gg&abpampﬁnkdalampenga!&ankredﬂyangdmksw termasik permohonan persetyuan Dimas

“Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebefun pengafiban kredit tersebut dan Pemerintah Kota berhak
untuk mengevaluasi ijin Pemakaian Tanah ;

6. Baxhwa Bark wajih melaksanakan perubahan surat rekonmasn, apabita terdapat perbaikan yang dianggap periu
dafam swat dimaksud, sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanzh kota Swrabaya
berdasarkan ketestuan yang berlaku ;

7. Bahwa apabila keterduan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak diperuhi, maka rekomendasi ini yang telah diberkan
m-erjadi batal dan tidak berlaku ; _

8. Baatwa rekomendasi Bank ini nudai bertaku sejak tanggat ditandatangani.

Demikian uniuk merjadikan makium,
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
I} DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya 60272
Telp.(031) 5312144 Psw.124,136,138,140,154,298 Fax (031) 5353782

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, sebagai berikut:

1. berdasarkan permohonan pemegang Izin Pemakaian Tanah,
Pemerintah Kota Surabaya atas persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surabaya berwenang meiakukan tindakan
pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah
diterbitkan |zin Pemakaian Tanah.

2. bahwa permohonan pelepasan yang masuk di Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) permohonan, dengan
rincian sebagai berikut;

Jumlah

No Kecamatan Permohonan
1. | Sawahan 21
2. | Wonokromo 22
3. | Tegalsari 17
4. | Dukuh Pakis 26
5. | Bubutan 18
6. | Genteng 8
7. | Gubeng 58
8. | Krembangan 25
9. | Simokerto 29
10. | Tambaksari 24
11. | Tenggilis Mejoyo 3
12. | Pabean Cantikan 3
13. | Semampir 2

Jumlah 256

3. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya,
menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD berwenang
melakukan tindakan pelepasan tanah yang telah diterbitkan
IPT berdasarkan permohonan dari pemegang IPT.

(2) Pemegang IPT yang berhak mengajukan permochonan
pelepasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
Surabaya.

Pasal 3

Objek pelepasan adalah tanah yang telah diterbitkan IPT
dengan kriteria sebagai berikut:

www surabaya.qo.id, Emaitdinaspbt@surabaya.go.id
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. Peruntukan lzin Pemakaian Tanah adalah perumahan

dengan penggunaan untuk rumah tinggal;

. Pemohon merupakan pemegang Izin Pemakaian Tanah

selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
¢. lzin Pemakaian Tanah masih berlaku:
d. Luas Izin Pemakaian Tanah maksimal 250 m?:
yang bisa dilepaskan bagi

e. Hanya satu persil
mempunyai |zin Pemakaian Tanah lebih dari satu persil;

f. Tidak dalam sengketa/masalah; dan

g. Tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

yang

4. bahwa berdasarkan rapat koordinasi tersebut di atas, diperoleh
hasil verifikasi atas permohonan pelepasan yang tidak memenuhi
kriteria objek pelepasan tanah sampai dengan tanggal 31

Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PERMOHONAN YANG
TIDAK MEMENUHI KRITERIA
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH <20 KTP NON | SENGKETA
TAHUN | SURABAYA | /IMASALAH
1. | Sawahan Pakis 3 2 1 -
2. | Wonokromo Ngage! Rejo 3 3 - -
3. | Tegalsari Wonorejo 2 2 - -
4. Dukuh Pakis Dukuh o 7 9 9
Kupang
5. | Bubutan Jepara 2 2 - -
Gundih 2 2 - -
Tembok 2 2 i i
Dukuh
6. | Genteng Genteng 1 1 - -
Peneleh 1 1 -
7. | Gubeng Airlangga 2 1 1 -
Baratajaya 6 3 3 -
Kertajaya 3 3 - -
Pucang Sewu 4 2 2 -
Gubeng 1 1 - -
8. | Krembangan Kemayoran 2 2 - -
Perak Barat 7 6 1 -
Dupak 4 4 - -
9. | Simokerto Tambak Rejo 2 2 - -
Simokerto 3 3 - -
Sidodadi 1 1 -
10. | Tambaksari Ploso 2 2 - -
Tambaksari 5 4 1 -
\' m:‘g}%g‘s Kutisari 1* 1 i 1
L gzﬁzign Perak Timur 2 2 - -
Jumiah Keseluruhan 70

Keterangan :
* ) terdapat permohonan yang tidak memenuhi lebih dari 1 kriteria

5. Lebih lanjut disampaikan bahwa sampai dengan 31 Januari 2017
hasil pemeriksaan sementara dan cek lokasi yang dilakukan oleh
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terdapat 134 berkas
yang memenuhij kriteria pelepasan dan 52 berkas permohonan
yang tidak memenuhi kriteria pelepasan, dengan rincian sebagai

berikut :
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CTETRERE AR AT T T AT

RUTEL B L (LI

NO

KECAMATAN

KELURAHAN

JUMLAH
PERMOHCNAN

MEMENUHI KRITERIA

PERMOHONAN TIDAK
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Wawancara Dengan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Semut

Narasumber
Jabatan

Pelaksanaan

1. Pertanyaan

Jawaban

2.Pertanyaan

Jawaban

3.Pertanyaan

: Devri Winarno, S.E
: Collecton Supervisior

: 7 November 2016.

: Apakah Bank Mega Syariah mau menerima Surat Hijau sebagai
jaminan kredit? Mengingat sifat dari Surat Hijau yang hanya
merupakan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Kota

Surabaya.

: Dalam penjaminan kredit terlebih di Bank Mega Syariah ini
bukan Surat Hijau yang dijadikan jaminan, namun bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau yang dijadikan jaminan.
Namun tetap dalam pengajuan kredit, Surat Hijau merupakan
salah satu dokumen persyaratan yang harus di lampirkan oleh
nasabah kepada pihak bank ketika mengajukan permohonan
kredit.

: Bagaimana bahan pertimbangan dalam penilaian pihak bank
terkait bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau sebagai

jaminan kredit?

: Hal ini tergantung dari penilaian pihak surveyor. Biasanya
penilaian jaminan (appraiisale) ini nilai cair maksimal 70 persen
atas bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau. Misalnya
nilai bangunan tersebut Rp 200.000.000,00, maka 70 persen dari
Rp 200.000.000,00, adalah Rp 140.000.000,00. Ini semua

tergantung dari pihak surveyor mau memberi penawaran berapa.

. Apa saja aspek pertimbangan dari pihak bank termasuk Bank

Mega Syariah ini dalam memberikan kredit kepada nasabah?
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Jawaban : Kalau dari pihak Bank Mega Syariah ini biasanya pihak
surveyor akan melakukan survei dengan memperhatikan aspek-

aspek:

1. Menggunakan prinsip 5C, agar dapat diketahui: (a). Character
(sifat dari nasabah seperti kejujuran, perilaku, dan
ketaatannya), (b). Capital (kekuatan permodalan, struktur
permodalan, rasio perbandingan utang dengan modal sendiri),
(c). Capacity (kemampuan nasabah dalam menjalankan
bisnisnya serta kapasitas usahanya), (d). Collateral (jenis
aguanan, kualitas agunan, dan status agunan yang dimiliki
nasabah), dan (e). Condition of Economy (kondisi ekonomi
yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha nasabah).

2. Jaminan atas bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau.
Diadakan pengecekan tentang keabsahan bukti otentik atas
jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau
tersebut apakah memang benar merupakan milik nsabah.
Selain itu juga di cek keabsahan atas Surat Hijau. Pihak
nasabah mengajukan izin tertulis kepada Pemerintah Kota
Surabaya dalam hal ini ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya yang menyatakan bahwa Surat Hijau
atas nama nasabah akan dijadikan salah satu persyaratan
dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kredit dan izin
bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau ini
akan digunakan sebagai jaminan kredit. Dengan persetujuan
dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
inilah sebagai bukti otentik bahwa Pemerintah Kota Surabaya
sebagai pemilik tanah Surat Hijau telah memberikan izin
kepada nasabah untuk menjadikan Surat Hijau sebagali

dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan
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kredit dan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau ini
dapat dijadikan jaminan kredit.

Usaha yang dimiliki oleh pemohon kredit. Sebelum
memberikan kredit, pihak bank juga melihat dari kondisi
usaha yang dimiliki oleh nasabah karena hal ini terkait
dengan kesanggupan pemohon kredit dalam membayar
angsuran atas kredit yang nantinya akan diberikan. Apakah
hasil dari usaha milik pemohon kredit ini nantinya mampu
untuk membayar angsuran. Pihak bank akan melakukan
survei dengan mendatangi usaha milik pemohon kredit. Pada
saat survei tersebut, pihak bank melihat kondisi dari usaha
milik nasabah apakah ramai dikunjungi pembeli atau tidak.
Selain itu juga melakukan wawancara terhadap pegawai
pemohon kredit yang menangani usaha tersebut.

. Wawancara dengan nasabah.

. Survei lingkungan. Pihak bank akan melakukan survei ke
lingkungan tempat tingal pemohon kredit. Wawancara ini
dilakukan secara acak ke tetangga pemohon kredit. Dalam
wawancara tersebut pihak bank akan menanyakan tentang
kondisi ekonomi pemohon kredit jika dilihat dari sudut
pandang tetangga. Selain itu juga akan menanyakan kegiatan
sehari-hari yang selalu dilakukan oleh nasabah. Juga
termasuk tentang kondisi usaha milik nasabah, apakah usaha
milik nasabah yang telah di informasikan ke pihak bank
memang benar miliknya atau bukan.

. Wawancara dengan rekanan nasabah. Wawancara dengan
rekanan nasabah ini biasanya dilakukan terhadap rekanan
bisnis nasabah. Dalam wawancara itu tidak hanya satu
rekanan bisnis tetapi juga ke beberapa rekanan. Dalam
wawancara ini akan dilakukan pengecekan terkait usaha milik

nasabah. Apakah usaha yang bekerjasama dengan rekanan
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4.Pertanyaan

Jawaban

tersebut memang benar-benar milik nasabah. Dalam
wawancara tersebut juga akan ditanyakan soal kondisi usaha
nasabah saat ini yaitu dengan melihat jumlah pesanan
nasabah kepada rekanannya terkait bahan baku bagi usaha
nasabah. Karena jika jumlah pesanan nasabah ke rekanan
bisnisnya ini setiap pesan selalu sama atau stabil dalam
jumlah banyak, maka ini akan menggambarkan kondisi usaha
nasabah memang dalam kondisi baik.

Jadi dapat dikatakan bahwa survei yang dilakukan oleh
pihak surveyor ini dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Survei usaha nasabah
2. Survei karakter nasabah

. Kira-kira dokumen apa saja yang harus dilampirkan oleh

nasabah pada saat pengajuan permohonan kredit?

: Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:

1.
2.

Asli dan foto copy Surat 1zin Pemakaian Tanah (Surat Hijau)
Asli dan foto copy tanda pembayaran retribusi pemakaian
tanah

Asli dan foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang) dan STTS (Surat Tanda Terima Sementara) PBB
tahun terakhir

Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik nasabah yang
masih berlaku

Asli dan foto copy IMB (lzin Mendirikan Bangunan)

Asli dan foto copy SKRK (Surat Keterangan Rencana
Kabupaten/Kota)

Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Foto copy KK (Kartu Keluarga)

Foto copy surat nikah
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5.Pertanyaan

Jawaban

6.Pertanyaan

Jawaban

7.Pertanyaan

Jawaban

. Jenis kredit apakah yang sering diajukan oleh nasabah?

Biasanya rata-rata nasabah tertarik untuk mengajukan
permohonan kredit modal usaha. Tetapi juga ada beberapa

nasabah yang mengajukan permohonan kredit investasi.

: Apakah perbedaan antara kredit modal usaha dan kredit

investasi?

: Kredit modal usaha adalah kredit yang diberikan untuk
kepentingan kelancaran bagi modal usaha nasabah. Kredit ini
mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha
nasabah. Sedangkan kalau kredit investasi adalah kredit yang
diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman
modal yang bersifat jangka panjang. Untuk kredit investasi ini,
dalam praktik pihak nasabah biasanya menggunakan dana kredit

yang cair untuk membeli ruko.

. Setelah dokumen-dokumen dan persyaratan dianggap lengkap

oleh pihak bank, maka apa langkah selanjutnya?

: Setelah pihak bank menganngap semua dokumen-dokumen dan
persyaratan lengkap untuk selanjutnya akan dibuat akta
perjanjian kredit di hadapan notaris. Dalam proses pembuatan
perjanjian kredit di hadapan notaris tersebut dihadiri oleh
perwakilan pejabat bank dan nasabah. Perwakilan dari pejabat
bank ini juga tergantung dari plafon kredit yang diajukan oleh

nasabah, dimana:

a. Jika plafon kredit 10-100 juta ini yang mewakili adalah Unit
Manager dan Surveyor

b. Jika plafon kredit 101-200 juta yang mewakili adalah District
Manager, Unit Manager dan Surveyor


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

c. Jika plafon kredit 201-300 juta yang mewakili adalah
Regional Manager, District Manager, Unit Manager dan
Surveyor

d. Jika di atas itu yang mewakili adalah Direksi, District

Manager, Unit Manager dan Surveyor

Dalam akta perjanjian kredit ini berisikan klausul-klausul
pasal yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana
klausul-klausul perjanjian kredit pada umumnya, tenor (jangka
waktu kredit yang diajukan atau lamanya angsuran kredit), dan
jadwal pembayaran angsuran. Setelah itu perjanjian kredit di

tanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga oleh notaris.

Setelah pembuatan akta perjanjian kredit ini, untuk proses
selanjutnya dilakukan pelekatan jaminan dengan APHT (Akta
Pemberian Hak Tanggungan). Pelekatan jaminan dengan APHT
ini sebagai antisipasi jika suatu saat kredit nasabah mengalami
macet, maka jaminannya dapat di eksekusi. Dalam pelekatan atas
jaminan berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau
ini harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh para pihak
yang bersangkutan, termasuk jika Surat Hijau ini merupakan
warisan maka harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris.
Dalam pembuatan APHT ini dihadiri oleh nasabah beserta
suami/isteri dan juga para ahli waris (jika Surat Hijau merupakan

warisan).

Setelah proses pembuatan akta perjanjian kredit selesai,
untuk selanjutnya notaris membuka rekening ke bank. Dan
notaris juga mengurus ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah untuk memberikan Salinan APHT sebagai bukti bahwa
atas jaminan berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Surat
Hijau ini telah dilekatkan APHT sebagai jaminan kredit.
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8.Pertanyaan

Jawaban

9.Pertanyaan

Jawaban

10.Pertanyaan

Jawaban

. Kapan dana kredit akan dicairkan?

. Setelah proses di atas selesai, maka dana kredit itu akan cair
melalui ATM Nasabah.

: Apakah di Bank Mega Syariah ini pernah terjadi kasus kredit
macet dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat
Hijau?

: Pernah Ada. Seingat saya di daerah Dukuh Kupang.
: Bagaimana cerita dari kasus kredit macet tersebut?

: Untuk identitas nasabah, kami tidak dapat memberitahukan
karena hal ini terkait dengan rahasia bank terutama kebijakan
dari Bank Mega Syariah sendiri. Tapi untuk cerita dari kasusnya,
akan saya ceritakan walaupun tidak lengkap terkait identitas
nasabah. Jadi sekitar tahun 2013 pernah terjadi kasus kredit
macet dengan jaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat
Hijau. Anggap saja nasabah tersebut di inisialkan nasabah x.
Nasabah x ini merupakan nasabah Bank Mega Syariah. Nasabah
X vyang beralamat di daerah Dukuh Kupang, Surabaya
mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah x menjaminkan
bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijaunya. Dengan
kredit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ini,
nasabah x harus membayar tiap bulannya sebesar Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu selama
5 (lima) tahun. Memasuki tahun pertama, nasabah x mampu
membayar angsuran tersebut tiap bulannya. Masuk tahun kedua,
nasabah x mulai sering telat membayar angsuran tiap bulannya,
sampai pada akhirnya nasabah x ini tidak membayar sama sekali

dan menunggak atas angsuran tiap bulannya.
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11.Pertanyaan

Jawaban

: Bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak Bank Mega

Syariah dalam menangani kasus tersebut?

: Langkah awal yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melalui
bagian deskcall, deskcall menelpon nasabah x untuk
mengingatkan kepada nasabah bahwa telah jatuh tempo dalam
pembayaran angsuran. Dalam menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran angsuran ini didasarkan pada tanggal pencairan
dana. Jadi untuk kasus nasabah x ini, nasabah x menerima dana
kredit tepatnya pada tanggal 2 januari, maka tanggal 2 Februari
merupakan awal nasabah x dalam membayar angsuran kreditnya.
Karena pada tanggal 2 Februari belum membayar angsuran,
maka dapat dikatakan bahwa nasabah x ini telah jatuh tempo
dalam pembayaran. Karena peringatan yang dilakukan oleh
deskcall ini tidak dihiraukan oleh nasabah, maka pada tanggal 3
Februarinya, pihak teller menggantikan deskcall untuk
mengingatkan nasabah x melalui telepon. Ketika di telepon oleh
teller, nasabah x ini berjanji kalau akan membayar 3 hari
kemudian setelah nasabah x ini berhasil mendapatkan pinjaman
uang dari temannya. Setelah 3 hari kemudian yaitu tepatnya
tanggal 6 Februari, pihak teller mengingatkan melalui telepon
kepada nasabah x untuk segera membayar angsuran, namun
nasabah x ini mengatakan kalau belum sanggup untuk membayar
pada hari itu juga karena masih belum mendapatkan pinjaman
uang dan kondisi keuangan usaha miliknya lagi menurun.
Nasabah x berjanji akan membayar 3 hari kemudian. 3 hari
kemudian tepatnya tanggal 9 Februari, pihak teller mengingatkan
lagi kepada nasabah x melalui telepon. Namun nasabah x masih

saja mengatakan kalau belum sanggup membayar.

Setelah melalui telepon tidak dihiraukan, pihak teller

mendatangi rumah nasabah x untuk mengingatkan secara
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langsung. Kedatangan pihak teller tidak disambut dengan baik
oleh nasabah x, karena pada saat itu yang menemui pihak teller
adalah anak dari nasabah x yang mengatakan bahwa nasabah x
tidak sedang berada di rumah. Karena tidak bertemu dengan
nasabah x akhirnya pihak teller kembali. Setelah menunggu
sampai memasuki bulan ketiga yaitu bulan Maret dan masih
belum ada itikad baik dari nasabah x untuk membayar angsuran
kreditnya, maka pihak Bank Mega Syariah memerintahkan
kepada Debt collector untuk melakukan penagihan kepada
nasabah x. Namun tetap saja nasabah x tidak dapat ditemui.
Memasuki pertengahan bulan Maret dengan masih tidak ada
kepastian dari nasabah x, pihak Bank Mega Syariah
mengeluarkan SP 1 sebagai surat peringatan pertama atas jatuh
tempo pembayaran angsuran kredit. Setelah SP 1 ini dikeluarkan,
diberikan waktu selama 2 minggu kepada nasabah x untuk segera
menjawab surat peringatan tersebut dan segera membayar
angsuran kreditnya yang telah jatuh tempo. Setelah 2 minggu
menunggu dan tidak ada balasan dari nasabah x, Bank Mega
Syariah mengeluarkan SP 2 sebagai surat peringatan kedua
kepada nasabah x untuk segera menjawab surat peringatan yang
telah dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah dan membayar
angsuran  kreditnya. Dalam  proses mengunggu  dari
dikeluarkannya SP 1 sampai SP 2 ini dari pihak Bank Mega
Syariah tetap melakukan penagihan kepada nasabah x.

Memasuki awal bulan April tetap tidak ada jawaban dari SP
2 yang telah dikirimkan Bank Mega Syariah kepada nasabah X,
Bank Mega Syariah mengeluarkan SP 3 sebagai surat peringatan
terkahir kepada nasabah x. Setelah dikeluarkan SP 3, oleh Bank
Mega Syariah diberi jangka waktu 1 bulan kepada nasabah x
untuk dapat menjawab surat peringatan yang telah dikirimkan

oleh Bank Mega Syariah dan untuk segera membayar angsuran
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12. Pertanyaan

Jawaban

13.Pertanyaan

Jawaban

kreditnya. Memasuki bulan kelima yaitu bulan Mei, ternyata
masih tetap tidak ada jawaban dari nasabah x. Satu bulan
kemudian yaitu bulan Juni, sebagai langkah terakhir, Bank Mega
Syariah mendaftarkan lelang atas jaminan bangunan yang berdiri
di atas tanah Surat Hijau milik nasabah x ke Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebelum di daftarkan
ke KPKNL, pihak debt collector mendatangi nasabah x dengan
mengajukan pilihan apakah nasabah x sendiri yang akan
melakukan pelelangan atas jaminan miliknya atau pihak Bank
Mega Syariah yang akan mendaftarkan jaminan milik nasabah x
ke KPKNL. Karena nasabah x ini tetap tidak memiliki itikad
baik, maka Bank Mega Syariah mendaftarkan jaminan milik
nasabah x ke KPKNL untuk selanjutnya dilakukan pelelangan.
. Apa sajakah syarat untuk dapat di daftarkan lelang?
. Syarat untuk dapat didaftarkan lelang:
a. SP 1, SP 2, dan SP 3 sudah berjalan
b. Berkas-berkas nasabah (seperti berkas pada awal pengajuan
kredit) harus lengkap termasuk dengan bukti perjanjian kredit
antara pihak Bank Mega Syariah dengan nasabah x dan juga
APHT atas bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau.
Saat jaminan tersebut di daftarkan, pihak bank pada
dasarnya sudah memiliki calon pembeli atas jaminan yang
nantinya di lelang. Hal ini agar mempercepat proses eksekusi

atas jaminan milik nasabah.
. Siapakah yang menetapkan jadwal pelaksanaan lelang?

. Yang menetapkan jadwal lelang adalah KPKNL. KPKNL akan
mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada
Bank Mega Syariah. Setelah dikeluarkan jadwal pelaksanaan
lelang ini pihak Bank Mega Syariah melakukan pengumuman

lelang melalui koran.

10
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14 Pertanyaan

Jawaban

15.Pertanyaan

Jawaban

Setelah di umumkan di koran, pihak debt collector
melakukan pemberitahuan kepada nasabah x bahwa jaminan
miliknya sudah di daftarkan dan dicantumkan di koran bahwa
akan dilakukan pelelangan. Apabila setelah pemberitahuan
tersebut, pihak nasabah x ingin melakukan pelunasan, maka

pihak Bank Mega Syariah akan membatalkan proses pelelangan.
: Bagaimanakah cara menentukan Nilai Limit?

. Nilai Limit didasarkan pada Sisa Pokok Utang. Misalkan dana
kredit yang cair sebesar Rp 150.000.000,00 dan yang sudah
dibayar oleh nasabah Rp 50.000.00,00, maka dalam lelang Nilai
Limit yang ditawarkan adalah sisa pokok utang sebesar Rp
100.000.000,00 atau juga bisa lebih dari itu. Bila ternyata Hasil
Bersih Lelang lebih dari Nilai Limit yang ditetapkan, maka
kelebihannya dikembalikan kepada nasabah.

: Apa yang dimaksud dengan Nilai Limit dan Hasil Bersih
Lelang?

. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang
dan ditetapkan oleh Penjual. Sedangkan Hasil Bersih Lelang
adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari hak atas tanah dan/atau
bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan penawaran harga
lelang eksklusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif
dikurangi Bea Lelang Pembeli. Untuk Pokok Lelang sendiri
adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli
dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga
secara eksklusif atau Harga Lelang dikurangi Bea Lelang
Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran

harga secara inklusif.

11
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16.Pertanyaan

Jawaban

17.Pertanyaan

Jawaban

18.Pertanyaan

Jawaban

: Untuk biaya lelang ini dibebankan kepada siapa?

. Biaya lelang ditambah dengan Sisa Pokok Utang ini

dibebankan kepada nasabah.
. Selanjutnya langkah apa yang dilakukan?

. Setelah proses lelang selesai, proses selanjutnya pihak pembeli
lelang bersama bank datang ke notaris rekanan bank (notaris
yang ditunjuk oleh bank) untuk mengurus surat jual beli atau
biasanya disebut dengan istilah Akta Jual Beli (AJB) dan balik
nama surat hijau. Balik nama Surat Hijau ini dilakukan untuk
mengganti nama pemegang Surat Hijau atas bangunan yang telah
dijaminkan, dimana berganti nama dari nasabah x menjadi
pembeli lelang. Yang mengurus balik nama Surat Hijau ini
adalah notaris. Notaris yang mengurus ke Pemerintah Kota

Surabaya.

: Bagaimana jika pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah

Surat Hijau ini tidak mau meninggalkan bangunan tersebut?

. Jika pemilik bangunan tidak mau meninggalkan bangunan
dalam arti rumahnya maka pembeli lelang berhak untuk
mendaftarkan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
Nantinya Pengadilan Negeri mengundang pemilik bangunan dan
pembeli lelang ke persidangan. Jika pemilik bangunan tidak ada
itikad baik untuk memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri
ini, maka Pengadilan Negeri akan memberikan somasi. Jika
sampai somasi yang ketiga, pemilik bangunan tetap tidak
memenuhi panggilan Pengadilan Negeri, maka segera diadakan
eksekusi. Dimana eksekusi tersebut di saksikan oleh ketua RT,
polisi, perwakilan dari Pengadilan, perwakilan dari Pemerintah

Kota Surabaya, dan dari instansi lainnya yang terkait.
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Wawancara Dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya

Timur

Narasumber : Yulida Caturpratiwi
Jabatan . Sekretariat UPTSA Surabaya Timur

Pelaksanaan : Tanggal 30 November 2016

1.Pertanyaan  : Apa yang dimaksud dengan Surat Hijau?

Jawaban : Surat Hijau merupakan istilah dari Surat lIzin Pemakaian
Tanah (IPT) milik Pemerintah Kota Surabaya untuk didirikan

bangunan sebagai tempat tinggal.

Disebut Surat Hijau dikarenakan surat ijin tersebut berwarna

hijau.

2.Pertanyaan  : Apakah bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat
dijadikan jaminan kredit bank?

Jawaban : Bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat
dijadikan jaminan kredit bank dengan mengajukan
Permohonan Rekomendasi Bank kepada Walikota Surabaya
melalui Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota

Surabaya.
Permohonan ijin serahkan kepada UPTSA
3.Pertanyaan  : Apa yang dimaksud dengan Rekomendasi Bank?

Jawaban :  Rekomendasi Bank adalah surat rekomendasi atas persetujuan
penjaminan bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau

yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan
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4. Pertanyaan

Jawaban

Tanah Kota Surabaya. Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya menyetujui bangunan yang berdiri
di atas tanah Surat Hijau untuk dijadikan sebagai jaminan
kredit di Bank.

Siapakah yang mengajukan Permohonan Rekomendasi Bank

ke UPTSA? Dan bagaimana prosedurnya?

Pengajuan Permohonan Rekomendasi Bank diajukan oleh

pemohon kredit.

Pemohon dapat mendatangi loket informasi UPTSA guna
memperoleh informasi terkait persyaratan atau mekanisme

serta formulir Rekomendasi Bank.

Namun sebaiknya sebelum mangajukan Permohonan
Rekomendasi Bank, pemohon kredit terlebih dahulu
mendatangi Bank untuk menanyakan dapat tidaknya
mengajukan pemohonan kredit dengan jaminan bangunan
yang berdiri di atas tanah Surat Hijau. Apabila Bank
menyetujui pemohon kredit baru mendatangi UPTSA untuk
meminta  formulir  Permohonan  Rekomendasi  Bank.
Selanjutnya pemohon kredit membawa formulir Permohonan
Rekomendasi Bank yang telah diisi kepada pihak pemberi
pinjaman (Bank) untuk mendapatkan persetujuan dengan
menanda tangani pada pada kolom Mengetahui Pimpinan
Bank sebagai bukti persetujuan dari pihak Bank, bahwa pihak
Bank bersedia untuk memberikan kredit kepada pemohon
kredit. Berdasarkan persetujuan Bank, pemohon kredit
membawa formulir Persetujuan Rekomedasi Bank beserta
kelengkapan persyaratan ke UPTSA untuk dilanjutkan ke
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,

sebagai Dinas yang berwenang mengeluarkan Surat
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5.Pertanyaan

Jawaban

6.Pertanyaan

Jawaban

7.Pertanyaan

Jawaban

Rekomendasi Bank atas nama Walikota Surabaya.
Rekomendasi Bank yang telah diterbitkan oleh Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya oleh
pemohon kredit dibawa ke Bank beserta Surat Hijau sebagai

kelengkapan mendapatkan kredit.
Apakah Surat Hijau itu memiliki batas waktu kepemilikan?

Ada, ada yang 2 tahun, 5 tahun, dan ada juga yang 20 tahun.
Dengan kualifikasi yang dapat dibedakan dengan jenis warna,
yaitu untuk yang 2 tahun, buku IPT nya berwarna kuning.
Untuk yang 5 tahun berwarna hijau, dan 20 tahun berwarna
hijau telur asin. Walaupun warna buku IPT ini berbeda,

namun istilahnya tetap Surat Hijau.

Apakah batas waktu kepemilikian Surat Hijau dapat

diperpanjang?

Dapat. Pemegang Surat Hijau mengajukan permohonan
perpanjangan batas waktu kepada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melalui UPTSA.

Apabila Surat Hijau dijaminkan kepada Bank, maka Bank
akan mengeluarkan Roya atau izin kepada pemegang Surat
Hijau sebagai kelengkapan persyaratan  perpanjang

kepemilikan surat hijau.
Bagaimana kedudukan Surat Hijau jika terjadi kredit macet?

Jika terjadi kredit macet, pihak Bank akan berkoordinasi
dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya untuk dilakukan pemblokiran atas kepemilikan Surat
Hijau tersebut, selanjutnya pihak Bank melakukan lelang atas

Bangunan yang berdiri diatas tanah surat hijau tersebut.
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8.Pertanyaan

Jawaban

9.Pertanyaan

Jawaban

10. Pertanyaan

Jawaban

Apakah rumah di atas tanah Surat Hijau ini dapat dijual?

Dapat. Ketika pemilik rumah dan pembeli telah sepakat atas
jual beli, selanjutnya pihak pemilik mengurus Rekomensai
Pengalihan Hak ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya melalui UPTSA. Untuk balik nama Surat Hijau
yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Apa perbedaan antara jual beli tanah surat hijau dan sertifikat
hak milik?

Jual beli tanah Surat Hijau merupakan jual beli atas tanah
milik Pemerintah Kota Surabaya. Peralihan hanya hak
penggunaan tanah Surat Hijau, sedangkan kepemilikan tetap
Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan untuk sertifikat hak
milik, pembeli dapat langsung membeli kepada pemilik tanah

tanpa persetujuan Pemerintah setempat.

Apakah kepemilikan tanah Surat hijau dapat dialihkan
menjadi tanah bersertifikat hak milik ?

Dapat, dengan cara Pemerintah Kota Surabaya akan
melakukan pelepasan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai
hak milik pribadi dengan proses jual beli. Selama tanah
tersebut dalam perencanaan tata kota (masterplant) tidak
direncanakan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, antara
lain jalan raya, perkantoran pemerintah, pertamanan atau

fasilitas umum lainnya yang dikelola pemerintah.
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